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SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPFATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
vang adil, bermanfaat untuk pembangunan periu
dilakukan seccara tertib, efektif, efisien, ckonomis,
iransparan, dan berlanppungjawab:;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf
b Peraturan Menteri Dadam MNegeri Nomor 77 Tahun
2020 rentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah dan ketentuan Pasal 204 Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nemor 1 Tahun
2022 rentang Pengelolaan Keuvangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksil dalam huraf a dan hwruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupat tentang Sistem dan
Prosedur Pengelobsan Keuangun Dacrah;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupsten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor (82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 14 Tahun 2000 wentang Perubahan Alas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarclangun, Kabupaticn
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2000 MNomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 3969):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubidik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kuli terukhir dengan Undang Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Aas
Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Megam Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor GI9H);

. Undang-Undang Nomor 23 Tabhun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indoncsia Nomor 5587)
schagnimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubshan Kedua Atas Undang-Undang MNomor 23
Tahun 2014 tenlang Pemerininhan Datrah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58,
Tambahan Lembaran Negarm Republik  Indoncsia
Nomar 5674);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 teniang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601); (
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20322 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tohun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 6757);




Menetapkan

&,
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengrlolaan Keuangan Deernh (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) schapnimana telah dinbah dengan Peratursn
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menieri Dalam  Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoncsia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menien Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloloan Keuangan
Dacrah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomaor 1781);

Peraturan Deacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Ducrah ({Lembaran Dacrah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomaor 6);
Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timuar
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penpelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daemah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dularm Peraturan Bupati imi yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan urusan pemenniahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas



otonomi dan tugas pembantusn dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam system dan prinsip Negara HKesastuan Republik  Indonesia
schagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesis Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupatl scbagai unsur penyelenggaraan

vang menjadi kewenangan daeruh otonom.

. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

3. Dewan Perwakilan Rokyal Decmb sclanjuinya disinghst DPRD adalah
Dewan Pereakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Peraturan Dacrah adalah Peraturmn Descrah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur,

Peraturnn Bupan adalah Pernturan Hupati Tanjung Jabung Timur,

Anggarnn Pendapatsn dan Belaonja Deernh yong selanjutnya diminglknt

APBD adalabh rencana keuangan tabhunan pemenntaban dacrah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemermtah daecrah dan DPRD dan

ditetapkan dengan peraturan daerah,

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yvang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat dacrah pada pemenntah dacrah selaku pengguna anggaran.

10. Pejabat  Pengelola Keuangan Dacmh yang selanjuinys disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah vang mempunysi
tugas melak=anakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagn bendahara
wurmum daerah,

11. Akuntansi adalah proses  identifikasi, pencatatan, pengubluran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keusngan,
penyajian laporan, serta penginterpreiasian atas hasilnya.

12. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menydjikan laporan keuangan pemcrintah.

13. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat PUSAP, adalah pedoman bagi Pemerintah dalam rangks
penyusunan Sistem Akuniansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP
berbasis Akrual dan penerapan statstik kcuangan pemerintah dacrah
untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara
riasonal.

14, Sistem Akuntansi Pemerintahan Dacrah, yang sclanjutnya  disinghoat
SAPD, adalah rangkaian sistcmatik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan, dan elemen luin untuk mewujudkan fungsi akuninnsi scink
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

15. Kebijukan Akuntansi Pemerintah Dacrah terdiri atas prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan prakik-praktilk
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah  KabupatenTanjung Jabung
Timurdalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
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16. Bagan Akun Standar, vang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode
perkirsan buku besar akuntansi yang terdin dar kumpulsn akun nominal
dan akun riil secarn lengkap vang digunakan di dalam pembuatan jurnal,
buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.

17. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakul pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnva pada saal transaksi dan peristiwa lu terjadi, tanpas
memperhatikan saat kns atau seinra kas diterima atau dibayar.

18, Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengarub transaksi dan
peristiwn lnimnya pada sant kos alau setarn kas ditcnma stau dibayar.

19. Pengakuan adalah proses penctapan terpenuhinva kriteria pencatatan
suaiu kejdian atau peristiwa dalam catatan akuntans: schingga akan
mergadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewsjiban, ckuitas,
pendapatan-LRA, belanja, pembiayasn, pendapatan-LO  dan  beban,
schagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan,

20, Pengulkuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

21. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara
lengkap informasi vang dibutuhkan oleh pengguna.

22. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnys disinglat LRA adalah
laporan yang menyajikan imformasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA  dan pembiayaan, =miss lebih/kursng
pembiayasn anggaran vang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

23. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-
SAL adalah laporan yang menyajikan informas: kenaikan dan penurunan
SAL tahun pelaporan vang terdirt dan SAL awal, SiLPA /SIKPA, koreksi dan
SAL alchir.

24 Neraca adalah laporan yang menvajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenal asct, kewajiban dan ekuitas pada tanggal
tertentu.

25. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikun informasi mengenai scluruh kepatan operamonal keuangan
entitas pelaporan yang tercermunkan dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu  entitas peluporan  yang
penyapannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

26, Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan nformas: mengenm sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas
padn tanggal pelaporan.

27. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan elanias yang
terdiri dan ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.




28, Catatan atas Laporan Keuangan vang sclanjuinya disingkat CalK adalah
laporan yung menyajikan informasi lentang penjelasan atau daftar terinc
atau analisis atas nilal suatu pos vang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
LPE, Neraca don LAK dalam rongka pengungkapan vang memudlai

29, Entitas Akuntansi adalsh unit pemeriniahan pengguna anggaran dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

30. Entitas Pelaporan adalsh unit pemerintahan vang terdin dan satu atau
lebih entitas akuntansi alau entitus pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan
poeriangeungjawaban berupa lapormn keuangan.

31, Rekening Kas Umum Dacrah adalah rekening tempat penyimpanan uang
dacrah yang ditentukan olch kepala dacrnbh untuk menampung selurah
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
dacmh pada bank yang ditetapkan.

32. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Dacrah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemenntah dan tidak periu dibayar
kembali oleh pemerintah.

33. Belanja adalah semua pengeluaran dan Rekeming Kas Umum Deemah vang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

34, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang periu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran vang skan diterima kembali, bailk pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
benkutnya.

35, Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai
penambiah ckuitas dalam periode tahun anggaran vang bersangkutlan dan
tidak perlu dibayar kembali.

36. Beban adalah penurunan manfaat ckonomi astau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekullas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau imbulnya kewajiban.

37. Pos Juar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar binsa yang
terjadi karena kejadian atau transaksi vang bukan merupakan operas:
biasa, tidak diherapkan senng atau rutin terjadi, dan beradn & Juar
kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

38. Asct adalah sumber daya ckonomi yang dikuasai doan/atau dimiliki olch
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mans manfaat
ckonomi dan /atau sosial di masa depan diharmpkan dapat diperoleh, ok
olch pemenintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasik sumber daya nonkcusngan yang diperiukan untuk
penyediaan jasa bagl masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
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39. Investasi adalah penggunaan ssct untuk memperolch manfaat ekonomis
sepertl bunga, deviden, rovaltl, manfast sosial dan/atau manfaat lainnya
schingga dapat meningkatkan kemampusn pemerintah dalam rangks
pelayanan kepada masyarakial.

40. Kewajiban adalsh utang yang tmbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesalannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ckonomi
pemerintah.

41. Ekuitas adalah kekaysan bersih pemerintah vang merupakan selisib
aniam asci dan kewajiban pemerntah.

42. Korcksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos
yang tersaji dalam laporan kevangan entitas menjadi sesuat dengan yang
scharusova.

43. Penyesuaian adalah transaks: penyesuaian pada akhir periode untuk
mengakul pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan,

44. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

45, Kebjakan Umum APRD yang sclanjuinya dsinglat KUA adslah dolumen
vang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan peéembiayaan
serta asumsi yang mendasarnya uniuk periode 1 (satu) tahun.

46, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnva disingkat PPAS
adalah program priontas dan patokan batas maksimal anggaran vang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyvusunan rencana keria dan anggaran saluan kerja Perangkal
Dacrah.

BAB 11
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2
(1) Pedoman ieknis Pengelolaan Keuangan Dacrah dilaksanakan scsual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[2) Sistemn dan Prosedur Pengelolsan Keuangan Deermb  schapnimana
dimaksud pada ayal (1) terdin atas:
pengelola keuangan dacrah;
APBD;
penyusunan rancangan AFHD;
penetnpan APBD;
pelaksanaan dan penatansahaan;
laporan realisnsl semester pertama APBD dan perubahan APBD;
akutansi dan pelaporan keuangan pemeriniah daerah;
penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan AFBL);
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i. kekavasn dacrah dan utang dacrah;

j- badan layanan umum dacrah;

k. penvelesaiun kerugian keuangan daerah;
L informasi kevangan dacrah; dan

m. pembinaan dan pengewasan.

Pasaal 3

(1} Sistem dan Prosedur Penyusunan Rancangan APBI), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 hurul ©, meliputi sistem dan prosedur:
a. penyusunan KUA dan PPAS,
b. rencana kerja dan anggaran SKPD;
c. rancangan Perda APBLY; dan
d. rancangan Perkada Penjabaran APBD.

{2) Sistem dan Prosedur Penetapan APBD, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hurul d, meliputl sistem dan prosedur:

penvampaian dan pembahasan rancangan APBD;

persefujuan rancangan AFBD;

cvaluasi rancangan APBD;

penetapan perda APBD dan perkada penjabaran APBD, dan

penyusunan dan penetapan rancangan perkada APBD dalam hal tdak

lercapal persctujuan bersama.

{(3) Sistem dan Prosedur Pelaksunman dan Penatausashsan, sebaguimana
dimaksud dalam Pasal 2 hurufl e, meliputi sastem dan prosedur;

kerangica pengaturan,

prlaksanann don penatausshann kas umum docroh;

pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris;

penyinpan dolumen peloksanaan anggaran SKPD;

penyiapan anggaran kas pemerintah daerah;

surnt penyediann dana;

penerimaan dan penyetoran pendapatan;

pembuliuan bendaham penermmaan;

laporan pertanggungiawaban bendahara penerimaan;

rekonsiliasi penerimaan;

penatausahaan pembayaran atas kelebihan pendapatan;

pelaksanaan dan penatausahaan belanja;

penelapan uang persediasn,

pelimpahan uang persediaan;

permintaan pembeayuran,

perintah membayar;

perintah pencairan dana;

pembukuan bendahara pengeluaran;

penyampaian laporan pertangpungiawaban bendahara pengeluaran;

dan

t. pembiayaan dacrah.
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i)

i)

FEFRatAMAD

Sistem dan Prosedur Laporan Realisasi semester Pertama dan Perubahan

APBD, schagaimans dimaksud dalam Pasal 2 huruf [ mehiputi sistem dan

prosedur:

laporan realisasi semester pertama APBD;

perubahan KUA dan perubahan PPAS;

PErECSeran angparan;

pendansan keadann darurmt,

pendanasn keadaan lusr binsa;

penyusunan perubahan APBLY,

penetapan perubahan APRD;

porsctujuan rancangan Perda perubnhan APBD; dan

eviluasi rancangan Perda perubahan APBD don rancangan perkada

penjabaran perulmban APBD

Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah

daerah, sebaganimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi sistem

dan prosedur:

a. akuntansi pemenntah dacrah; dan

b. pelaporan kruangan pemenniah daerah.

Sistern dan Prosedur Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban

Prlaksanaan APBD, schagamimana dimaksud dalam Pasal 2 buraf b,

meliputi sistem dan prosedur:

a. penyusunan dan pembahasan rancangan  peraturan | daerah
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD; dan

bh. evaluasi mancangan peraturan dacrmh | periangpungiawaban
pelaksanaan APBD dan mancangan peraturan bupaitl pejabaran
pelakssnaan AFBD.

Pasal 4

Sistem dan prosedur pengelolann keuangan daemh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian vang
tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB 1l
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati mi mulad berlaku, Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Timur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 43) sebagaimana lelah
diubah bebernpa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 43 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan [Daerah (Berita

{




Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 33),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 6
Peraturun Bupati ini mulai berfaku pads tinggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinys, memenntahkan pengundangan Peraturan
Bupati im dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Ditetapkan di M Sabak
pada langgal mhet 2022
ABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pacta tanggal | Sepeember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

. Y

SAPRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 23
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Lampiran Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Toumur
Nomor : 3% Tahun 2022

Tanggal : | feple~ter 2072

BAB 1
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Dacrah adalah pejabat pengelola kouangan daerah
yang meélakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungawaban, dan pengewssan Keuvangan Dacrah Pelaksunaan
tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan
mformasi, abran data, penggunaan dan penyvajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan ini, disajikan dalam bentuk
ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan  kebutuhan
informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan
keuangan dacrah.
Pengelola Keusngan Daerah terbagi berdasarksn peran dan lungsinya
A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Bupat sclaku pemogang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
dan mewakili pemerintah dacrah dalam kepemiliknn kekaynan
dacrah yang dipisahkan
2. Pemegang kckuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai
kewenangin:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubaban APBD, dan mncangsn Perda tentang
pertangpungiawaban pelaksanaan APBD,

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
teniang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggunggawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama;




c. menectapkan Perda entang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan  APBD, dan rmncangan Perda  tentang
pertanggungiawaban pelaksannan APBD vang telah mendapat
persetujuan bersama DPFRD;

d. menetapkan kebgakan terkait Pengelolaan Keuangan Dacrah;

e. mengambil indakan terientu dalam keadsan mendesak terlont
Pengelolaan Keuangan Daerah vang sangat dibutuhkan oleh
Dacmah dan /atau masyarakat;

[. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

E. menciapkan KPA;

h. menetapkan Bendaharm Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran,

i. menetapkan pejabat vang bertugas melakukan pemungutan

j- menetapkan pejabat vang bertugas melakukan pengelolaan
Litang dan Phutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan permbayaran;

. menctapkan pejabat lamnya dalam rangka Pengelolaan
Keunngan Daerah sesuai dengan  ketentuan  peraturmn
perundang-undangan; dan

m. mclaksanakan kewenangan jam sesual dengan  ketentuan
persturan perundang undangan.

Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling
sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara
pengeluaran pembantu, bendahars bantuan operasional sckolah,
bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus
dan /atou bendahara khusus lamnya yang dismanatkan peraturan
perundang-undangan.

atay  seluruh  kekuasasnnya yang berupa perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahsan, pelaporan  dan

pertanggungawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada

|




Pejabat Perangkat Dacrah dengan memperhatikan  sistem
pengendalian internal yang didasarkan pada primsup pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima
atau mengoluarkan uvang. Pelimpahan kekuasaan  ditetapkan
dengan keputusan Bupat.
Pejatmi Perangkal Decrah terdini atas:
a. sckretaris dacrah selaku koordinator pengelolaan keuangan
dacrah;
b. kepala SKPED selaku PPKD; dan
kepala SKPD selaku PA.

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

.

Sckretans dacrah  sclaku  koordmator pengelolaan  keuangan

dacrah mompunyad Tugas:

a. koordinasi dilam pengelolaan keuangan dacrah;

b. koordinasi di ldang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubshan APBD, dan mncangan pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD;

c. koorhnas: periyiapan pedoman pelaksanaan APHD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD,

¢. koordinasi pelaksanaan mugas lamnnya di bidang pengololaan
kruangan dacrah sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undsngan,; dan

f. memimpn TAPD.

Koordmasi dalam pengelolaan keuangan dacrah paling sedikit

meliputic

a. koordinasi dalam penyusunan sisiem  dan  prosedur
pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi dalam  penyusunan  kebijakan  akuniansi
pemerintah dacrah;

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemernntah
daerah.




Koordinator pengelolasn kcuangan dascrah dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab kepada Bupat

Koordinutor dalam pengelolaan keuangan deserah merupakan
ierkail dengan peran dan fungsi sekretaris dacrah membaniu
Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan
pemyelenggarnan Urusan  Pemermntahan decrah lermasuk
Pengelolaan Keusngan Dacrah.

C. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

L

Kepala SKPKD sclaku PPKD adalash Kepals SKPD  yang
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan  pada
pemerintah dacrah yang melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah. Kepala SKPKD sclaku PPED mempunyal tugas:

a menyusun dan melaksanakan  kebijakan | pengelolaan
keuangan dacrah;

b. menyusun mncangan Perda tenteng APBD, mincangan Perda
entang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

c. melaksanakan tugas lammym  sesuai dengan  keteniuan
peraturan perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan lungsimya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-SKPLY,

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanann sistem penerimain
dan pengeluaran kas daerah;

. melakmanakan pemungutan pagak decrah;

f. menetapkan angparan kas dan SPD;

g menympkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama pemerintah dacrah;




h. melaksanakan sistemn akuntansi dan pelaporan keuangan
dacrah;

L menyajikan informasi kevangan daerah; dan

). melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan
dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, bdak dilakukan melahs REKUD.

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaiu:

mengeloln invesias;

menetapkan anggaran kas,

melakukan pembayuran melahn penerbitan SP20;

membuka rekening Kas umum daerah;

membuls rekening penerimasn;

{. membuka rekemung pengeluaran; dan

£ Imcoyusun laporan kruangan yang merupaknn
perianggungjawaban pelaksansan AFBD.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipesahkan dani

kewenangan SKPKD, SKPD sesusi dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan  pajak

daerah,

Pengeloluan investasi memperhatikan peroichan manfast chonomi,

sosial dan/atau manfast lsinnya sebagal akibat langsung dar

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari

kewenangan SKPRD, SKPD  sesusl  kelenfusn  peraiuran

perundangundangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

nan o

D. KUASA BUD

PPED sclaka BUD mengusulkan peabat di ngkungan SKPKD
kepada Bupati untuk ditetapkan scbagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD ditctapkan dengan keputusan Bupats .

Kuasa BUD mempunym tugns:

8. menyiapkan anggarn ks,

b. menyiapkan SPD;




lr

k.

menerbitkkan SP2D,

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APED
oleh bank dan/atau lembaga kevangan lainnya vang telah
ditunjuk,

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

menyimpan uang daerah;

melaksanakan penempatan uang dacmah dan
mengelola / menatausahakan investasi;

mclakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas
Beban APBD;

melaksanakan pemberian  pinjaman  daserah slas  nama
pemerintah daerah;

melakukan pengelolann utang dan piuiang deerah dan;
melakukan penagihan piutang daerah.

Dalam pengelolaan kas, kuasa BUD mempunyai tuges:

menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun
ditetapkan oleh BUD;

melakukan penyisihan piutung tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir vang tidak
tertagh atas mvestas:;

menyinpkan  dokumen pengesahan dan  pencalatan
penenmaan dan pengeluaran yang Udak melalo REUD.

Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPED selaku BUD
Bupat: atas usul BUD dapat menetapkan lebib dar 1 (satu) Kuasa
BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah
uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali.
Pertimbangan atas besaran jumlsh uvang vang dikelola, beban
ke, lokasi, dan/atau rentang  kendali yang  kriterianya
ditetapkan Bupati




E. PENGGUNA ANGGARAN

Kepala SKPD selaku PA mempunyai lugas:

a. menyusun REA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKPD,

¢. melakukan tindakan yang mengakibatian pengeluaran atas

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas  taghan dan  memerintabkan
pembayaran,

. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g mengadakan ikatan/peganjian kegja sama dengan pihak lam
dalam batas anggaran yang telah ditetaphkan;

h. menandatangani SPFM,

L. mmgclola utang dan pnrinng docmb ynng mengadi mnggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnva;

m. menclapkan poglatl mnmyn dalam SKPD yang dipimpinmm
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. meclaksanakan tugas lainnoya sesuad dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Sclain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas minnya,

meliputi;

i menyusun anggaran kas SKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

c. menyusun doloumen Naskah Perjanjian Hibah Dacrah (NPHD);

d. menyusun dekumen Pemberian Bantuan Sosial;

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanga atas penerimaan dan pengeluanran dacrah sesuai
dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tdak
dilakukan melahi Rekening Kas Umum Daerah, BUD

T




4.

melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan
Pengeluaman Dacrah tersebut; dan

. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD vang
diptmpinnya kepada PPKD sclaku BUD.

Kepals SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA] mempunyai

wewenang, mehputi

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan
pendapatan dan belangs atas penerimaan dan  pengelaaran
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Memandatangani dokumen Naskah Perganjian Hibah Dacrah
(NPHD);

. Menandatangam dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rungka pengelolan keuangan deacrah; dan

c. menclapkan Pembaniu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengehuaran  dan Pembantu Hendaharn
Pengeluaran Pembantu  sesumi  ketentuan  pernturan
perundang-undangan.

Dalam hal dibentuk SKPD tersendin vang melaksanakan

melaksanakan pemungulan pajak dacrah  sesual | dengan

keteniuan peraiuran perundang- undangan.

Mengelola utang dan piutang daernh yang menjacdi tanggung

jaowab SKPD  yang dipimpinnya merupakan akibat  yang

ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

Mengeloln utang yang menjadi kewajiban kepada pthak Lun

sehagai akibat:

a. pekergann yang  iclnh  sclesai pada  tmhun  anggaran
sebelumnya;

b. hasil pekeraan akibal  pemberian  kesempatan  kepada
penyedia  barang/jasa  menyelesatkan  pekerjaan  sehinggs
melampaui  tahun  anggaran  sesuai  dengan  kelentuan
peraturan perundang-undangan;



c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap: dan

d. kewsjiban Iainnya yang menjadi beban SKPD vang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
selcspinys  kewajiban  terscbut  sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang -undangsn.

7. Mengelola piutang daecrah yang menjadi hak daerah sebagai
akibat:

4. perjanjian atau perikatan,

b. berdasarkan ketentuan peraiuran perundang-undangan;

¢. alabat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tctap; dan

d. putang lannya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
PA bertindak sebagai pejabat pembual komtmen sesuai dengan
ketentuan pernturan perundang-undangan,

9. PA yang benindak schagai pejabat pembuat komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuni dengan
bidang tugas pejabal pembual komitmen atau agen pengadaan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. PA bertanggung jawab aias pelaksanaan tugas dan wewenangnya
kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

11. Berdasarkan pertimbmngan beban kerja, Sckretars dacrah dapat
mehmpahkan pada kepala bagian untuk selaku KPA untuk
mecinkukan pengelolasn keusogan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepeala
Uinit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2. Pebmpahan kewrnangan berdasarkan pertimbangan  besaran
anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang
kenddah,




10.

Pertimbangan besaran anggaran Keglatan /sub keglatan dilakukan

plech SKPD yang mengelola besarsn anggamn  Kegiatan/sub

kegiatan yang kriterinnya ditetapkan oleh Bupati .

Pertimbangan  lokasi dan/stau  renlang  kendah  dilakokon

terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana

Teknis Dacrah, dan/stau kelurshan sesusi dengan ketentusn

peraturan perundangundangan,

Pelmpahan schagan kewenongan ditetnpkan olech Bupati atas

usul kepala SKPD.

Pehmpahan schagian kewenangan meliputy:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggarmn belan g,

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD vang dipimpinnya;

c. melakukan pengujinn ates  tegihan  dan  memerintohkan
pembayaran;

d. mengadnkan ikatan /penanjian kera sama dengan pihak lan
dalam batas anggaran vang telah ditetapkan;

e, melaksanakan pemungutan retribusi dacrah;

. mengawasi pelaksanaan anggaran yvang menjadi tanggung
jawabmya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan
poraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dminm hal kewenangan pemungutan pajak dacrah dipisahlean dan

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya

memungul pajak deerah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit

SKPD sclaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,

KPA bertindak sebagai pejabat pembunt komitmen sesuni dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPA yang mcrangkap sclbags Prjabat Pembuat Komitmen dapal

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesual dengan

1w




12.

13.

bidang lugas pejabal pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesual ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA

MeEMPUnysi Mgas:

A.
b.

 »8

d.

L.

-r-l-

L

menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

menyusun DPA-Umnit Organisas) Beruint Khusus,

meclakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaean;
melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yang diprmpmnya.

melakukan pengujian atas tagihon dan memerintahkan
pembayaran,

melak=anakan pemungutan retribusi daerah;

mengadalan ikatan/ peranjan kena sama denguan pihank Lun
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangam SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tnggung
Jawab SKPD yung dipimpinnya,

menyusun dan  menyampaikan laporan  keuangan unit
organisas: bersifnl khusus yang dipompinnys;

mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi
bersifat khusus yang dipempennya;

menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

menetapkan pejabal lainnya dalam unit orgamisasi bersifal
khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolann
kruangun dacruh; doan

melaksanakan tugas lsmnya sesual dengan  ketentuan

Dulam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sSesuii
ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk
mengambil alih pelimpahkan sebagan tugasnya yang telah
discrahkan kepada kepals Unit SKPD selaku KPA.

ii




. PEJABAT PELAKSANA TERNIS KEGIATAN

la

PA/KPA dalam mrlaksanakan kegiatan/sub kegiatan menctaphkan

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTE.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA /KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA

e lipti:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis Kegiatan /sub keguatan SKPD/ Unit SKPD;

b. menviapkan dokumen dalam rangka pelaksansan anggsaran
asias Beban pengrluaran pelaksanaan Kegmtan/Sub kegiatan;
dan

. monyiapkan dokumen pengadasn | bamang/jasa pada
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentusn
peraturan  perundangundangan  yang mengatur  mengenas
pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendabikan dan melaporkan pelaksanaan  tekms

Kegintan /Sub kegintan meliputi:

a  menyusun adwal pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan  Kegiatan /Sub
kcgaatan, dan

¢. melaporkan perkembangen pelaksanaan  Keglatan/Sub
kegiatan kepada PAJKPA

Tugas menyiapkan dokumen dalam rengka pelaksanaan anggaran

atas beban pengeluaran pelaksansan Kegatan/Sub  kegatan

meliputs:

a. menmympkan laporan  kinerja  pelaksanaan  Kegiaian/Sub
kegiatan;

b. menympkan dokumen administrasi pembayaran  sesuai
dengan persyaratan  yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan selurubh  dokumen
pelaksanaan kegiatan,
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7.

10,

11.

12.

13.

14.

15.

Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab
kepada PA

Dalam membantu tugss, PPTK pada Unit SKPD bertangsung
jawab kepada KPA.

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesual ketentuan
poraturan perundang-undangan, PASKPA mengambil alib mandat
vang dilaksanakan oleh PPTK.

PA/KPA dapat menctapkan bebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan
SKPD/Unit SKPD.

Penctapsn PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi,
rentang kendali, dan/atsu pertimbangan objektil lainnya yang
kriterianya ditetapkan Bupati .

Pertimbangan penctapan PPTK didesarkan ates  pelaksanaan
tugas dan lungsi

PPTK  merupakan Pegawai ASN  yang mendudulks  jabaian
struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Poguwai ASN yang menduduki jobatan struktural merupakan
pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau
memilila kemampusn munagerial dan berintegritas.

Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai
ASN yung menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah
KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
Dulam hal tidak terdapat Pegawni ASN yang mendudulo jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku
PPTK vang kritcrianya ditetapkan oleh Bupsati.

PE.JABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

1.

2.

Kepala SKPD selaku PA menclapkan PPK SKPD mclaksanakan

fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
Pada SKPKD, PPK SKPD mclaksanakan fungs tata usaha

keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD

[




Pada pola penpelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan
fungsm tata usaha keuangan sesual ruang bnghup tugas dan
wewenang BLUD

PPE SKPD tidak merangkap scbaga) pojabal dan pegawal yang

bertugas melakukan pemungutan pajak dacsmh dan retibusi

Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atsu PPTE.

PPK SKPD mempunvai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan cleh Bendahara
Pengelunran;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verfikns laporan pertanggungawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fung= akuntans: pada SKPT; dan

e. menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakubkan dengan tujuan untuk meneliti

kelengkapan dan keabsahan.

Sclan melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK

SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaltu:

a. melakukan venfikas: SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
latninya,

b. melalukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan dacrah dan bendahisrs
pencrimaan; dan

c. menerbitkan surat pernyutaan verifikast kelenghapan dan

keabsghan SPP-UP, 8PP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukt
kelengkapannya scbaga dasar periyiapan SPM
Eepala SKPD dapat menetapkan pegawal yang bertugas
membantu PPE-SKPD  unluk meningkatkan  cfcktivitas
penatausahaan keuangan SKPD.




PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD

1.

2.

Dalnm hal PA melimpahikun sebagian tugasnys kepada KPA, PA
menectapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi lata
usaha keuangan pada Unit SKPD.

Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a Besaran anggaran yang berlaku oniuk bagan di Iimgkungsn
Sekretarat Daerah;

b. rentang kendali dan /utau lokasi;
dibentuknya unit organisasi bersifat khusus vang memberikan
layanan secarn profesional melalui pemberian otonomi dalem
pengelolaan keuangan dan barang milik dacrah serta bidang
kepegawaian sesumi dengan peraturan perundang-undangan.

PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a meclakukan wverifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta  bukti
kelengkapannya yang digjukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembanitu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan
SPPLE yang dmjukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
dan

c. mclakikan verifikasi laporan perianggungiawaban Bendaharn
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Verfiknsi dilskukan untuk mencliti kelengkapan dan keabsahan

SPPTU dan SPP-L8 yvang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk mencliti kelengkupan dan keabsahan

laporan penanggungawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Sclain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD

melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifiknm surat permintnan pembayaran  atas
pengembalian kelebiban pendapatan dasrah dari bendahara
penenmaan pembantu/Bendahara lammya; dan
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b. mencrbitkan sural pernyntaan verifikasi kelengkapan dan
keabmahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
scbagail dasar penyiapan SPM.

7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifal khusus mempurnyvai
rugas meliputi:

a. melhakuknn verifikas SPP-UP, SPP-QU, SPP-TU, dan SPP LS
beserta bukti kelengkapannyva vang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, Bendahmra Pengeluaran  Pembaniu dan
Bendahara lainnya;

b. mencrbitkan surat pernyataan verifikasi  kelengkapan  dan
keabsahan ZSPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelenghkapannyn schagai dasar penyiapan SPM;

c. menyviapkan SPM;

d. melakukan verifikas lapomn pertanggungeweban Bendahara
Penerimaan, Bendihara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

e. meclaksanakan fungs: akuniansi pada unit SKPD khusus; dan

. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

8. PPK Unit SKPD merupakun Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan
unit SKPD.

9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu PPK Unit SKPD

J. BENDAHARA
I. Bendaharm Penenimaan

a. Bupati menctapkan  Bendahara Penerimaan  untuk
melaksanakan  tugas  kebendaharaan  dalam  rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD
atas usul PPEKD selaku BUD

b. Bendahara Penenmaan memiliki tugas dan wewenang
meneTima, menyimpan, menvetorkan ke rekening kas umum
daerah, menatausahakan dan memperianggungjawabkan




c. Selain ugas dan wewenang terscbul, Bendahara Penerimann
memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yainu:
1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui REUL;
2) melakukan verifikasi dan mekonsiliasi dengan Bank yang
ditctapkan olch Bupati;
3} meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumilah yang telah ditetaplan;
4) menatausahakan dan mempertanggungiawabkan pendapatan
dacrah yang diterimanya. dan
5] menyiapkan dokumen pembayaran atas  pengembalian
kelcbihan pendapatan dacrah.
d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannva kepada
KPA, Bupati dapst menciapkan Bendaham Penenmaan
Pembantu pada Unit SKPD vang bersangkutan,
e. Bendahara Penenmaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan
oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPEKD.
f. Bendahara Penerimaan Pembantu mermmiliki tugas  dan
wewenang sesual dengan lingkup penugesan vang ditetapkan
Bupati.
g Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling
1} menerima, menyimpan dan menyetorkan ssjumiah uang
dalam rangks pclaksansan anggaran pendapatan dacraly
pada SKPD, kecuali unruk transaksi secara elektronik;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui REUD;

3} melakulom vwnfikes: dan rekonsliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

4) menehiti kesesuman anlara jumlah uang yvang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan;

5) menalausshakan dan mempertanggungiawabikan
pendapatan daerah yang diterimanya; dan

T




6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan dasrah.

. Bendahara Penerimann dan Bendahara Penerimaan Pembantiu

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
Bendahara  Penerimaan  bertanggung jawab  secara
sccara administratif atas penerimaan pada SKPD dan
disampailcan kepada PA.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
administratil dengan membuat laporan pertanggungiawaban
secara administratil aias penerimaan padn unit SKPD dan
disampaiknn kepada KPA

. Bendahara Penermaan bertanggung jawab secars fungsional
dengan membunt  laporan pertanggunglawaban - sccam
fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PPEKD selaku BUD.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secarn
fungsional dengan membual lsporan  pertanggungiawabean
secara fungsional atas penerimaan pada umit SKPD dan
disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

Kepala SKPD elas usul Bendahara Penerimaan dapat
menctapkan pegawal yang bertugas membaniu Bendaham
Penenmann  untuk  meningkatkan efektivitas  pengelolaan
pendopatan dacrah.

. Pegawai vang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
melaksanakan tugss dun wewenang sesumi dengan linghup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD,

. Pegawai yang bertugas membantu Bendaham  Penernimaan
dalam melaksanakan tugasnys bertanggung jawab kepada
Bendahara Penenimasn,

. Pegowai yang bertugas membantu Bendaham Penerimaan
discbut Pembantu Bendahara Penerimaan,
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Bendahara Pengeluaran
a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran

kepada Bupati.

. Bupati menctapkan Bendahars Pengeluaran untuk

melaksanakan fugss kebendaharaan dalam  rangka
pelaksanann  anggaran  belanja  danfatau  pengeluaran
pembiavaan pada SKPD dan SKPKD

1] mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP
UP, SPP GLU, SPP TU, dan SPP LS;

2] menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

J) meclaksanakan pombayaran dan UP, GU, dan TU vang
dikelolanya;

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

5  meneliti kelengkapan dodoumen pembayaran;

6] membuat laporan pertanggungiawnban SCCArR
administratf kepada PA dan laporan pertanggrungjawaban
secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7] memungul dan menyctorkan pajak  sesum dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran

1) melakuksn rekonsilissi dengan  pihsk  Bank  yang
ditetapkan Bupati ;

2)  memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukt transaksi sccara elektronik
atou dokumen (sik don bank;

4] menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja
atas korckss atiu  hasil pomenksaan memal dan
cksternal;
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5} menyiapkan dokumen surat tanda setoran  atas
pengembalian  belanga akibar korckss  mtau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal; dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran  pembiayaan  pada
SKPD vang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dulam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA,
Bupatl atas usul PPKD menectapkan Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

[ Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas
preriimbangan:

1} besaran anggarmn;

2)  rentung kendali dan fatsu lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugss dan
wowenang meliputi:

1) mengajukan permintasan pembayaran menggunakan SPP
TU dan SPP LS;

2] menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari
Bendahara Pengeluaran;

3] menerima dan menyimpan TU dan BUD;

4) melaksanokan pembaynran atas pelimpabhan UP dan TU

yang dikelolanva;

dengan ketenruan peraturan perundang-undangan;

mencliti kelenghkapan dokumen pembayaran;

memungut dan menyetorkan pajak sesual  dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8} membuat laporan pertanggungiawaban SECATH
pertanggungawnban secara fungsional kepada Bendahara
Penpeluaran secara perodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu
memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputic

¥
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1} melakukan rckonsiliasi dengan pihak bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

2] memeriksa kas secara periodik;

3 mencrima dokumen bukli transaksi secara elektronik
atau dokumen fisik dan bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian  belanja
atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
chstormnal padn tabun berjalan; dan

3] menyiapkan dokumen surat tanda sétoran atas
pengembalian belangs  akibat koreksi  atan hasil
pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

i Dalem hal erdespsl pembentuksn unil orpanisasi  bersifai
khusus sesuali dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan, Bupasti menclapkan  bendahara unit organisas
bersifat khusus:

j.  Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan
wewenang seiara dengan Bendahara Penpeluaran,

k. Bendahara Penpohsran Pembantu secaran  adminisoraif
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

. Bendahara Pengelusran don  Bendahara  Pengeluaran
Pembantu dan bertanggung jawsb secara administratif dan
hungsonal.

m. Bendahara Pengeluaran  bertanggung  jawab  secara
admimstratf dengan membuat lapomn pertanggungirwnban
sccarn  admmistratif atas pengelunman  padn SKPD don
disampaikan kepada PA

n. Bendashara Penpeluaran pembantu bertanggung jawab secar
secara administratil atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsonal
dengan  membual laporan | poerianggungawalian  scoars
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[ungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PPKD sclaku BUD.

. Bendahara Pengelunran pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggunggawalban
secarn fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepads Bendabhara Penpelunran

. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
menctapian pegawnl yang bertugas membantu  Bendanham
Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitns pengelolaan
betanga dan/atau pengelusran pembiayaan.

. Pegawai yang bertugas membaniu Bendahara Pengeluaran

mclaksanakan tugas dan wewecnang sesuai dengan lingkup

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

Pegawal yang membaniu Bendahara Pengelunran bertanggung

jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluarn dilarang:

1] melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan
pemborongan, dan penjualan jasa;

4] bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan
dan/atau penjualan jasa;

3} menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga
kruangan lainnya sias nema prbadi  baik  secam
langsung maupun tidak langsung; dan

4]  lamngan beriaku juga terhadap Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Khusus

. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan

Pembantu, Bendahara  Pengelusran  dan Bendahara

Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub

kegiatan, tindakan, dan/atau aktvitas lnnya yang berkaitan

langsung dengan pelaksanaan APBD.




h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
dacrah;
. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

) mclakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penenmaan

dan pengeluaran daerah scsual dengan ketentuan peraturan

perundang undangan, tdak dilakukan melalui REUD.
Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu;
a. mengelola investas,
menetapkan anggaran kas,
. melakulsn pembayaran melalui penertiian SP21;
membuka rekening Kas umum daerah;
membuka rekening penerimaan;
membuka rekening pengeluaran; dan
menyusun  laporan keuangan  yang  merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Dalam hal kewenangan pemungutan pajak dacrah diprsahkan dan
kewenangan SKPKD, SKPD sesumi dengan ketentuan permiuran
perundang-undangan dapal melaksanakan pemungutan pajak
dacrah.
Pengelolann investasi memperhatikan perolehan manfast ckonomi,
sosial dan/atau manfsatl lainnya sebagal akibat langsung dari
mvestasi tersebut.
Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dan
kewenangan SKPKD, SKPD scsuai ketentuan  peraturan
perundangundangan dapat melaksanakan pengelolaan nvestasi.

o
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D. KUASA BUD

1.

PPED sclaku BUD mengusulkan pombat di ingkungan SKPKD
kepada Bupati untuk ditctapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD ditctapkan dengan keputusan Bupati .

Kuasa BUD mempunyai tugnas:

8 menyapkan anggaran kas,

b. menyviapkan SPD;




menerbitkan SP2D:

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengolcaman APBD

.

k.

oleh bank danjfatau lembaga keuangan lainnya yvang telah
ditunjuk,

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanann APBD;

melaksanakan penempatan Wang dacrah dan
mengelola/ menatausahakan investasi;

melakukan pemimyaran berdasarkan perintah PA/KPA astas
Beban APBL;

molaksinakan pemberian  pinjaman  dacrah atas nama
pemerintah daerah;

melakukan penagihan piutang daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunys tugas:

a.

menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun
dan menguji anggaran kes vang disusun Kepska SKPD untuk
ditetapkan oleh BUD,

melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir vang tidak
tertagnh atas mvesias;

mecnyispkan  dokumen  pengesahan  dan  pencatatan
ponerimaan dan pengelusran yang tdak melaho RKUD.

Kusasa BUD bertanggung jawab kepada PPED selaku BUD
Bupati atas usul BUD dapst menctapkan letuh dan 1 [satu) Kuasa
BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumiah
unng yang dikelola, beban ketja, lokasi, dan/atau rentang kendal
Pertimbangan atas besaran jumlah uang vang dikelola, beban
kera, lokasi, danfatau  rentang kendali  yang  kriterianya
ditetapkan Bupat




E. PENGGUNA ANGGARAN
Kepala SKPD selaku PA mempunyai nugas:

a.
b

.

menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD,

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dun/atau pengeluaran pembisyaan;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

.

8

melakukan pengujian aias tagthan dan  memerintahkan
pembayaran;
melaksanakan pemungutan retnibusi dacrah;

g mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain

h.

i

J-

dalam batas anggaran vang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang dacrah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampailkan aporan keuangan SKPD yvang
dipimpinnya;

k. mengawes pelaksansan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

menctapkan PPTK dan PPK-SKPD;

m. menclapkan poejabal lainnyva dalam SKPD yvang dipimpinnva

dalam rangka pengeloiaan keuangan dacrah; dan
melaksanakan tugas luinnya sesum  dengan  ketontuan
peraturan perundang-undangan.

Selamn mgas kepala SKPD selaku PA mempunyal tugas ainnya,
meliputi:
4. menyusun anggaran kas SKPD;

b.

melaksanskan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Dacrah (NPHD),
d.
L =

. menyusun dokumen permintaan pengesihan pendapatan don

menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai

dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan bdak
dilakukan melahii Rekening Kas Umum Daerah, BUD
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melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah tersebut; dan

. menyusun dan menvampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepads PPKD selaku BUD.

Kepala BEKPD selaku Pengguna Anggaran (PA] mempunyai

wewenang, meliputi:

& menandatangan dokumen permintaan penpesahan
pendapainn don belana aias penenmasn dan pengeluaran
daerah sesuai ketentusn peraturan perundang-undangan.

b. Menandatangam dokumen Nasksh Perganjian Hibah Daersh
(NPHD);

¢. Menandatanganm dokumen Pemberian Bantuan Sosal,

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rmngka pengelolsan keuangan dacrah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan  Pembaniu  Bendahara
Pengeluaran  Pembantu  sesuai  ketentuan — peraturan
perundang-undangan,

Dalam hal dibentuk BKPD tersendiri yang melaksanakan

wewenang melaksanakan  pemungutan  pajak  decrah  PA

melaksanakan pemungutan pajak  daerah  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

Mengelola utang dan putang daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya wmerupakan akibal  yang

ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

Mengolola utang vang menjadi kewajiban kepada pihak lain

sehagai alaobat:

a pckerjaan yang iclah  sclesai pada tmhun  angpgaran
sebelumnya;

b. hasil pekerjoan akibal pemberian  kesempatan  kepsda
penyedia  barang/jusa menyelesaikan pekerjaan sehingg
melampaui  twhun  anggamn  sesual  dengan  ketentuan
peraturan perundang undangan;




7.

10,

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. kewajiban Ininnya yang menjadi beban SKPD yang harus
disnggarkan pada APBD sctiap tahun sampai  dengan
sclesainya  kewajiban  tersebut sesusi dengan  ketentuan

Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagal

akibat:

&. perjanjian atay perikatan;

b. berdasarican krtentuan peraturan perundang-undangan;

e. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyni kekuatan
hukum tetap; dan

d. putang lainnya yvang menjadi hak SKPD sesuai dengan
krtentuan peraturan perundang undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,

PA bertindak sehagai pejabatl pembuat komitmen sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA yang bertindak schagai pejabal pembuat komitmen dapat

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan

bidang tugas poabul pembuat komilmen atau agen pengadaan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnys

kepada Bupati melalui sekretans daerah.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretans daerah dapai

melimpahkan pada kepala bagian untuk selaku KPA untuk

melakukan pengelolaan keuangan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PA dapat melimpahkan scbagnn kewenangannys kepada kepala
Unit SKPD sclaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan  besaran
anggaran kegatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang
kemwiah,

(




10.

1.

Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan

oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegmatan/sub

kegiatan yang kriterinnyva ditetapkan oleh Bupati .

Perumbangan lokasi dan/atau  rentang kendal  dilakukan

terhadap SKPD vang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana

Teknis Dacrah, dan/atau kelurnhan sesuai dengan  ketentuan

peraturan perundangundangan.

Pelmpahan schagian kewenangan ditetapkan olch Bupati atas

usul kepala SKPD.

Pelimpahan sehagian kewenangan meliput:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggarmn belmnjs;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD vang dipimpinnyn;
pembayaran,

d. mengadakan ikatan /perjanjan kerja sama dengan pihak lam
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawnborya; dun

£ melaksanakan tugas KPA lainnya sesusi dengan ketentusn

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannys

memungut pajak dacrah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit

SKPD sclaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Daiam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPA yang merangkap sebapgai Pejabat Pembuat Komitmen dapat

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuni dengan

ig
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13.

bidang tugas pcjabal pembuat komitmen atau agen pengadaan
scsual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA
MEmpRInyal s

b.

e

menyusun REA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

menvusun DPA-Unit Organisasi Bersifal Khusus,

melakukan tindaksn yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggamn belanga dan/ atau pengeluaran pemibnayman,
melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifal khusus
yang dipimpinnya;

melalukan pengujian atas taghan dan memenniahkan
pembayaran,

melaksanakan pemunguian retribusi daerah;

mengadakan ikatan/ perjanjien kerja sams dengan pihak lain
dalam batas anggaran yvang telah ditetapkan;

menandatangan SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnys;

menyusun  dan  menyampaikan laporan  keuangan  unit
organisasi bersifal khusus yang dipimpinnyas;

mengawasi pelaksanaan anggaran pada umnit organisasi
bersifat khusus yang dipimpannya;

menclapkan PPTK dan PPK-Unit S8KPD;

. menetapkan pejabal lainnya dalom unit orgamisasi bersafal

khusus yang dipimpinnya dalam rmangka pengelolaan
keuangan dacruh; dan

melaksanakan tugas lainnya sesual dengan  ketentuan
peraturan perundang -undangan,

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau semeniara  sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan, PA beriugas untuk
mengambil alih pelimpahkan schbagian tugasnya yang telah
diseranhkan kepada kepala Unit SKPD sclaku KPA.




G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/ sub kegmtan menetapkan

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA

meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis Kegiatan /sub kegatan SKPD/ Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
ams Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegatan:
dan

c. menyimpkan  dokumen  pengadsan | barsng/jasa peds
Kegiatan,/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentusn
permiurnn perundangundangan  yang  mengatur | mengena
pengadaan barang/ jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporican  pelaksanaan  tekms

Kegintan /Sub kegintan meliputi:

a menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan, dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan  Kegiatan/Sub
kegintan kepada PA/KPA

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran

alas belmn penpeluaran  pelnksanasn Kepgiatan /Sub  kegmian

mehiputi;

a menyiapkan laporan kinerja  pelaksanasn Kegialan [/ Sub
kegiatan;

b. menywpkan dokumen administmsi pembaynran sesual
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan; dan

c. menyimpan dan menjagan  keutuhan selurubh dokumen
pclaksanagn Kegiatan

L




K. TIM ANGOARAN PEMERINTAH DAERAH [TAPD)
1. Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang
dipimpin ol¢h Sckretaris Dacrah.
2. TAPD beranggotakan terdin alas pejabat perencana daemh, PPED,
dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan
J. TAPD mempunyai tugas:
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun dan membahas mncangan KUA dan mncangon
perubahan KUA;
c. memyusun dan membsmhas mnocangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RKA-SKPD,
e. membahas mancangan APBD, rancangan perubahan APBD,
dan rancangan pertanggungiwaban APBD,;
. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
perianggungjawaban APRD;
g melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan
perubahan DPA-SKPLY,
h. menyapkan surat edaran Bupati  tentang  pedoman
penyusunan RKA; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi
sesuai dengan kebutuhan



L. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

I. SKPD tanpa KPA
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SKPD dengan KPA (Faktor Lokasi)
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BABIL 1
SISTEM DAN PROSEDUR
PENYUSUNAN KUA DAN PPAS

A. KERANGKA REGULASI
I. Peraturan Pemermtah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang |
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 sampai dengan Pasal 92

2. Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengriolaan Keuangan Dacrah (Lampiran), Bab 111 -
Penyusunan RAPBD

J. Peruturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor |
Tahun 2022 tentang Prngelolaan Keuangan Dacrah

B. DESKRIFPSI PROSEDUR

Kebijjakan Umum APBD (KUA} adalah dokumen yang memuat

vang mendasarinya untuk periode 1 [satu) tahun.

Priontas dan Plafon Anggaran Semenlara (PPAS) adalah program

prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kena peranghkat daceah.

Proses penyusunan rancangsn KUA dan PPAS memuat informasi,

sccara clektronik.

1. sesuni dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan dacrah dan kemampoan pendapatan
dacrah;

2. udak bertentangan dengan kepenungan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tingsi;




3. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS,

4. tepat waktu, sesumi dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5.  dilskukan secara lertib, clisicn, ckonomis, cfektil, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhattkan masa keadilan,
kepatutan, manfast uniuk masyarakal dan leal padas ketertuan
peraturan perundang-undangsn; dan

6. APHD merupakan dasar bagi Pemerintah  Daerah  uniuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

C. PIHAK TERKAIT
Pihak vang terkail dengan proses KUA dan PPAS adalah schagai
berkout:
1. TAPD
a. menyiapkan seluruh isi rancangan KUA dan PPAS
b. menyusun mncangan KUA dan rancangan PPAS
2, Bupati
A  menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
h. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPFRD
¢. melakukan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS
dengan DPRD
d. melakukan kesepakatan bersama  berdasarkan  hasil
pembahasan mncangan KUA dan rancangan PPAS dengan
DPRD

]



D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
o Rancangan KUA dan rancangan PPAS disusun berdasarkan

REPD dengan mengncu pada pedoman penvusunan APBD

diuraikan sebagai berikout:

n. TAPD menyiapkan seluruh s rancangan KUA
anggaran vang lerdapat dalam RKPD. Rancangan KUA
memrmi:

1} kondisi ckonomi makro decrah

2) asumsi penyusunan APBD

3) kebijakan Pendapatan Daerah

4) kebijakan Belanjs Dacrah

5} kebijakan Pembiayaan Daerah, dan

6) stralegi pencapmian, yang memuat langkah-langlkah
konkrit dalam mencapai tarpet kondisi ekonomi makro
darmmah, asums  penyusuman APBD,  kebgakan
pendapatan daerab, kebijakan belanja dacrah, dan
kebijakan pembiayaan dacrah.

b. TAPD menviapkan selhuruh isi  rancangan PPAS
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan vang




bersumber dari RKPD. Rancangan PPAS disusun dengan
tahapan:

1
2)

3

menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
menentukan prioritas  program, kegiatan, dan sub
kegintan  untuk  masing-masing urusan  yang
vang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat
dan priorites scrta program provinsi yang tercantum
dalam rencana kerja pemeriniah provinsi sctiap tahun;
anggaran sementara untuk masing masing program,
keygiatan, dan sub kegiatan.
al Bub kegiatan dapat disnggarkan untuk 1 {satu)
tahun anggaran atau lelmh dan 1 (satu) tmbhun
anggaran dalam bentuk sub kegiftan tahun jamak.
bl Sub kegatan tabun jamak mengacu pada program
yang tercantum dalam RPJMD. Sub kegiatan tahun

Jjamak harus memenuhi kriteria pating sedilt:

v pekerjaan  konstruks: atas pelaksanaan sub
kegintan yong sccarm teknis meorupakan  satu
kesatuan untuk menghasilkan | (sati) keluaran
yvang memertukan wakiu penyelessoan lebih dan
12 (dua belas) bulan dalam tshun anggaran
berkenaan;

v pekerjaan atas pelaksanaan sub kegintan yang
menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada
pergantian (ahun anggaran; dan

¥ pekerjpan pins pelaksanann sub kegmitan yang
menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada
pergantian tahun  anggaran, antara laan
penannman benih/bibit, penghijauan, pelayanan
perintis laut/ udara, makanan dan obat di rumah
sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan

30
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2.

4.

pengadaan jasa pelavanan kebersihan (cleaning
SETVICE).

4) Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencansan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan

Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS

Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampatkan kepada DPRD

paling lambat minggu kedua bulan Juli uniuk dibahas dan

discpakati berzama antars Bupsti dan DPRD.

Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan

rmncangan PPAS

Pembahasan tersebul mengacu pada muatan rancangan KUA dan

mncangan PPAS. Dalam pembahasan mncangan KUA dan

rancangan PPAS terscbut, Bupati dapat mengsjukan usulan

prnambahan kegmian /sub kegiatan bamu dalam rencangan KUA

dan rancangan PPAS vang tidak terdapat dalam RKPD untuk

discpakati bersama dengan DPRD. Penambaban kegialan /sub

kegiatan baru tersebul sepanjang memenuhi kriteria darurat atau

mendesak sesuni  dengan  ketentuan  pemturnn | perundang-

undangan.

Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama

» Berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan
rancangan PPAS Bupati dan DPRD melakukan kesepakalan
bersama.

= Kescpakatan lerhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS
tersebut  ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD
paling lambat mingeu kedua bulan Agustus

s Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan
mancangan PPAS dituangkan dalam nola kesepakatan KUA dan

1




nota kesepakatan PPAS vang ditandatangani bersama antara
Bupati dengan prmpman DPRD.

« Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
1. nama Kegialan;
2. jangka wakiu pelaksanaan Kegatan;
<. jumlah angearan, dan
4. alokasi anggaran per tahun

= KUA dan PPAS yung telah disepakati Bupati bersamn DPRD
menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun
RKA SKPD.

« Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS
dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

E. KONDISI KHUSUS

2.

Dalam hal Bupati berhalangan tewap atsu berhalangan sementara,

Wakil Bupati bertugas untuk:

a. menyampaikan mncangan KUA dan mncangan PPAS kepada
DPRD; dan

b, menandstangani nota kescpakatan KUA dan nota kescpakatan
PPAS

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan ictap atau

sementara, pejabal vang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang sclaku pemabat/penjabat  sementam / pelaksana

tugns Bupati bertugas uniuk:

a. menyampsikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD; dan

k. menandatangani nola kescpakatan KUA dan nota kesepakatan
PPAS

Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atou

sementara dalam wakiu vang bersamaan, pelaksana tugas

pimpnan  DPRD  bertugas untuk  menandatangan:  noia

kescpakatan KUA dan FPAS.




4.

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakatl bersama
mncangan KUA dan mancangan PPAS, palmg lama 6 (enam)
minggu scjak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan
kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD,
rancangan KUA, dan rapcengain PPAS yvang disusun Bupat |
untuk dibahas dan disetujul bersama antara Bupat dengan DPRD
Pengangparan Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas
persciujuan  bersama  antam Bupati dan  DPRD, yang
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan
FPAS. Jangka wakiu penganggaran polaksanaan Kegiatan Tahun
Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupat
berakhir, kecuali Kegintan Tahun Jamak dimaksod merupakan
prioritas nasional dan/atsu kepentingan sirategis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

{




BAB II. 2
SISTEM DAN PROSEDUR
RENCANA KER.JA DAN ANGGARAN SKPD (REA-SKPD)

A

B.

KERANGKA REGULASI

l. Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kevangan Dacrah, Pusal 93 sampai dengan Pasal 100

2. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 77 Tahun 2020 (entang
Pedoman Tekmis Pengelolaan Keuangan Daesrah (Lampiranj, Bab 11 -
Penyusunan RAPBD

3. Persturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolann Keunngan Daerah

DESKRIPSI PROSEDUR

Rencana Kerja dan Anggaran Satusn Kerja Perangkat Dacrah, vang
selanjutnys disingkat RKA-SKPD adalah dokumen vang memuat
rencana pendapatan dan belanjs SKPD atau dokumen yang memuat
rencana  pendapatan, belunja, dan Pembiavaan SKPD vang
melaksanakan fungst bendahara umum dacrah yang  digunakan
sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Proscs penyusunan RKA-SKPD mongandung informasi, aliman data,
serta penggunaan dan penvajian dokumen yang dilakukan secara
elekironik.

PIHAK TERKAIT
Fihak yang terkan dengan proscs REA-SKPD adaloh scbegm berikount:
1. TAPD
a. menyusun mncangan Surai Edaman  tentang  Pedoman
Penvusunan REA-SKPD
b. menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penvusunan REKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi
2. Bupat
a. menerbitkan Sural Edaran tentang Pedoman Penyusunan
HEA-SKPD




b. memyusun REA-SKPD
. memmmpaikan REKA-SKPD kepada PPED

. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bupati menerbitkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-
SKPD
» DBupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman

Penyusunan RKA-SKPD sebapmi acuan Kepala SKPD dalam

menyusun RKA-SKPD, yang diuraikan sebaga: beriboai:

1. TAPD menyusun rancangan Sural Edaran Bupati perihal
Pedoman Penyusunan RKA SKPD, dengan ketentuan
schagai berikut:

2. TAPD menyershkan rancangan Sural Edaran tentang
Pedoman Penyvusunan REA-SKPD ke Bupati  untuk
diotorisasi.

3. SBural Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan REKA
SKPD diterbitkan paling lambat | {satu) minggu sctelah
runcangan KUA dan rancangan PPAS discpakati.

s Surat Edaran Bupat paling sedikit memuat:

|. priontas pembangunan dacrab, program, kegatan dan sub
kegiatan yang terkait;

4. alokasi plalon anggaran semeniara untuk setiap program,
kegintan dan sub kegiaton SKPD  berikut  rencana
pendapatan dan penerimaan pembiayaan,

3. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

4. dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode
rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar
belama, standar satuan harga, RKBMD dan keisjakan
penyusunan APBD.




5. Rencana pendapatan dan pencrimaan pembiayaan vaitu
hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan
pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:
a. prioritas pembangunan dacrah, program, kegiatan dan

sub kegatan yang terkait;

b. alokas: plafon anggaran sementars uniuk  setlap
program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut
rencana pendapsitan dan penermmaan pembsyaan,

¢. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
clam

d. dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS,
kode rekening APBD, formal REA-SKPD, analisis
standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan

2. Kepala SKPD menyusun REA-SKPD

Berdasarkan KUA dan PPAS serin SE KDH ientang Pedoman
Penvusunan REKA-SKPD mengikuti kelentuan umum REKA-
SKPD dan Ketentuan werkan Dokumen REA-SKPT).

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD

mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegistan, dan sub

kegiatan 2 {dua] tahun anggaran sebelumnya sampal dengan
srmester perinma tnhun anggaran beralan.

REA-SKPD scbagaimana disusun dengan menggunakan

prndekaian:

1. Kerangka Pengeluasran Jangka Menengah Daerah
diiaksanakan dengan menyusun pralirman maju Secars
bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakirman maju
berisi  perkiraan kebutuhan anggaran untuk program,
kegaten dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun
anggaran  bemkuoinys dan mbhun anggamn | yang
direncanakan.

2. Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan
scluruh proses perencanaan  dan  penganggaran  di

A




lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana
kerja dan anggaran.

3. Penganggaran berdasarkan kinerja dengan
memperhatiban:

a. Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari sub kegiatan;

b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

c. Ehmens: dalam pencapawn Hasil dan Keluaran.

Penyvusunan RKA-SEPD dengan menggunakan pendekatan

penganggaran berdasarkan kinera berpedoman pada:

1. Indikator lonerjn merupakan ukuran keberhasilan vang
akan dicapai dan program, kegiatan dan sub kegatan vang
direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;

2. Tolok ukur kinera merupakan ukuran prestasi kera yang
akan dicapai dari keadaan semuls  dengan
mempertimbangkan @kior kuabiss, khusniiteas, cofisiensi,
dan efektivitas pelaksanaan dari sctiap program, kegiatan
dan sub kegiatan;

3. Sasaran kinerja merupakan hasil vang diharapkan dar
suatly kegiatan atau keluaran vang diharapkan dari suatu
sub kegiatan vang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan  pengunaan anggaran  dengan  kuaninas  dan
kualites yang terukur;
atas beban kerjn dan biaya yang digunakan wuntuk
melaksanakan suatu sub kegiatan;

5. Standar harga satuan merupakan harga satuan barang
dan jasa yang ditciapkan dengan keputusan Bupati
dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;

f». REBMD merupakan doliumen perencanaan  kebotuhan
barang milik dacrah untuk periode 1 (satu) tahun yang
paling kurang berisi  informasi menpenal | kebastuhan
pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan

{




7. Swandar Pelavanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja
dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayansn
dasar yang merupakan urusan pemenntahan wajib yang

» Belunja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja  modsl,
disnggarkan dalam REA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi

» Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer
dmnggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPRD.

* Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiaysan daerah
dumnmpgarkan dalam HEA-SKPD pada
1. SKPKLDy
2. SKPD/Unit SKPD terkait yvang melaksanakan pola

pengelolaan keuangan BLUD;

» Untuk terlsksananys penyusunon REA-SKPD  beordasarknn
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,
penganggatan terpadu dan penganggaran berdasarkan kinera
serts terciptanya  kesinambungan RKA-8KPD, Kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegatan, dan sub
kegiatan 2 [dun) tmhun anggaran sebelumnya sampai dengan
scmesler pertama tahun angearan berjalan.

o Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegatan dan sub
kegiaton yang belum dapat dilaksanakon atau belum
diselesaikan tahun sebelumnyva untuk dilaksanakan atau
diselesaikan pada tahun vang direncanakan atau 1 (satu)
tahun berikutnya dari tahun vang direncanakan

Kepmala SKPD menyampaikan RKA-SKPD

REA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan permyusunan

rancangan Peraturan Dacrah enlang APBD scsual dengan jadwal

dan tahapan yang diatur dalam Persturan Menterd lentang



E. KONDISI KHUSUS

1.

Dalam hal terdapal penambahan kebutuhan pengelisarmn alobat
keadaan darurail termasuk belanja untuk keperluan mendesai,
kepala SKEPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS
vang telah disepakati Bupati bersama DPRD.

Dalam hal program, kegintan, dan sub kegailan merupakan tshun
terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan,
kebotuhan  dananyn  harus  dianggarkan  pada  tahun  yang
direncanakan.

Dalam hal terjadi perubahan strukiur organisas: dan tata kerja
[SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun aleh
TAFD atau TAPD menunjulk SKPD terkait.

Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD vang
melaksanakan pola keusngan BLUD, menggunakan kode rekening
APBD.




BABIL 3
SISTEM DAN PROSEDUR
RANCANGAN PERDA APBD

A,

KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10] sampai dengan Pasal 103

TERES S R R

Pedoman Teknis Pengelolasan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab 111 -
Penyusunan RAPBD

3. Pernturun Dacrah ihhu;uin;l'lnjung Jaburng Tumur Nomor Nomaor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

DESKRIPSI PROSEDUR

Berdasarkan RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan
pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD, Pembahasan oleh TAPD
dilakukan untuk menclaah kesesuaian antara REA-SKPD dengan KUA
dan PPAS prakiraan maju vang  telah disetujui tahun anggaran
sebelumnyva, dan dokumen perencanaan lainnya, serts capainn kinerga,
indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja,
standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi
program dan kegiatan antar SKPD,

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian,
kepala SKPD melakukan penyempurmnaan. REA-SKPD yang tclah
disempurnakan oleh kepals SKPD disampaikan kepada PPKD sebaga
bahan penyusunan rancangan peraturan dacrah tentang APBD dan
rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APRD,

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen vang ditakukan
secars clektronik




PIHAK TERKAIT
Pihak yang terkait dengan proses mancangan perda APBD adalab
schagai berikut:
1. PPED
. melakukan verifikasi atas RKA SKPD
b, menyusun mncangan Perda tentang APBD
c. menyampaikan rancangan Perda tentang APBD wyang telah
dsusun kepada Bupan
2. Kepala S8KPD
A, melalikan penyempurnaan RRA SKPLD
b. menayampaikan RKA SKPD yang telah disempurnakan ke

1.  PPKD melakukan verifikas: atas RKA-SKPD
* Venfikas: dilakukan oleh TAPD untuk menclaah kesesuaian
antara RKA-SKPD dengan:
1. KUA dan PPAS;
2. prakiraan maju yang telah disetyjui whun anggaran
sebelumnya,

dokumen perencanuaan lninnya;

indikator Kinerja;

analisis standar belana,

standar harga satuan;

perencanaan kebutuhan BMD;

. Standar Pelayanan Minimal;

10, proyekss  perkirsan maju uniuk whun  anggaran
berikutnya; dan

1 1. program, kegiatan, don sub kegiatan antor REKA-SKPD.

oE NP W s w
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« Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian,
TAPD meminta Kepaln SKPD  untuk  melakukan
PENyCMpPUrnann.

e Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat
Pengawas Interrial Pemerintah Daerah  sesumi  dengan
kctentuan peraturan perundang-undangan

PPEKD menyusun rancangan Perda tentang APBD

PPED menyusun rancangan Perda lentang APBD dan dokumen

pendukung berdasarkan REA-SKPD yang telah disempumakan

APBD yang telah disusun kepada Bupati.




BABIL 4
SISTEM DAN PROSEDUR
RANCANGAN PERKADA PENJABARAN APBD

A

B.

KERANGKA REGULASI

l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 102 dan Pasal 106

FrY g = - —_ 77 Tahun 3030 =

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Babs 1 -
Penyusunan HAPBD

3. Peraturan m_fnhpnmﬂl'm -!a-".-n.m; Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengrelolaan Keuangan Daerah

DESKRIPS] PROSEDUR

Bersamaan dengan penvusunan rancangan Perda APHD, disusun
rancangan peraturan Bupati fentang penjabaran APHD. Rancangan
peraturan Bupati tersebut dilengkap dengan lampiran yang terdin
dan:

1. Ringkasan penjabaran APBD

2. Penjabaran APBD

3. Rekapitulssi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD

Proses penyiapan Haperkada tentang Pempabaran APBD mengandung
wformasi, aliran dats, serta penpggunasn dan penyajian dokumen yang
dilakukan secars elektronik

FIHAR TEREAIT
Pihak yang terkait dengan proses mncangan perikada penjabaran APHD
adalnh sebagni berikut:
1. PPKD
a. melakukan verifikasi atas RKA SKPD

b. menyusun mncangan Perkada tentang Penjabaran APBD
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¢. menyampaikan rancangan Perkada tentang Penjabaran AFBD
yurg telah disusun kepada Bupati
2. Kepala SKPD

a. melakulan penyempurmnaan REA SKPD

b, menyampaikan RKA SKPD vang telah disempumnakan ke PPKD

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bupati menyiapkan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD  disusun
berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda
tentang AFBI.

Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD  memuat

lampiran scbagai berikul:

rngkasan penjabaran APBD vang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, obyek, dan rncian objek, dan sub rincian
objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2  penjabaran APBD menunit wrusan pemenniahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompaok,
jeniin, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3. rekapitulasi dan sinkromsasi perkada pengabaran APBD

vang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara

laan:

a. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;

b. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosal;

c. daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifei omum  dan  bersifat
khusus;



d. daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

e. rncian dana otonomi khusus menpurut  urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objck
dan sub rincian objek pendapatan, belanja  dan
pembiayaan,

. mnoan DBH-SDA Pertambanmgan Minyak Bumi dan
Pertammbangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi menurul urusan pemerintahan  daersh,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, den sub rincian obick
pendapatan, belanja dan pemblayaan;

4. Informam lamnya yvang menumngang kebutubhan mformasi
pada Perkada penjabaran APBD,

» Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembisysan
dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD
discrtal penjclasan, yaiu:

l. penganggaran  pendapatan  disertai  penjelasan
mengena desar hulaom pendapatan.

2. penganggaran  belanja  disertal  penjelasan
mengenal dasar bukum, lokasi sub kegatan dan
belanja yang bersifat khusus dan/atau  sudah
diarahkan PeTERUNaA NIy, dan sumber

4. pengunggaran  pembigyaan  disertal | penjelasan
mengenal dasar hukum, sumber penerimaan
pembiaynan untuk  kelompok  penerimaan
pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan
untuk kelompok pengeluaran pembisyvaan.
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BAB I 1
SISTEM DAK PROSEDUR
PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD

A.

C.

KERANGKA REGULASI]
1. Peraturun Pemerintah  (PP] Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 104 dan Pasal 105

| 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Kevangan Daerah {Lampiran), Bab IV
- Penetapan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengriolann Keuangan Dacrah

DESKRIPSI PROSEDUR

APBD ditetapkan setinp tahun dengan Peraturan Daerah [Perda), yang
dibahas dan disetujul bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daecrah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan
berpedoman pads Hencana Kerja Pemerintah Dacrah [REKPD) dalam
rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakal demi tercapainyva
tujuan bermogar.

PIHAK TERKAIT
rancangan APBD adalah sebagai berikout:
I. Bupati
a. menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD
b. melakukan pembahasan rancangan Perda lentang APBD
bersama DPRD'
. menandatangani perseiujuan  bersama bersama  pimpinan
DPRD
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2.

Bupsti menyampaikan rancangan Perda tentang AFBL

Bupati menyampaikan mncangan Perda tentang APBD besertn
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD, dengan
ketentuan sebaga beriout:

. Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan

dokumen pendukung disampaikan paling lambsal O0 (enam
puluh) hari sebelum 1 (gsatu] bulan tahun anggaran
berakhir.

Bupati yvang tidak mengajukan rancangan Perda tentang
APHD sesumi keteniuan, dikenai sanks:  adounmstratf
sesuni dengan kotentuan peraturan perundang-undangan.

Bupst: dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda
tentang APBD

Pembahasan dilakukon dengan ketentusn schagm berikoul:
I. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan

oleh Bupati dan DPRD scteinh Bupati menyampedkoan
rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan
dokumen pendubung kepads DPRD sesusi  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pembahasan rancangan Perda temtang APBD berpedoman

pada RKPD, KUA, dan PPAS

. Hasil pembahasan rmncangan Perda tenlang APBD

ditvangkan  dalam  persetujuan bersama  yang
ditandatangam oleh Bupat dan prmpman DPRE

Terkait hal tersebut di atas, terdapat beberapa kelentuan
schagm benikul:
. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda

tentang APHD dapal mengandung informasi, aliran data,

&7




seria penggunaan dan penvajian dokumen yang dilakukan
secara elekironik

Penjelasan dan dokumen pendukung antarm lain now
keuangan, RKPD, KUA, dan PPAS.

Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD
dapal! memimia REKA-SKPD sesua  kebutuhan  dalam
pembsihasan vang disajikan secarR clekironik melalui
Sistem Informas Pemenntahan Dacrah.

Dalam pembahasan rencangan Perda tentung APBD,
Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan  usulan
penambahan/perubahan  kegiatan/sub  kegiatan dalam
rancangan Perds tentang APBD  yang  terdapat /tdak
terdapal dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama.
Penambahan atau perubahan kegiatan /sub kegatan dapat
dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesalk.
Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Bupaii
terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
kepoda DPRD dari jadwal, sanksi tidek depat dikcnakasn
kepada anggota DPRD,

s




BAB 1. 2
SISTEM DAN PROSEDUR
PERSETUJUAN RANCANGAN APBD

A. KERANGEKA REGULASI
1. Peratwran Pemerintah (PP} Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 106

2. Peraturan Menicri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang|
Pedoman Teknis Pengelolsan Keuangan Daerah [Lampiran), Bab IV
- Penetapan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keunngan Dacrah

B. DESKRIFS! PROSEDUR
Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalud
prmbahasan bersama antara Bupat dan DPRD. Persetujuan lersebl
antars Bupati dan DPRD.

C. PIHAK TEREAIT
Pihak vang terloail dengan proses peorsctujusn rancangsn APBD adalah
sebagai berikut:
1. Bupati
a. melakukan persetujuan bersama bersama pimpinan DPRD
b. menyapkan mncangan perkada tenlang pergabarnn APRD

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN




Bupail dan DPRD melakukan persetujuan bersama

Berdasarkan hasil pembahasan mancangan Perda lentang
APBD Bupati dan DPRD melakukan persetujuan bersama.
Persetujuan lersebul divagjudkan melalul penandatangsnan
dokumen persetujuan bersama antars Bupati dan DPRD,
Persctujusan borsams rancangan Perda tentang APBD harus
dicapai paling lambat 1 {sam) bulan sebelum dimulainya
mhun anggaran berikiutaya.

Bupati dan DPRD vang tidak menyetujul bersama rancangan
Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainys
tahun anggaran setiap wwhun, dikenai sanksi administratif
sesual dengan koientusn peraturan perundangundangan.
Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupat
terlambal menyvampaikan rancangsn Perda  eniang APBD
kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagamana dimaksud
tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Berdasarkan persetujuan bersama yvang telah dilakukan,
APBD.

E. KONDISI KHUSUS

Dalam hal Bupali dan DPRD tdak mengambsl persetujuan
bersama dalam wakiu 60 {enam puluh) han secjak disampaikan
rancangan Perda tentang APBD olch Bupati kepada DPRD, Bupal;
menyusun rancangan Perkada tenlang APBD.

Dalam hal Bupat berhalangan tetap, wakil Bupai bertugas:

1.

mengajukan rancangan peraturan deerah tentang APBD
kepada PRI, dan

menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan dacmah icntang APBD

Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan
kepada wakil Bupali uniuk:



L]
a. mengdjukan rancangan peraturan daerah lentang APBD
kepada DPRD; dan
b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan dacrah tentang APBD
Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau
sementarn, pejubst yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat
yvang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/ pelaksana
tugas Bupati menyampaikan mncangan peraturan dacrah tentang
APBD kepada DPRD, sedangkan penandalanganan peorsetujusn
bersama terhadap mncangan peraturan daerah tentang APBD
dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang, sclaku pelaksana  ugas/ pejabat / pejabat
sementara Bupati.
Dulam hal scluruh pimpinan DPRD berhalangan ietap stau
scmentara dalam wakiu yvang bersamaan, pelaksana tugas
punpnan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap
rancangan peraturan dasrnh tentang APBD.

1




BAB IIL 3
SISTEM DAN PROSEDUR
EVALUAS] RANCANGAN APBD

A. KERANGEA REGULASI]

1. Peraturan Pemeriniah (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang |
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 112 sampai 116

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Kevangan Dacrah (Lampiran), Bab IV
- Penetapan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIFSI PROSEDUR

Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
peraturan Bupan tentang penmbaran APRAD dilakukan olch Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat. Evalussi bertujuan untuk mencapai
keserasian antara  kelgjakan  dacrah  dan  kebijakan  nasional,
keserpmunn antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur
scrta untuk mencliti sejauh mans APBD tdak bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan
dacrah lainnya yang iclah ditctapkan.

C. PIHAK TERKAIT |
Pihak yang terkait dengan proses cvalussi mncangan APBD adalab (
sthagai berikut
1. Bupsti

a. menginnmkan rancangan Perda tentang APBD kepada
Gubernur sebagal wakil pemeniniah pusal.

b. bersama dengan DPRD melakukan penyempumaan hasil
cvaluasi




D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1.

Bupati mengirimkan rancangan Perda tentang APBD

Bupati mengirimkan rancangan Perda tentang APBD yang
telah disetujui bersama antars Bupati dan DPRD, beseria
rancangan Perksda tentang Pergabaran APBD, RKPD, KUA,
dan PPAS kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
Evaluasi dilakukan untuk:

Menguji kesesumian rancangan Perda tenmang APRBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:

i keientuan periiuran perundsng-undangan yang lebih
b. kepentingan umum;

c. REPD, KUA, dan PPAS; dan

d. RPIMD

Menguji kesesumian dalam proses evaluasi adalah untuk
tentang APBD dengan Perda tentang RPIMD dan menilai
pertimbangan vang digunaksn dalam meneniukan sub
kegintan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan
tentang APBD dengan KUA dan PPAS.

Menpuji kescsuaian mncangan Perda tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan
kepentingan umum, yang dilakukan untuk menghindan
hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum
mclipati

a. lerganggunya kErukunan antarwarga masvarakat;



n

b. terganggunya ukses terhadap pelayanan publik;

terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;

d. terganggunys kegiatan ckonomi untuk meningkatkan

kescjahicraan masyarakat; dan )/ atau

¢, diskriminasi terhadap suku, sgama dan kepercayaan,

ras, antar-polongan, dan gender,

¢ Rancangan Perda tentang APBD dikinmkan paling lambat 3
(han] sciclah penandaianganan dolumen  persefujusn
bersama antara Bupati dan DPRD.

= BSuml penganiar untuk menyvampaikan mocangan  Perds
tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran
APHD ditembuskan ke Menten tanpa discrtal lampiran

2. Bupat menindaklanjuti hasil evaluasi
#* Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur dan ditetapkan
dengan keputusan Gubernur, selanjutnya ditindaklanjuti oleh
Bupati dengan ketentuan tindaldanjint schagai berilast:

Dalam hal keputusan Gubernur menvatakan hasil evaluasi

sesunl, makn Bupat: menetapkan rancangan Perda tentang

APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang

penjabaran APBD  mengadi  Perkada sesuai  dengan

ketentuan permturan perundang-undangan.

Dalam hal sural kepulusan Gubermur menyatakan hasil

evaluasi tidak sesuai, Bupati bersama DPRD melakukan

penyempurnaan paling lama 7 {tujub) han terhitung scjak
hasil cvaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai
beribout:

4. Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui
badan anggaran melakukan penyempumaan  hasil
evaluasi.

b. Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan
mengenal  hasil penyempurnaan untuk  kemudian
dilaporkan pada sidang panpurma berikkutnya.




=1

Pimpinan DPRD menyampaiksan keputusan mengenai
hasil penyempumaan kepada Gubernur sebagal wakil
pemerintnh  pusat paling lambat 3 (har) setelah
ditetaphan.

Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenal
hasil penyempurnasn, Bupsti melakuksn penclapan
Perda tentang APBD.

Dalam hal keputusan prmpman DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tdak diterbitkan sampai dengan 7
(nguh) han scjak  diterima  has)  evahsasi  dan
Gubernur, Bupati menetapkan Perda  APBD
berdasarkan hasil penyvempurnann.

Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
regmsirns dar Gubernur

E. KONDISI KHUSUS

Dalam hal hasil evaluasi bdak ditindaklanjuti oleh Bupati dan
DPRD, dan Bupat menctapkan rancangan Perda lentang APBD
menjadi Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menten
Gubernur mengusulkan kepads menier yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

{




BAB [11. 4
BISTEM AN PROSEDUR
FENETAPAN PERDA AFBD DAN PERKADA PENJABARAN APBD

A. EKERANGEKA REGULASI

1. Peraturan Pemenintah (PP Nomor 12 Tabun 2019 !l:nl:-nng]
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 117

2. Peraturan Menten Dalam Negem Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab IV
- Penetapan APBD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomaor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

—]

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan
Penjabaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses penctapan
APBD setelah melnhn tahapan penyusuman olech pemermtah dacrah,
pembahasan bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah,
persetujuan DPRD hingga evaluasi.

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan
Perkada tentang Penjabaran APHD menjadi  Perkada  teniang
Penjabaran APBD ditandai dengan penomoran, penandatanganan. dan
pengundangan ke dalam lembaran doeerah

C. PIHAK TERKAIT

penjabaran APBD adalah sebagai berikut:



. Bupat

n. menenma sumt keputusan sehagni  dasar  penetapan
rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada
tenlang penjabaran APBD

b. menyusun dan menandatangani penetapan rancangan Perda
APBD} menjmdi Perda., serian penctapon rancangan Perkoada
APBD menjadi Perkada

c. menyampaikan perds entang APBD dan perbada  tentang
penjabaran AFBD kepads Gubernur

LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bupati menerima Surat keputusan Gubernur
* Bupati menenma sural keputusan scbagai dassr penclapan
rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada
tentang penjobaran APBD menjadi Raperda yang berupa:
1. Sural Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusal dalam evaluas menunjukkan hasil sesua.
2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan
penyempurnaan  lerhadap hasil evaluasi yang tidak
BERUA.
» Persama dengan Surit  Keputusan Gubernur, Bupali
mendapat nomor registras atas Perda APBD.
2. Bupati menetapkan Perda APBD dan Prrkada Penjabaran APBD
o PBupati beserta Schretaris  [Dacrah menyusun | dan
menandaiangam
1. Peooiapan rancangan Perda AFBD menjadi Perda; serin
2. Penclapan rancangan Perkada APBD menjadi Perkada




* Penetapan rancangen Perda tentang APBD dan rancangan
Perkada tentang pempabaran APBD dilakukan paling lambat
tanggal 31 Desember tahun scbhelumnyn.

* Dalam hal Bupatn berhalangan, pojabat vang berwenang
menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang
penjabaran APHD

3. Bupati menyampaikan perda tentang APBD dan perkada tentang
penjabarnn AFBD

* Bupati menyampaikan perda tentang APBD dan pﬂtﬂdﬂ{
ieniang penjabaoran APBD  kepada  gubermur  selambat
lambatnya 7 {tujuh) hari kerjs setelah ditetapkan.

= Bupati wajib menginformasikan substan=si Pernda APBD yang
telah dituangkan dalam lembaran dacrah kepads masyarakat.
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BAB I11.5

SISTEM DAN PROSEDUR

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERKADA APBD DALAM
HAL TIDAK TERCAPAI PERSETLLILAN BERSAMA

A. KERANGEA REGULASI

I. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 110

| 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacmh [Lampiran), Bab IV
- Penetapan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor |
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Dalam hal tdak tercapal persctujuan bersama antara Bupati dan
DPRD terhadap rancangan Perds tentang APBD dalam jangka waktu
yang ditetapkan, maks Bupati menyusun mncangan Perkada tentang
APBD untuk kemudian dilakukan penctapan setelnh memperoleh
pengesahan dan Gubemur schagni wakil pemeriniah pusal

Proges penyusunan dan penetapan rancangan Perkada tentang APBD
dapat mengandung informasi, alimn data serts penggunaan dan
penvajian doekumen yvang dilakukan secara elektronik

€. PIHAK TERKAIT
Pihak wang tlerkait dengan proses penyusunan dan  penetapan
rancangan perkada APBD dalam hal tidak tercapai persetujuan
bersama APBD dan perkada penjabaran APBD adalah sebagai berikut:
1. TAPD
a. menyusun mncangan Pericada tentang APBD
b. menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD ke Bupati

as




2. Bupati
a. menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD ke Gubernur

schagai wakil pemerintah pusat

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bupat menyusun runcangan Perkada tentang AFBD
s mancangan Perkada tentang APBD  disusun  dengan
berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS, jikn

Bupati dan DPRD tdak mengambil persetujuan  bersames

dalam wakiu 60 fenam pulubh) har sejak disampaikan

rancangan Perda tontang APBD olch Bupati kepada DPRD,
dengan langkah-langkah sebagai berikout:

l. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggamn dar
masing-masing SKPD untuk mengumpulken data tentang
belanja wajib dan belanja mengikat.

4. TAPD menyusun rancangan Perkada tentang APBD,

3. TAPD menyocrabkan rancangan Porkads ieotang APBD ke
Bupati melalui Sekda untuk diotorisasi.

» Roncangan Perda tentang APBD disusun dengan ketentuan:

l. Rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar
angka APBED tahun anggaran ssbelumnya.

2. Angka APBD tahun anggaran scbelumnya merupakan
angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD
tahun sebhelumnya

3. Dalam hal pemeriniah dacrah melakukan  perubahan
APBD maka Angka APBD tahun anggaran scbelumnyva
adalah angka pengeluaran APBD yong ditetapkan dalam
perubahan APBD tahun sebelumnya.



4. Rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan uniuk
belanja yang bermiat mengikat dan belanja vang bersifat
wjib.

5.  Belanja vang bersifal mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan
oleh pemerintah daermh dengan jumlsh yang cukup
untuk keperfuan setiap bulan dalam tahun anggaran
yang berkenaan, seperti belanga pegawm, belanja barang
dan jasa.

6. Belanja yang bersilal wajib adalsh belanfa  untuk
terjaminnya  kelangsungan pemenuhan pendanaan
pclayanan dasar masyorankat antara lsin  pendidikan,
keschatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,
vang telah jatuh tempo, dan kewsjiban lainnys sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

7. Angka APBD tahun anggaman sehelumnyn dapat
dilampaui apabils werdapet:

a. kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan
tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
scsual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang:
undangan
2. Bupati menyerahkan rancangan Perkada ientang APBD kepadsa
Gubernur
= Bupati menyerahksn mncangan Perkeds entang APHD
kepada CGubermmur sebagai wakil pemerintah pusat untuk
mendapatkon  pengesahan  Rancangan Perkada mengad:
Perkada
= Untuk memperoleh pengesahan, mncangan Perkada tentang
APBD beseria lampirannya disampaikan paling lmmbat 15
(lima belas) han lerhiiung scjak DPRD tdak  mengambil




keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda
tentang APBD.

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau
gubernmur schagal wakil pemerintah pusal tdak mengesahkan
rancangan Perkads, Bupati menetapkan rancangan Perlkada
menjudi Perkada,

Dalam hal Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama
mncangan Perda tentang APBD atau menctapkan rancangan
Perda tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah
dimulainya tahun anggamn setiap tabun, Bupath menetapkan
Perkada mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling
tinggi schesar seperduabelas jumlah pengeluamn APBD tahun
anggaran sebelumnya.

Pengeluaran sctiap bulan dibatasi hanya umtuk  mendanai
keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap
seperti belanja pegawm, layanan jasa dan keperiuan knntor
schari-hari.



BAB V.1
KERANGKA PENGATURAN

Pengelolaan keuangan dacrah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penyclenggarman Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
dacrah yang dilnkukan sccara tertib, taat pada ketentusan peraturan
perundang-undangan, cfisien, ckonomis, eclekiil, mnsparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan
manfant untuk masyurmkat.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang

ditandai dengan ditctapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausabann

atas APBD, seria pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses-

proses schagai beriboat:

Pelaksanasan dan Penatausahaan Kas Umum Dacrah

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

Penympan DPA-SKPD

Anggaran Kas dan 8PD

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pelaksanann dan Penatausahann Belanja Dacrah

Pelaksanasan dan Penatausahaan Pembiayaan Dacrah

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan

dacrah adalah schagai berikut:

1. Semua Penerimasn Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan

dalam APBD dan dilakukan melalun Rekening Kas Umum Daerah yang
dikelola oleh BUD,
Dalam hal Pencrimaan Daerah dan Pengeluaran Dacrah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangen tidak dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Dacrah, BUD molakukan pencatatan dan
pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.

2.  PA/KPA, Hendahara Penenmaan / Bendahara Pengeluarun, dan orang
atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah
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3.

wajib menyclenggarakan penatausahsan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen vang

berkaitan dengan surat bukil yang menjadi dasar penerimaan atau

pengeluaran atas pelaksansan APAD bertanggung jawab terhadap

kebenarun matcrinl dan akibat yang timbul dari penggunasn sural

bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas

penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai

dengan kKewenangan pejabat vang bersangkutan.

Bupat dan perangkat dacrah dilarang melakukan pungutan selain dan

yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuni

dengan ketentuan peraluran perundang undangan,

Penerimaan perangkat daerah vang merupakan Penerimaan Dacrah

tdak dapat dipergunakan  langsung untuk  pengeluaran, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentusn peraturan  perundang-

undangan.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yaung berakibat

pengeluaran atas Beban APBD apabils anggaran untuk membiayai

pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap

pengriuaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau

dokumen lain vang dipersamakan dengan SPD.

Bupati dan perangkat duernh dilarnng melakukan pengrlusmn atas

Beban APBD untuk tujusn lain dari yang telah ditetapkan dalam

APHD.

Untuk pelaksanaan APBD, Bupat: menetapkan:

. Pejalwt yang diberi wewenang menandatangani SP1;

b. Pejabat yang dibern wewenang menandatangani SPM.

c. Pegabat wyang diben  wewenang | mengesahkan surat
pertanggungiawaban;

d.  Pejabat yang diben wewenang menandatangam SP200;

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahoara Pengeluaran;

. Beondahams Pencrimasn pembaniu dan Bendahars Pengeluaran
pembantu;




9.

g Bendahara Khusus; dan

h. Pegabat lainnya dalam mngka pelaksanaan APRD

Keputusan Bupati tentang penctapan pejabat untuk pelaksansan
APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan
sebagsi borikout:

1.

Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan tdak dilabukan melahus Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan seielah adanya
pengesahan BUD atas laporan penenmaan dar PA.

Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tdak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporun pengeluarmn dari PA,

Pengesahan dokumen vang berkaitan desngan surat bukti yang
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD,
dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daersh dapat
memuat informasi, alimn daia, seria penggunaan dan  penyajan
dokumen yang dilakukan secara elektronik. {
Dalam hal penctapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala
adanya perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka Bupati
menetapkan pejabal untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada
tahun anggaran berkenaan dapat melaksanakan tugas pengelola
keusangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undang




BAB IV.2
SISTEM DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH

A.

KERANGEA REGULASI

&l e —

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 126 sampai dengan Pasal 129

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 twentang

Pedoman Teknis Pengelolsan Keuangan Dacrah (Lampiran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

DESKRIFSI PROSEDUR

PPKD selaku BUD wajib menvelenggarakan penatausahaan setiap
unng/kekaynan docrah yang diterima dan/atau dalam penguasannnya
sesual dengan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan Kas
Umum Dacrsh dilaksanakan olch BUD dan phak terkait lamnya
khususnya Bendahara Penerimann, Bendahara Penerimann Pembantu,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan
Bendahara Khusus Lainnya sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Proses penatausahaan dan pelaporan oleh Bendahara Umum Dacrah
memuat  mformasi, alimn data, serta penggunaan dan  penyajan
dokumen yang dilakukan secara elekironik.

PIHAK TERKAIT
Pihak yang terkait dengan proses polaksansan den penalausahaan kas
umum daerah adalah sebagai berikut:
1. Bendaharn Umum Daecrah (BUD)
a. Membuka Rekening Kas Umum Daerah [RKUD)



b. Membuka Rekening Penerimaan & pengeluaran

c. Memindahbukukan dana dard Rekening Penerimaan &
pengeluarnn ke RKUD atau sebaliknya

d. membuka rekening bank atas  nama Bendaham
Penerimaan /Bendahara Penernimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
SKPD pada bank vang sama dengan RKUD

c. mencrbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang
memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah

. melakukan penatausahaan atas semua penerimaan daerah
dan pengeluaran dacrah dari RKUD

. membuatl laporan atas kas umum daerah vang berada dalam
pengelolaanmya.

h. menyampaikan laporan kepada Bupatli melalui Sckretaris
Idacrah

2. Kunsa Bendahara Umum Daerah [BUD)

a. menerbitkan dokumen SP2D atas sctiap pengeluaran uang

dari RKUD

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

Bupati menunjuk bank umum yang schal scbagal penampung
RKUD.

* Bank umum yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang
uman/schat  sesusn  ketentuan  peraturan  perundang-
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undangan. Dalam menunjuk bank vang akan digunakan
untuk menyimpan Kas Umum Deerah, Bupati juga haras
mempertimbangkan hal-hal scbagai berikut:

.

Reputasi Bank

Bank yang dipilih harus memiliki relkkam jejak yvang baik.
Misalnya, bank tiduk pernah terlibat kasus penipuan
nasabah atau kasus-kasus lain vang merugikan nasabah,
Pelayanan Bank

Bank yang dipilih juga harus memiliki pelavanan yang baik
dan memadai. Terlelnh g &i masa sckarang dibutuhkan
kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi
Khusus untuk Pemerintoh Dacrah, bank juga harus daepat
melakukan  pelavanan-pelayanan  khusus  seperti
Manfaat

Memberikan manfaat  ckonomi, sosal, peningkatan
pendapatan dacrah dan/atau peningkatan kesejahteraan
dan/atau pelayanan masvaralcat

Penunjukkan Bank Umum scbagai penampung REUD
ditindakianjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara
PPKD selaku BUD dengan pejabat bank wmum yang

penerimaan bunga | jasa gire/ bagi hasil;
pembayaran imbalan aias jasa pelayanan;

sanksi alas pelayanan yang tdaok sesuni  dengan
perianjian;

kewajiban menyampaikan laporan; dan

h. tata cara penyelesaian perselisihan.




Bendashara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah
pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupan

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bungs dan/atsu jasa
giro/imbalan hasil lkinnya yang scjenis atas dana yang
disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bungs
dan/atau jasa giro yang berlaku.

Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis
Pendapaten Asll Dacrah yang Sah. Sedangkan biava
schubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank
didasarkan pads ketentuan yang berlaku pada bank vang
bersangkutan. Biaya tersebut  dibchankan pada  belanja
dacrah.

Pemerintah Dacrah dapat melakuken investasi jangka pendek
scpanjang tidak mengganggu lkuiditas Keuangan Daerah,
tugas dacmh, dan kualitas pelayanan publik.

Scbelum mengnlokasikan kas umum dacrah ke dalam
investasi jangka pendek, BUD harus mevakini dulu bahws
dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum
akan digunakan dalun wakiu dekat (ille cash).

BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi
jangka pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumiah
dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta
alasan dan hasil analisa pemilihan investast,

Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD
alas rencana investasi jangka pendek, Bupati menctapkan
Jenis investasi jangks pendek yang dipilih dengan menerbitkan
Surul Keputusan Bupati,

Berdasarkan SK Bupath tersebut BUD menerbitkan Surat
Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintshkan
pemindahan dana dan kas umum daerah kedalam investasi
yang dipilih.
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Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum
Daerah paling lambst per 31 Desember.
Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek Dalam
pengelolaan kas, uang dacrah yang belum digunakan dapat
dioptimalkan dan dinlokasikan untuk investasi jangka pendek.
Investasi jangka pendck merupaksn investosi yang dapat
segera  diperjualbelikan /dicairkan, ditujukan dalam rangka
kurang deri 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam invesiasi
Jangka pendek adalah deposito berjangka wakiu 3 (tiga) bulan
sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang
secarn olomatis, pembelian Surmt Utang Negara (SUN) jangka
pendek dan  Sertifikat Bank Indonesia (SBl), Scperti
dinyatakan di aias bahwa investasi jangka pendek bisa
dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat
Utang Negara dan Sertifikmt Bank Indonesin.
. Deposito
Deposito  adalah  scjenis  jasa  tabungan vyang biasa
ditawarkan oleh bank kepada masymrakat. Deposito juga
memiliki  persynratan  tertentu salah  satunya  memiliki
jangka waktu tertentu dimana uang di dalsmnya tidak
deposito adalah bunga deposilo vang biasanya lebih tinggi
penempatan kas daernh dalam bentuk deposiio pada Bank
yang ditunjuk scbapgni penempatan REUD yang mengsdi
Bank Perscpsi atau Bank Pembangunan Daerah. Dalam
rungkn menjamin iloeditas keuangan dacrah, Deposito
Pemerintah Daerah harus dapat ditark scbagian atau
seluruhnys ke Hekening Kas Umuom Daerah oleh BUD
sctinp saat diperlukan,
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b. Surat Utang Negara
Sumat Utang Negam [SUN) adalah sumt berharga yang
berupa sural pengakuan utang yvang dijamin pembayaran
bunga dan pokoknya oleh negara Rl sesual mass
berlakunya, SUN digunakan oleh pemeriniah pusat antara
lun untuk membesysi defisit APBN sertn menutup
kekurangan kas jangka pendek dalam satu  tahun
anggaran. Sural Utang Negara terdin atas:

1) Surat Perbendaharaan Negara

4) Sural Perbendaharaan Negamm  benpangka  waktu
sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga
sccara diskonto.

c. Obligasi Negara
Obligansi Negarn berpangks waktu lebib dan 12 (dus belas)
bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bungs
sccarn diskonto. Jadi SUN yang bisa dipiih  dalam
melokukan investasi jangka pendek adalah SUN dalam
bentuk Sursl Porbondaharaan Negara karena berjangka
waktu dibawah 12 bulan. Tata cara investas dalam bentuk
SUN mengikuti peraturan  perundangundangan tentang
SUN.

d. Sernilikat Bank Indonesia
Sertifikat Bank indonesia (SBI) adalah surat berharga vang
dikeluarkan olch Bank Indoncsia sebagai pengakuan utang
berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga)
bulan dengan ssiem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga
yang berlaku pada setiap penjualan SBl ditentukan oleh
meknnisme pasar berdasarkan sistem lelang

J. Bendahara Umum Daerah membuka rekening penerimaan dan
rekerung pengeluaran

* Bendahara Umum Dacrah membuka rekening pencrimaan dan

rekening pengeluaran pada Bank yang sama dengan Hank

penampung REUD yang ditunjuk oleh Bupati untuk
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mendukung kelancaran pelakssinaan operasional pencrimasin

dan pengeluarmn daerah.

BUD dapat membuka beberapa rekening operasional

penerimasn dan pengeluarn sesuai dengan kebutuhan untuk

mempermudah  mekamsme penerimaan  pendapatan  dan
pengeluaran belanja dacrah.

Dalam hal penvaluran penerimaan dacrah mensyaratkan ke

rekening Bank Umum tertentu, Bendahamm Umum Daerah

dapat membuka rekening penerimaan daerah pada Bank
dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupat.

Pemindahbukuan dane dari rekening penerimaan dan/atau

rekening pengeluaran pads Bank Umum ke Rekening Kas

Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah

Bendaharn Umum Duacrah. Perintah pemindahbukuan olch

Bendiahara Umum Daerah dimaksud dituangkan dalam

Perjanjian  Kerja Sama (PKS] antara BUD dengan pejabat

penanggungjawab pada Bank yang terkait.

Selanjutnya, ketentuan  pelaksanaan  terkant  rekenming

opernsional penerimaan adalah sebagni benloat:

a. Rekening operasional penerimaan dioperasikan  untuk
menerima setoran langsung penerimaan daerah vang tidak
setoran pendapatan yang dilakukan oleh bendahara
pCOCrimaan.

b. Rekening operasional penerimasn dioperasiksn scbagn
rekening bersaldo nihil vang seluruh penenmaannya harus
dizetor ke Rekening Kas Umum Dasmah selkurang-
kurangnya sckali schan pada akhir han kerja sesuai
dengan vang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara
Umum Darmhb dengan Hank Umum bersangloutan.

HKetentuan  pelaksansan  lerkait  rekenming  pengeluaran

operasional adalah schagal berikout:
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4.

4. Rekening operasional pengeluaran dioperasikan scbagal

rekening yang dgunakan untuk membiaym  kegatan
pemerintah daerah sesual rencana pengeluaran.

Rekening operasional pengeluaran im doperasian untuk
pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung
kepada pihak ketiges melalui mekanisme LS dan jugs untuk
pembenan UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada
bendahara pengeluarun serta  pemberion TU  kepada
bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran
pembantiy

BUD membukn rekening bank atas nama Bendabara

Pencrimaan / Bendahara Penerimaan

« Bendahara Umum Deerah membuka rekening bank atas nama
Bendahara  Pencrimaan, Bendahara Penerimaan  Pembuaniu
dan Bendahara Pengeluaran/ Hendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD podn bank yang sams dengan RKUD sesuni
dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme
penermmaan pendapatan deacrah dan belanp dacmbhb.

» HKetentuan pelaksanoan terkait rekening SKPD adalah sebagal
berikul:

1.

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan
dan pengeluaran kas pads tngkat SKPD, BUD dapa
membuka beberapa rekening penerimaan SKPD sesuai
dengan  kebutuhan untuk mempermudah  mekanisme
penerimaan pendapatan daerah dan BUD membuka
rekening pengeluaran SKPD untuk  mempermudah
mekanisme pelaksanaan belanja dacrah.

Deikam hal penyaluran penerimaan dacrsh mensyaraikan
ke rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum
Dacrah  dapat mern bula rekening Bendahara
Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada
Bank dimaksud sctelah mendapat persetujuun Bupati.
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3, Reckening penenmaan SKPD digunakan untuk menampung
penerimaan  dacrah yang menjadi  kewenangan  SKPD
bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo vang ada di
rekening penerimaan SKPD  tersebut  wajib  disetorkan
seluruhnvae ke Rekening Kas Umum Daerah oleh
berdahsra penerimaan. Rekening pencrimaan  SKPD
dibuka atas nama bendahara penenmaan SKPD.

4. Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan
uang yang akan digunakan sebagal belanja-belanja SKPD,

sepertt uang persetiaan dan tambahan uang persediaan
yang dikelols oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening

pengeluaran SKPD dibuka atas nama bendahara
pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu
SKPFD.
3. PPKD sclaku BUD meiakukan penatausahaan atas semus
penenimaan dacrah dan pengeluaran dacrah dan RKUD
* Penatausahaan Penerimaan RKUD
& Berdasarkan Nota kredit atau Bukfi Penenimaan Lam vang
sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum psda sisi
b. BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan,
c. BUD mencatal nilsl transakw pada kolom jumlah pada
Buku Kas Umum.
* Penstausahaan Pengeluaran RKUD
a. Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D awas setiap
pada dokumen sumat perintah membayar yang diterbitkan
oleh PAJKPAL
b. Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku
Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal
dan kolom nomor bukti.
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6. Bendahara Umum Dacrah membuat laporan alas kKas umum
daerah yang berada dalam pengelolaannya

Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahasn dan

dasar dalam membuat laporan BUD.

Laporan Bendahars Umum Dacrah disusun delam bentulc

& Laporan Posisi Kas Haran (LPKH); dan

b. Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian. Laporan tersebut
dibuat setiap hari dan diserahkan setinp hari keria
pertama  sctiap munggunya kepada Bupati atau dapat
diserahkan sesuai kebutuhan.

Iy samping laporan-leporan di atas, Bendahara Umum Daerah

membuat Register SP2D vang telah diterbitkan. Register SP2D

secarn clomatis diperoleh dari sistemn aplikasi  pengelolaan

keuangan daerah yang terintegrasi,

Bendahara Umum Deerah menyampaikan laporan atas kas

umum daerah yang berada dalam pengelolaannys kepada
Bupati melalu Sekretans Dacrah.
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BAB IV.3
SISTEM DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

A. KERANGEA REGULASI
1. Peraturan Pemenntah (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang |
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 151

2. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolann Keuangan Deerah {Lampiran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahann

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
| Tahun 2022 tentang Penpelolann Keuangan Dacrah

B. DESKRIPS| PROSEDUR

Pengelolaan kas transitonis adalah pengelolaan atas kas non anggaran

yang diterima (bersifat transit) untuk disctorkan pads rekening pihak

ketiga yang telah ditentukan. Jems-jenis transitoris, antara lain:

1. Pajpk pusst yang dipungut olch bendaharm  pengelunran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap
transaksi pemerintah dacrah dengan pihak ketign seperti PPh
Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan fatau PPN

2. Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah
antarn lain Bupati , DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan
Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen,
ran jaminan keschatan, wran jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian

3.  Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka vang diberikan olch
pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu
pckerjaan yang memilik risiko kegagalan dalam pelaksanaannys
atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
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undangan. Sebhagal contoh uang jaminan dimaksud antara lain
uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemelharaan, uang
jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; schingga apabila
ada kegagalan dalam pekerjaan atsu  penyebab  lain  yang
mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanskan maka uang
pemerintah daerah.

4. Jenis kas iransitoris lainnya sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Proses penatausahaan kas transtiors memuat imformas, aliran data,

serta  penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secars

elektronik.

PIHAK TERKAIT
Pihak yvang terkail dengan proses pelaksanaan dan penalsusahaan kas
transitoris adalah sebagai benkut:

I. Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
dan/atau bendahara khusus

a. memungil myak atas  pembayaran  belange mclahn
UP/GU/TU/LS
b. menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke
rekening Kas Negara
c. melakukan pencatatan
2. Kuasa BUD
n Menyctorkan kas transitoris atos  potongan  pajak  dan
potongan-potongan lainnya dari belanja yang menggunakan
mekanisme LS
b. Memindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening
tujuan yang telah ditentukan
c. Mengembalikan uang jaminan
3. PPKD
a. Melakukan reklasifikasi atas uang jaminan vyang tidak
dikembalikan



D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

mengelola Kas Transitons

» Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahars Khusus Lainnya sesuai  peraturan
perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesua:

peraturan perundang-undangan, wajib:
a. Memungut pajak atas pembayaran belanja melalui
UP/GU/TU/LS.

b. Menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya
ke rekening Kas Negara,
¢. Melakukan pencatatan pada buku terkait.

= Penpelolasn kas vansitonis dilakukan scbagai bagian dan
transaksi belanja daemh dan/atau pendapatan daerah
schingga dasar pencalstannya menggunoakan dokwmen yang
tidak terpisahkan dan dokumen kelengkapan transaksi.

2. Pengololaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

* Bank melakukan penyetoran kas transitoris atas potongan
menggunakan mekanisme LS

= Bank melakukan pemindahbukuan kas transitors dan RKUD
ke rekening tyjuan yang telah ditentukan (rekening pihak
ketign atau rekening penerima lainnya)

* Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada
akun perhitungan fihak ketign (PFK). Pengolusran  kas
transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun
mempengariuhi SILPA sehinggn tidak dilaporkan dalam laporan
realisusi anggaran namun  informasinya  disajikan  dalam
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neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagman
aktivitns transions sesua dengan  Standar  Akuntans:
Pemerintahan.

e Penerimaan kas transitons, meskipun menambab Kas Daerah,
tidak boleh digunokan untuk operasional belanja karena
dalam jungka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak
ketign

3. EKuasa BUD dan PPKD Mengelola Kas Tranaitons (Uang Jaminan)

* Pengembalian Uang Jaminan

1.

Uang Jaminan dsciorkan oleh pihak keoga ymiiu penyedia

barang/jasa ke rekening RKUD.

Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia

barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya

kepada pemerintah dacruh.

Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah

BUD yang bersi:

a. Perintah Pencairan Uang;

b. besaran Uang Jamman yang akan dicairkan;

c. pihak penerima dan nomor rekening yang dituyu;

d. diampiri olch Sursl Ketcrungan yvang menyataksn
bahwa penvedia barang/jasa sudah menvelesaikan
kewapbannya

» Uang Jaminan yvang tidak dikembalikan

Dalam hal pthak kehga tidak melaksanakan kewajibannya
sesuni kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada
pihak ketiga.

Pemerintah Daerah mendanai kewajihan pihak ketiga
dengan menggunakan uang jaminan yang diformulasilen
dalam program, kegiatan, dan sub kegatan SKPD vang
bersangkutan.

PPED melakukan reklasifikasi menjadi  Lain-lain
Pendapatan Asli Dacrah vang sah alas uang jaminan
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lersebutl vang schelumnya lercatal sebagai hutang pihak
kctiga.

s Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa
kretentuan sehagal berikul:

Dalam hal pihak ketiga tidak melabsanakan kewajibannya
sesuai kontrak, Pemerintuh Dacrah dapal mengeksclousi
dan mengakul uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah
berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yung Sah.
Pendapatan dacrah yvang bersumber dari uang jaminan
scsumi  kontrak, digunakan untuk mendanni pekerjnan
mencapai  target kinerja sub kegiatan SKPD  yang
ditetnploan.




BAB IV 4
SISTEM DAN PROSEDUR
PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKEPD)

A.

KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 dan Pasal 133

et g — PT—————— — ]

2. Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Kevangan Dacrah [Lampiran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

= e —_———m.Ee

3. Peraturan Daerah ﬂaﬁumt:n"l‘uq' ' _'m:r.; thlmg__:fiuﬁ:r'ﬁmm Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIFS] PROSEDUR

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Peranghat Daerah yang
selanjutnya  disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memusl
pendapatan dan belamja SKPD atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar
pclaksanaan anggaran olch pengguna anggaran.

Penyvusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran dala, sera
prnggunasn dan penyajian dokumen yang dilakukan secarn elektronik.

PIHAK TERKAIT
Pihak yang teriout dengan proses penyiapan dokumen pelaksanaan
anggaran SKPD adalah sebagai berikut:
1. PPKD
8. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD
untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD
b. Menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD
c. Melakukan pengesahun DPA-SKPD atas mncangan DPA-SKPD
yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Dacrah
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2. Kepala SKPD
. Memyusum Rancangan DPA-SKPD
b. Menyerahkan mncangan DPA-SKPD yang telah disusun
kepada PPKD
3. TAPD
0. Meclakukan verfiknsi atas mncangan DPA-SKPD

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD

untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.

* Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD
paling lambat 3 (tiga) han seielah Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD ditetapkan.

* Surat pembentahuan dimaksud schurnng-kurnsngonya memuat
hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setlap kepala SKPD
dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi-

a. Pendapatan, belanja, dan pembiaysan SKPD yang
digunakan sehapga dassr pelaissnasn anggamn oleh PA;

b. Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima
olch SKPD dalam whun anggaran yang direncanakan;

©. Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan,

. Rencana penerimasan dan pengeluaran pembiayaan;

€. Rencana penarikan dana setiap SKPD;

.  Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada
PPRD paling lambat 6 (enam) hari kerja scpak
diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi
alch TAPD;

g. Baias akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.




Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKFD

Rancangan DPA-SKPFD  disusun  berdassrkan sural
pemberntahuan Bupaty

Rancangan DPA-SKPD mencakoup:

.

.

Rancangan Ringkasan DPA-SKPD Formulir yang
digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang
datanyas bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan
menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-
Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut
akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-
Belamja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan
pengoluaran Pembiayaan yvang disi  dalam DPA
Pembiavaan.

Rancangan DPA-Pendapatan SKPD  Formulir  yang
digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD
daliwm tahun anggaran yvang direncanakan yang dirinc
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub
Rancangan DPA-Belanja SKPD Formulir vang digunakan
untuk menyusun DPA-Belanja SKPD  dalam  tahun
anggauran yang direncanakan, yang memuat jumlah
Belanja menurul kelempok dan jenis belanja dan setiap
program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip
dari setiap DPA- Rincian Belanja SKPD.

Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD Formulir yang
digunakan untuk menyusun DPA-Rincan Belanja SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan, vang memusat
jumiah Belanjan menurut kelompok, jenis, objek, rincian
objek dan sub rincian objek dar setiap program, kegiaian
dan sub kegiatan SKPD,

Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD Formulir  vang
digunakan wuniuk menyusun DPA | pencrimaan
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Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam
tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah
penerimaan Pembiayasn dan pengelusran Pembiayasn
menurul kelompok, jemis, objck, rncan objek dan sub
rincian objek penenmaan Pembiayaan dan pengeluaran
Pembisyaan.

* Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah
disusun kepadn PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelnh
surat pemberitahuan diterima.

TAPD melikukan venfikasi mncangan DPA-SKPD

o BSetelah menerima mancangan DPA-SKPD TAPD melakukan
verifikasi paling lambal & (enam| han scak dilenmanya
Rancangan DPA-SKPD.

* Verilikasi rancangen DPA-SKPD  dengan mengpunakan
imstrumen verifikasi antara lam:

.

b

standar harga satuan yang ditctapkan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daesrah (RKBMD);
standar tekms sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan; dan/atau

Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atay
dana otonoml khusus.

= Berdasarkan haml venfikms: TAPD atas mncangan DPA-SKEPD,
SKPD melakukan penyempurnaan dan menvampaikan hasil
penyempurnaan kepada TAPD.

= PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan

DPA-SKPD yang iclah mendapatkan persetujuan Sekretans
Dacrah.




BABIV.S
SISTEM DAN PROSEDUR
PENYIAPAN ANGOARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

A, KERANGEKA REGULASI

l. Peraturan Pemerintah (PP Nomor 12 Tehun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 134

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolean Keuangan Dacrah (Lampiran), Bab V —
Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Hahuﬁiwﬁ_iu:_jtmg J;i:ﬂ.h“ Timur Nomor Noemor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dacruh

B. DESKRIFSI PROSEDUR

PPED selaku BUD menyusun Anggaran Kes Pemerintah Daerah untuk

mengalur ketersediaan dana dalam mendana pengeluaran  sesua

dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

Anggaran Kas memual perkirosn arus kas masuk yang bersumbser dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar vang digunakan untuk

Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut;

1. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemeriniah Daerah
untuk mengatur ketersediann dana dalam mendanai pengeluaran
sesuai dengan rencana penarikan dana yvang lercanium dalam
DPA SKPD.

2. Anggaran kas pemenninh daerah berisi  perkiman  realisasi
penerimaan dacrah dan rencana pengeluaran daersh setiap
bulannya yang datanya bersumber dan komplasi  dan

Penyusunan anggaran kas memual informasi, alimn data, senas

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elekironik.




PIHAK TERKAIT
Pihak yang terkait dengan proses penympan anggaran kas pemeriniah
daerah adalah sebagai berikut:
1. Kepala SKPD
a. Menyusun anggaran kas SKPD

b, Menynmpaikan angenran kas SKPD kepada Kuoasa BUD
2. Kuasa BUD

a. Mclakulcan venfikas: atas anggaran kas SKPD
b. Menyusun rancangan anggaran kas pemerintah dacrah
c. Menyampaikan mncangan anggaran kas pemenmtah dacrah
kepada PPKD selaku BUD
3. PPKD sclaku BUD

a. Mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah

LANGEAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Kepala SKPD menyvusun anggaran kas SKPD
« Anggaran kas SKPD disusun berdasarkan DPA-SKPD dan

jadwal pelaksanaan keguatannya.

* Kepaln SKPD menyampaikan anggaman kas SKPD  kepada
Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD
disahlan.

2. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD
s Kuasas BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD
paling lama 2 |(dua) harn sejak diterimanya Anggaran Kas dari
SKPD, dengan menggunakan instrumen verifikasi antars laimn:



a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-S8KPD;

b. sinkronizasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana
penarikan dana dalam DPA-SKPD.

3.  Kuasa BUD Menyusun Anggaran Kas Pemenntah Dacrah
» Anggaran kas pemermtah deerah, disusun berdasarkan
= Anggaran kas pemerintah dasrah disusun dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Penyusunan perkirman arus kas masuk pada anggaran
kag pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana
penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana
pencrimaan pembiayaan uniuk  osctiap bulannya
dalum DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.

b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub nncian
objck pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat
ke dalam dokumen anggaran kas masuk vang memuat
jumiah anggaran pendapatan dan penenmasn
sctiap bulan.

. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran
kas pemerintab deerah, dihitung berdasarkan rencana
belanja per sub nincian obek scetap  bulannya
berdasarkan wakiu pelaksanaan sub kegmtan dalam
DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekamsme
pembsyarmn &lis belanf sub kegialan scria rencana
pengeluaran pembiayvaan untuk  setiap bulannya

dalam dokumen anggaran kas keluar yang  memuat
jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan

By



sclami satu tihun dan rencana pengeluaran  setiap
bulan.
*» Huasa BUD menyampaikan rancangan anggaran Kas
pemenniah dacrah kepada PPRD selaku BUD
4. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas
pemerintah dacruh
* Rancangan anggaran kas pemerintah daerah disahkan paling
lambat 1 [satu) han scjak dokumen rancangan anggamn kos
pemerintah dacrah diterima.
e Anggemn kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan
sebagnl dasar penvusunan SPD.




BAB IV.6
SISTEM DAN PROSEDUR
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

A.

B.

KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintuh (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 135

2. Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengrlolasn Keuangan Dacrah (Lampiran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

‘Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keunngan Daeruh

DESKRIPS] PROSEDUR

Sural Penvedisan Dana [(SPD) adalah dokumen vang menyvatakan

tersexhianya  dana sebagni  dasar  penerbitan Surat | Permintaan

Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan AFBD.

Dalam rangka manajpmen kas, PPEKD menerbitkan Surat Penyediasan

Dana (SPD) dengan mempertimbanglan:

1. Angguran Kas Pemenntah Dacrah;

2.  Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

3. Prnjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum
dalam DPA SKPD.

Surat Penyediaan [ana [SPD) disiapkan oleh Kuasa BUD uniuk

ditandutangani oleh PPKD.

Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, scris

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.




C. PIHAK TERKAIT
Pihak yang terkait dengan proses Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah
sebagni berikut:
1. Kuasa BUD
a. Menyiapkan rancangan SPD
b. Menyampaikan rancangan SPD kepada PPEKD sclalou BUD
¢. Menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD
2. PPED selaku BUD
a. Mengesahkan rancangan SPD

D. LANGEKAH TEKNIS PELAKSANAAN

I. Kuasa BUD meyusun dan menvampaikan Rancangan SPD
SKPD atau unit SKPD setiap periodik
* Kuasa BUD menyaplkan mncangan SPD berdasarkan
anggaran kas pemerintah daerah
o  Kusnsa BUD menyempesnkan mncangan SPD kepada PPKD
2, PPKD asclaku BUD mensahkan Rancangan SPD
= Rancangan SPD disahkan menjadi SPD
s PPKD menyernhkan SPD ke Kuasa BUD untuk di sampaikan
kepada Kepala SKPD
= Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat
bencann, konflik sosial, dan/atau kejadian luar binsa, PPED
selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen
ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi
SKPKD.
= PPKD selabu BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila
terdapat kondss sebagan benkut:




8 Ketersedinan dana pada REUD yang tidak seésuai
perkiraan penenmaan dalam anggamn kas; atao

b. Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat (
keadaan darural termasuk keperfuan mendesak.

¢. Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran
berikutiyn.

Tl




BAB IV.7
SISTEM DAN PROSEDUR
PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN

A. KERANGKA REGULASI

I. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tehun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 120, Pasal 137, Pasal 138 dan
Pasal 140

H.thmﬂmuriﬂnhmﬁngniﬂmwTTTahmlﬂ‘Jﬂm
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lampiran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Dacrah Kabupaien Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
| Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR
Pendapatan Dacrah dalam APBD diklasifikasikan menurnat  akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub nncian objek.
Pendapatun dacrah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Trunsfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah.
Pelaksanaan dan penatausahasn pendapatan daerah dimaksud
mchiputi penatausahasn penctapan, penerimaan  pendapatan  dan
pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalhai
buku-buku bendahsras penenmaan, pertanggungjawaban bendaharn
penerimaan / bendahara penerimaan pembantu.
Semun  tnhapan penatnusahaan  pendapatan wrsebul  memoa
informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan
secarn elektronik.

C. PIHHAK TERKAIT

Pihak yang terkaii dengan proses penerimaan dan  penyetoran
pendapatan adalah sebagai berikut:

ol




1. Bupat
a.  Menerbitkan dokumen penetapan pendapatan dacrah
2. Bendahara Penerimaan { Bendahara Penerimaan Pembantu
a. Mclakukan validasi jumlah uang dan bukti-bukti pencrimaan
yang diterima.
b. Menerbitknn Tanda Bukti Pencrimaan dan menyveranhkan
kepada pihak ketiga
¢. Menernima nota kredit/ notifikas) perbankan ans penerimaan
pendapatan
d. Menyelorkan penerimaan (unm ke KKUD
¢. Memindahbukukan penerimaan pendapatan non tunai ke
rekening REUD

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bupati atau pejabat vang diberi kewenangan, menerbitkan
dokumen penetapan pendapatan daerah,
* Berdasarkan siful dan prosedur pemungutan/pembayarun
pendapalan dacrah, dapatl dibedakan:
a. Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan
Bupati; dan/atsu
b. Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa
ada penetapan)




* Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran
pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan  dacrah
dilaksanakan schagai berikut:

a. Penatausahaan pendapatan yang dipungul  sciclab
penetapan oleh Bupati, didasarkan pada dokumen Surat
Ketetapan sesuni dengan jenis pendapstan yvang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

b  Penpisusahaan pendapatan yang dibayar sendin oleh
wajib pajak {tanpa ada penctapan) didasarkan pada
dokumen/bukll penenmaan Sesia dengan  jenis
pendapatan yang diantur dalam peraturan perundang-
undangan.

c. Penatausahaan pendapatan dacrah, didasarkan pada
dokumen | bukti meliput

1)
2)
3)

4)
5)

b)

7)

8)
9
10}
1)
12}

13)

Surat Ketetapan Pajak Dacrah [SKP-D);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah [SKR-D)

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

Sural Pemberitabuan Pajak Dacrah (SPP1D);

Surat Ketctapan Pamk Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB),

Sural Kreieiepan Pajak Dacrah Kurang Bayar
Tambahan (SKPDEBT);

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLB);

Surat Tanda Buktu Pembayaran (STBPY;

Sural Tanda Scloran [STS),

MNota Kredit dan Banlk;

Surat Perjanjan;

Dokumen penetapan lainnya yvang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap;
dan/fatau




14) Bukt lainnva yvang sah sesual dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Sedangkan dokumen penetapan pendapatin deerah dapat
berupa:
a. Burat Ketetapan Pajak Dacrah (SKP-D);
b. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah (SKR-DJ;
€ Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);
d. Surat Ketctnpan Pajak Dacrah Kurnng Bayar (SKPDKB);
e. Dokumen penciapan lainnya yang sah sesuni dengan

ketentuan peralurn prrundangan-undangan.
Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar [SKPDKB) adalah
sural kcictapan pajak vang menentukan besamya jumlah
pokok pajak, jumilah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayarun pokok pajak, besamys sanksi asdministratif, dan
jumlah pajak yvang masih harus dibayar,
Bupati atmu pejabat yang diben kewenangan menayampaikan
Surat Ketetapan Pendapatan kepada wajib pajak/wajib
retribusi sebagal dasar pembayaran dan kepada bendahars
penenmaan f bendahars penerimaan pembaniu scbagni dasar
preneagbuan.
PA/KPA menunjuk petugas pemungut untuk melakukan
penagihan pendapatan dacrah.

2. Petugas pemungut melakukan penagihan ke pihak ketiga

Pihak ketign adalah wajib pajak, wajib retribuss, dan pihak-
pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuani
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  kepada
Pemerintah Daerah.

Penagihon dilskukan berdasarkan dokumen penclapan
pendapatan dan surat tagihan serta dilakukan sesuai dengan

jadwal yang tercantum  dalam  dokumen  penctapan
pendapatan.




Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara
manual, surat elektronik, notifikass sistern secara  dagital
dan/atau media elektronik lainnya
Langkah-langkah penagihan sebhagail benikut:

n. Penagithan secarn manual dilalukan dengan cara:

i)

2

Petugus pemungul menyampsiksn  dokumen
penctapan pendapatan dan surat tagih kepada pihak
ketign:

Pihak ketiga menandatangani dokumen penetapan
pendapatan  sehagai  bukti tanda  penerimaan
dokumen.

Polugas pemungul menvampaikan anda terima
dokumen kepada Bendahara Penernmmaan /Bendahara
Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPD.

b. Pepagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan

o

1

4)

Petugas pemungut mengirim surat  elektronik
penagihan pendapatan kepada prhak ketgs;

Petugas pemungut memberitahuknn kepada PPK-
SKPD dan Bendahara Penenmasn atas penginman

surat elektronik penagihan pendapatan.

c. pmaghan melaln sstem  digital, dilnkukan  secam
otomatis sesual dengan jadwal dengan mengirimkan
notifikasi atau media Lain sccara elektronik kepada pihak
ketign yang memiliki kewajiban untuk membayar
pendapatan decrah.

3. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penenmaan Pembantu
mencruma pendapatan tunm dan non tunai.

Ruang lingkup jenis pendapatan vang dikelola oleh Bendahara

Penerimaan/ Bendahara Penenmaan Pembantu  disesuaikon

dengan wewenang Bendahera Penerimaan dan tugas/fungsi

SKPD dan SKPED, sehagai berikut:

\
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SKPD vang memiliki tugas dan
wewenang pengelolaan pajak

ial m v _-&I.i-
SKPD yang memiliki tugas dan

weEwenang pengelolaan
retribusi

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Dipisahi

Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah
yang Sah
(= Serom g e

Transfer Pemerintah Daerah

dengan  Retentuan Perundang-

Hibah
Dana Dararat
Lain-lain  Pendapatan  Sewuai

Bendahara Penerimaan SKFD
yang melaksanakan fungs
BUD, kecuali:
| Hal-hal terkmit pajak dan
retribusi tetap dikelola olch

Bendahara  Penerimaan i

ar T —

SkPD terkcait

2. Pendapatan BLUD dikeloln
oleh BLUD terkaut

3. Pendapatan Hibah Danas
BOS, Dana kapitasi dan
pendapatan  lunnya  vang
diketola oleh Bendahara
Khusus.

rin

Penerimaan pendapatan secara tunai melalui Bendahara

Penerimann f Bendahara  Penerimaan Pembantu,  dilakukan

sebagai berilourn:

- 1




8. Pihak ketiga menvetorkan kewajibannya kepada
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerumaan
Pembantu, berdasarkan dokumen penctapan pendapatan
dan/atau surat tagih.

b,  Bendahara Pencrimaan / Bendahara Penenmaan
Pembaniu = melakuksn validasi dengan meneliti
kesesuaian antara jumlah vang yang diterima dengan

c. Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan
Pembaniu menerbitkan Tands Bukti Penerimaan dan
menyerahkan kepada pihak ketiga,

* Pencrimann pendspatan non  wuned  melslul | rekening
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,
dilakukan sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan
Pembaniu menerima nota  kredit/ notifikasi  perbankan
ates pencrimaan pendapatan,

b HBendahara Penerimaan/ Bendahara Penenmaan
Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai
berikut:

1} Meneliti nota kredit/ notifikasi perbankan;

2)  Melakukan venfikasi untuk mengeotabu kesesunian
Bntara jumlah uvang yang diterima dengan jumiah
vany telah ditetaplan pada dokumen penctapan.

a. Penerimaun dacrmh  melalui  rekening  Bendahara
Pencrimaan /Bendahara  Penerimaan  Pembantu  secars
non tunai dianggap sah setelah  Bendahara
Penerimaan { Bendabmrm Penerumasan Pembanitu
melakukan validasi.

b. Bendahars Penerimaan/ Bendahara Proerimasn
Pembantu memberikan tanda bukti penerimaan kepada
prhak ketiga yang telah melakukan pembayaran,




Pencrimann pendapatan tunai melalul REUD  dilakukan
dengan cara:

Bendahara Penerimnan / Bendahars Penerirman
Pembantu menerima nota kredit/ notifikasi  perbankan
dari RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD;
Bendaharm Pencrumaan/ Bendahsara Penerimann
Pembantu melakukan validasi, dengan mencermati nota
kredit atau  notifikasi  perbankan  atas  pencrimaan
pendapatan yang diterima langsung REUD.

Bendahara Penenimaan/ Bendaharm Prnerimaan
Pembantu meminta bukti transaksi atas penernmann
pendapaian  yang diterima langsung REUD, jika
penerimaan pemberitahuan [ notifikasi tidak
diinformasikan secarm olomatis.

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan
Pembantu  melakukan venfikasi  untuk  menguji
kesesuaian antara jumlah uang vang diterima dengan
Jjumiah yang telah ditctaplkan.

Penenmaan pendapatan non tuna melalui RKUD
a  Bendahars Penerimaan / Bendahara Penerimasan

Pembantu melakukan validasi untuk menzahkan setiap
penenmann pendapatan non tunad melaho RKUD.
Penerimaan pendapatan secars non  tunai  dapat
dilakulkan melalui transfer dari rekening pihak  ketign
dan/atau melalui kanal pembayuran secara online yang
disedinkan olch penyedia jasa pembayaran [PJP) dan
lembaga keuangan bank dan nonbank.

Pembaywran sccara online berups mekanisme Electronic
Transaction Process (ETP) antara lain:

1)  Agen banking,

2}  Mobile/phone banking

3) Car banking

4) Anjungan Tunai Mandiri (ATM)




5] Internet banking
6) ORIS/Barcode
7) Tapping
) Eloctronic Data Capture (EDC)
9) Cash Management System [CMS)
1) Transaksi berbass elektronik lainnya.
d. Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan
Bank dalam rangka akuntabilitas penerimaan

pendapatan.

4. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan  Pembantu
n-:hhuhanptnyﬂnrmptrmrrﬁmnpnldnpulln

Penyetoran penerimasn pendapatan dilakukan secara tunai

dan non tunai, dengan cara:

a.  Menerbitkan surat tanda setoran (STS] atau buktl lain
yang sah, untuk penyctoran secars  wnai,  lalu
mendokumentasikan sural tanda setoran (STS) dalam
Register STS.

b, Mendokumentasikan bukti notifikasi/nota kredit/ media

menyetorkan penerimann yang diterima secara tunal ke RKUD
paling lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis
daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, trunsportasi, dan
lminnya vang diatur dalam Peraturan Bupati . Sedangkan
unnltpmwﬁmnnnprndwpll:n]mgmkmﬂlluirﬂ:ming
Bendahara Penerimaan/Bendahars Penerimaan Pembantu,
Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembsantu
wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan tersebut ke
rekening RKUD paling lambat dalam waktu | (saio) hari

LLH




Penerimaan / Bendaharn Penermmmaan Pernbantu, dianggap sah
setelah Kuansa BUD menerima notihkasi/nota kredit/ medioa

clektronik lamnya

# Penyetoran pencrimaan pendapatan daerah dari Bendahara (

L F]




BAB IV .8
SISTEM DAN PROSEDUR
PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

A.

H.

KERANGKA REGULASI

|. Peraturan Pemcrintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 139

Pedoman Teknis Pengelolsan Keuangan Dacruh (Lampiran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

| 3. Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengrlolaan Keuangan Dacrah

DESKRIPS| PROSEDUR

Dalam penatausahaan pendapatan dacrah, Bendahara

Penernimaan/ Bendahara Penenmaan Pembantu harus melakukan

pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan dacrah

yang menjedi kewenangannyas.

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur,

antara bon:

1. Pembukusn atas pendapatan yang diterima secarn tunal

2. Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalai  rekening
bendahara penerimaan

3. Pembukuan atas pendapetan yang diterima melalul Kas Umum
Daerah

Pembulkuan yang dilakukan cich Bendahars Pencrimaan/ Bendaharn

Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta

PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pembubuan bendahar penermann
adalah sebagni berikut:

iz
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1. Bendaharas Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
i. Mencatat penenmaasn dan penyrioran  pendapatan  secara
munai, non tunai dan jugs RKUD
b. Mencatal baik sccars clekironik maupun manuasl pada buku
register 8TS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan

D. LANGKAH TEENIS PELAKSANAAN

l. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
membukukan pendapatan vang diterima secara tunai
o Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencalal penenmaan pendapatan secara lunad berdasarkan
Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi

* Bendahara Penenmaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatal penyetorun pendapatan secara tunai ke REUD pada
Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran,
2. Bemdaharn  Penerimaoan /Bendaharn Penerimaan Pernbantu
membukukan pendapatan yang diterima melalui  rekening
bendahara penerimaan
s Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat PeneTIm@aan di rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimasn Pembantu secara non
tunai berdasarkan bukti penerimasn (nota  kredit  ataw
notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada
Buku Kas Umum |(BEU) d¢i sisi penerimaan sesusi dengan kode
rekening pendapatin.

* Bendahara Penerimaan/Bendahara Penenmaan  Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan  sccara non funad

103




[pemindahbukuan) ke REUD pada Buku Kas Umum [BEU) di
fsasi pengeluaran

3. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
membukukan pendapaten yang diterima melalus Kas Umum
Daerah

Bendaharm Penerimann/Bendahara Penerimaan  Pembantu
mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan
jnoia kredit atou notifikas: perbankan lainnva) yang sudah
divalidasi pada Buku Kas Umum [BKU) di sisi penerimaan dan
di sisi pengeluaran sesua dengan kode rekening pendapatan.
Untuk seluruh pembukuan, Bendahara
Penerimann / Bendahars Penerimaan Pembaniu mencatat biik
secara elekronik maupun manual pada buku register 8TS dan
disahkan oleh PA/KPA sctiap bulan.

Buku Pembantu, anters lain buku kes tunai dan buku
bank

Dulam meclakulkan pembukuan  tersebut, bendahara

penerimaan mengeunakan  dokumen-dokumen  lertentu

sehagal dasar pencatatan, antara lain:

6. Tanda Bukti Penerimaan

b,  Sural Tanda Sctoran

¢, Nota Kredit Bank

d. Bukti iransaks: yang sah yang dipersamakan dengan
dokumen di atas

1=




BAB IV.9
SISTEM DAN PROSEDUR
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

A

KERANGKA REGULASI
I. Peraturan Pemcrintuh  (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang |
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 139

(2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lampiran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nemar
1 Tuhun 2022 teniang Pengelolaan Keuangan Dacrah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Scbhagai bagian dari tugas dan tanggung jewabnya, Bendahara
Penenmaan/ Bendahara Penenmaan Pembaniu harms menyvampaikan
Laporan Pertanggungawaban. Bendahara Penernmaan SKPD
beranggung  jawab secaran administratill kepasda PA dan  scocam
fungsional kepada BUD,

Bendahara memual informasi, aliran data, seria penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elekironik.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengnn proses laporsn  perianggungapwabsn
bendahara penenmaan adalah sebagai berilout:
1. Bendahara Penerimaan Pembsantu
a. Melalukan penutupan BKU
b. Menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran
¢. Menyiapkan register STS dan bukt-bukt penerimaan yang
sah dan lenghkap

ik




d. Menyampaikan BKU, Laporan Penerimaan dan Penyetoran,
dan lengkap kepoada Bendahara Penerimaan SKPD.
2. Bendahara Penerimaan
Melakukan penutupan BKU
b. Menyusun Luporan Penerimasn dan Penyetorun
€. Menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang
sah dan lengkap
d. Melakukan verifikasi, cvaluasi dan analisis kebenaran
Penerimaan Pembantu
e. Menyusun  Laporan  Peranggungjawaban — Bendahara
Penerimaan
. Menyampaikan Laporan Pertanggungiewaban Bendahara
Penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD
g Memyampatkan Laporan Pertanggunggawaban  Bendahara
Penerimann kepada PPKD selaku BUD
3. PPK SKPD
a. Melakukan verifikas: atas LPJ Bendahara Penerimaan
b. menyampaikan LPJ Bendobara Pencrimaan kepada Pengguna
Anggaran

F

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

= = =
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1. Bendahara Penerimaan Pembantu Menvusun  Laporan
Pertanggungawaban

Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penutupan BKU
setinp akhir bulan.

Bendahara Penenmaan Pembantu menyusun Laporan
Penerimean dan Penyeloran.

Bendahara Penernimaan Pembantu menyapkan register STS
dan bukti-bukti penerimann yang sah dan lenghap.
Bendahara Penerimaan Pembaniu menyampaikan BKU,
Laporan Penenmann dan Penyeloran, dilampin  dengan
Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap
kepada Bendahars PFrnenmann SKPD, paling ksmbat wnggal 5
bulan berikutnya

Bendahara Penerimaan Menyusun Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Penerimaan melakukan penutupan BKU setiap
akhir bulan.

Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan
Penyetoran.

Bendahara Penerimaan menylapkan register STS dan bukti-
bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.
Bendahara Penerimasn menerima pertanggungjawaban yang
dilnmi olch Bendahara Penerimaan Pembantu pabng lambat
tanggal 5 bulan berikutnya,

anahsis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan
nlch Bendahara Penernimaan Pembaniu.

Bendahara Penerimaan menggLnakan data
pertanggungawaban Bendahama Penerimaan Pembanta yang
telah  diverifikasi dalam proses pembustan  Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan yang merupakan

gabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Prmbantu.

T




Bendahara Penerimaan memperianggungiawabkan
pengelolaan uang yang menadi tanggung jewabnya sccam
mdministratil kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKFD
paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnyi

3. Bendahara Penerimaan menyampakan LPJ Administratil

Bendahara Penenmaan menvampsaiksan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna
Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:

BKU

Laporan Penerimaan dan Penyctoran

Register STS

Bukli penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah
Pertanggungawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

o pp gD

4. PPK-SKPD melakuban verifikas atas LPJ Bendahara Penerimaan

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara
a. Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda  bukti
penenmaannyda yvang  terdokumentasikan  dalam  buku
atau lmporan teriont
b. Mencliti tunsaksi penyetoran beserta tanda  bukt
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait
¢ Melakukun analisis kesesuajan dan kepatuhan terhadap
proses penertmaan pendapatan dan penyctorannya
PPK-SKPD memints perbaikan kepada Bendahara Penerimaan,
Jika menemukan ketidaksesualan dan/atau ketdaklengkapan,
PPK-SKPD menyatakan tanggung jawab verifikasi dan
menyampaikan LPJ Bendshara Pencrimaan kepada Pengguna
Anggaran, setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan
Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ
Bendahara Penerimaan yvang telah diverifikas:

5. Bendahara Penerimann menyampaikan LPJ Fungsional

LOH
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¢ Bendahara Penerimaan setelah menerima  notifikasi
PErseTUjumn (mpproval), menyampaikan Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan kepads PPKD
selaku BUD
« PPKD sclaku BUD melakukan proses verifikasi dan
. ilisasi :

fr




BAB IV.10
SISTEM DAN PROSEDUR
REKONSILIAS]I PENERIMAAN

A. KERANGKA REGULASI
1. Poraturan Pemerintsh (PP) Nomor 12 Tahun 2019 lentang |

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 139

.

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrih [Lampiran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan '

T

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolasan Keuangan Daerah

B. DESKRIPS] PROSEDUR
Dalam rangks verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban,
PPRD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penenimasn secara penodik
yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.
Verifikasi dian rekonsiliasi yung dilakukan olch PPED scluku BUD
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan  penyajian
dokumen yang dilakukan secarn cicktronic

C. PIHAK TERKAIT
schagal berikut:
1. PPKD selaku BUD
a. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan t
pertanggungawatsn fungsonal
b. melakukan rekonsilias: penerimaan secara perindik
d. membuat analsis deskriptif terkait capalan realisasi
PCOCTITRAN

LAY




D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

PPED melakukan verifikas: LPJ
e PKD sclaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
atas laporan pertanggungiawaban fungsional meliputi:
A kesesuaian perintungan Atas laporan
pertanggungiawaban penerimaan
b evaluasi kescsuaian realisasi dengan targel penerimaan
¢, analiss capaian realisasi penerimaan
= PPED scluku BUD meminta perbaikan kepads Bendahar
Penerimaan SKPD, jika menemukan ketidsksesuaian
dan/atau ketidaklenglapan
2. PPED melakukan Rekonsiliasi Penerimasan
=  PPKD sclaku BUD melakukan rekonsikasi penerimaan dengan
mengidentifikasi  transaksi-transaksi  pendapatan  yang
dilerima olch BUD tetaph tidak tercatat olch buku Bendahara
Penernimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu.
4. PPKD Menyiapkan Laporun Realisasi Pendapatan
= PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan
dengan menampmlkan data setiap bulan dan membuat analisis
deskriptil terkait capaian realisasi penerimaan.

1




BAB V.11
SISTEM DAN PROSEDUR
PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

A, KERANGKA REGULASI
1. Peraturan Pemerintah (P Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 140

(3. Pestorsn Meaterl Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 3030 teniang
Pedoman Teknis Pengelolaan Kevangan Daerah (Lampiran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

3, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolann Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daecrsh dan atag

restitusi  daerah, Pemerintah Usermh menetapkan Surat Ketriapan

Lebih Bayar (SKLB) sebagm dasar pengembalian kelebihan penerimaan

pendapatan dacrah.

Unsur penycbab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:

1. kesalahan yang diknrenakan kesalnhan penulisan; atau

2. adanya keberatan yang oleh pihak ketipa alas sural penetapan
yvang sudah disampailan

Ketentuan untuk pengembalian kelebithan pencrimaan adalah sebagai

beriloun:

l. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada whun yang sama maupun tabun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
a. penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setap

tahun; dan
b. objek penerimaan daerah vang sama.

E¥




2. Pengembalian alas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
tidak berulang yang tenadi dalam tahun yang sama dilakukan
dengan membebankan pada rekening penerimaan  vang
bersangkutan.

3. Pengembaban atas kelebihan Penerimaan Daecrah yang sifatnyn
tidak berulung yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Penatnusahaan pembayaran atas kelehihan penenmaan pendapatan

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secar elekimomk

C. PIHAK TERKAIT
Pihak yang terkait dengan proses penatausahaan pembayaran atas
kelebihan pendapatan adalah sebagai berikut:
1. HBHendahara Penerimaan
a. melakukan verifikasi terhadap informasi atau permohonan
pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah
b. menyiapkan SKLB
2. PPKD
a. mengesahkan dan menerbitkan SKLB
4. Pengguna Anggaran
a. menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian
kelebihan penerimaan pajak dacrah/ retribusi dacrah
4. Bendahara Umum Daerah
a. menerbitkan Sural Perintah Pembayaran [SP2)

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
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1.

PPKD Menerbitkan Sural Ketetapan Lebih Bayar (SKLB)

PA sesual dengan kewenangannya melakukan proses verifikasa

dan validasi, berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga

atas kelebihan pembayaran, yang dimaksudkan untuk:

. Memastikan keabsahan bukt yang dijadikan dasar
pengajuan.

b.  Memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian

Bendahara Penerimasan menerima  informasi  kelebihan atas

penerimaian pendapstan dacrah. Informasi kelebihan atas

penenmaan dacrah dapat berupa:

Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

Rekomendasi APIP,

Rekomendasi BPK-RI;

Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah

tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau

e Informasi lainnyas yang dipersamakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Bendshara Penenmaan  melakukan  verifikasi  terhadap

informasi  atau  permohonan  pengembalian  kelebihan

pencrimaan pendapuatan daerah.

Bendahara Penerimaan menympkan SKLB (Surat Ketetapan

Lebih Bayar).

PPED mengesahkan dan menerbitkan SKLB sesual dengan

pemturan perundang undangan,

= N LA

Pengguna Anggaran menerbitkan sural permohonan pembayaran
pengembalian  kelcbihan penenmaan  pajak  daerah/ retnbusi
dacrah

Bendahara Penerimasn  SKPD/SKPKD mclakukan  koreks)

pada rekening penerimaan yang bersangkuian, berdasarkan

Penerimaan Daerah:

a. yang sifatnys berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun scbelumnya.

L4




b. vyang sifatnya tdak berulang yvang terjadi dalam tahun
VRNg sarma,
Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD memproses pengojuian
LS penpembalian slas kelebthan pendapatan dacrah dan
membebankannya pada rekening belanja tidak terduga.
didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
(SEKPDLE), Surat Ketetapan Retnbusi Dacrah Lelnh Bayar
(SKRDLB) atau dokumen lginnya yang dipersamakan untuk
pendapatan selain pampk dacrah dan retribus: dacrah
Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLE
atau dokumen lamnya yang dipersamakan untuk pendspatan
sclam pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat
pajak daerah/retribus: daerah kepada BUD.

d.  BUD menerbitikan Surat Perintah Pembayaran (SP2)

BUD menerbitkan Surat Perintalh Pembayaran [SP2) untuk
pengembalian kelelwhan penerimaan pasjak dacrah ) retribus
daerah, berdasarkan surat permohonan pembayaran
kelebihan penerimaan pajak dacrah/retribusi dacrah  dari
Pengguna Anggaran,

Bendahara Penerimasan  SKPD  melakukan  penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan
dacmh dimaksud melalui koreksi  kesalahan  pencatatan
penerimann dacrah beérdasarkan SP2 pengembalian  atas
kelehihan penerimaan daerah yang sifatnyas berulang dan
Bendaharn  Pengeluaran SKPKD  melakukan  penyesusian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan
daeruh dimaksud yang dibebankan pada BTT berdasarkan SP2
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya

La




BABIV.12
SISTEM DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

1. Peraturan Pemerintah (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang |

KERANGKA REGULASI]

Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 141, Pasal 150 dan Pasal 151

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah [Lampiran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengrelolann Keuangan Dacrah

PSI PROSEDUR

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum mncangan Peraturan Dacrah  tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas
tersebul i ates  ldak termasuk  pengeluarun  kesdaan  darurmt
dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan. Sctiap pengoluaran harus didukung bukn yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh aleh pihak yang
menagih.

Pembayaran belanjo secara sekaligun kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terichib
dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota
Pelaksanaan belanja memuat mformasi, aliran data, serta penggunasan

PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan dan penatausahaan
belanja adalah sebagal berikur:

i




1. PPTIK
n. menywapkan NPD
b, menyampaikan NPD kepada PA/KPA
c. melaksanakan belanjs
d. menyusun rekapitulasi belanja

2. PAJEPA
a. memberikan PerselLjuan terhacdap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahar

Pengeluaran  Bendahara Pengeluaran Pembantu
3. Bendaharn Pengeluaran ) Bendahara Pengeluaran Pembantu

1. PPTK Mengajukan Uang Panjar

* Dalam proses belama menggunalmn UP, Bendahors
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluarun  Pembantu  dapat
melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada
penyedin barang/jass atau melalui pembernan uang panjar
teriebih dahulu kepads PPTK.

= PPTK menghitung kebutuhan uang panjar vang berdasarkan
rencana pelaksanann sub kegiatan dan DPA SKPD.

= PPTK menyiapkan & menyampaikan NPD kepada PA/KPA
untuk mendapatkan persetujuan.

1iT




PA/KPA memberikan persctujuan terhadap NPD  dan
menyampakannya kepada Bendahara
Pengeluaran f Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bendahara Pengeluamin/Bendahara Pengeluaran  Pembantu
mencairkan uang panjar sebesar yang lercantum sccara non
tunai melalui pemindshbukuan dari rekening  Bendahars
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
PPTK, berdasarkan NPD yang iclah mendapat persetujuan
PA/KPA.

PPTK Melakukan Helanja dengan Uang Panjar

PPTK melakukan belanja scbagai pelaksansan sub kegistan
yang dikelolanys, sctelah menerima uang pangar. Pada saat
pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan
bukti belanja yang sah schagai syvarat keabsahan belanja
secara materiil.

PPTR menyusun rekapitulas belanjn yang menggunakan uang
panjar sampal dengan batas vang telah ditentukan atau
pelaksanaan sub kegatan telah sclesai, dilampin dengan
bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk divenfikas: dan sebapga: bahan
pertanggungjawaban belanja.

Bendahara Pengelusran melakukan pembayaran kekurangsan
pembayaran scecara non tunal melalo pemindahbukuan dan
verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kekurangan
pembimyaran alas uang panjar yang diberikan.

PPTK melakukan pengembalian kelebihan uang panjar sccara
non tunai melalui pemindshbukuan dan rekening PPTK ke
rekening Bendahara Pengeluaran, jika hasil verifiknsi atas
reknpitulasi belanga terdapat kelebihan cang pangar.

PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas
penggunaan unng pamar yang diterima dan Bendohara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembaniu
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PPTK Melakukan Belanjs Tanpa Uang Panjar

PPTK melakukan belanja schagai pelaksanaan sub kegiatan
yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan
pihak peoyedia barang)jasa, atas belanja yang dilakukan,
PPTK diwajiblan untuk mendapatkan bukti belanja vang sah
schagni syaral keabsahan belanja secars materiil.

PPTE menyiapkan NPD berdasarkan bukti-bukti belanja vang
sah.

PPTKE menyampaikan NPD  kepada PA/KPA  untuk
mendapatkan persetugjuan.

PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikan  kepada Bendahara  Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Pada sant bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja
disertai dengan bulkti-bukti yang sah kepada Bendahara
Pengreiuamn /Bendahara  Pengeluamn Pembantu untuk
diverifikasi

Bendahara pengeluaran/bendahara  pengeluaran  pembantu
melakukan Verifikasi Belanja

Bendahara pengelusran/bendahara  pengelusran  pembantu

melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebugai berikout:

a Mencliti dokumen DPA untuk memastikan babwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.

b,  Mencliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan.

©. Menehti kesibsahan brusketi belanga termasuk
bukti/ pernyataan atas pencatatan  pendafiaran BMD,

d.  Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam bukti transaksi.

Bendahora Pengeluaran akan meminta PPTK untuk

melakukan perbaikan atau  penyempumnaan, apabila

11w
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5,

verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ
Penggunaan UP.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  pembantu
melaksanakan pembayvaran

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu

miclaksanakon pembsayaran setelah:

a. meneliti  kelengkapan dokumen pembayaran yang
diterbitkan olch PA/KPA beserta buli transaksanya;

b, menguji kebenaran perhitungan tagihan yung tercantum
dalam dokumen pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersanghkutan

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penpeluaran  Pembaniu

wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila

persyaratan tidak dipenuhi.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melnkukan proses pembayaran langsung sccars tunai/ non

tunai, berdasarkan NPD, rekapitulasi belanja, dan bukti-bukt

pemindahbukuan dari rekening Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening

pihak penyedia barang/jasa.

Bendahara Pengelusran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

bertanggung jawab sccara pribadi atas pembayvaran yang

dilaksanakannyn.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembaniu

schagni wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak

lminnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan

pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara




BAB IV.13
SISTEM DAN PROSEDUR
UANG PERSEDIAAN

A. KERANGKA REGULASI
l. Peraturan Pemerintah t_FFp Nomor 12 Tahun 2019 entang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal |

W T T e T e

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah [Lampiran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

h- —rm

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 entang Penpelolaan Keuangan Dacrah

B. DESKRIPSI PROSEDUR
Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebur UP)
ditetapkan satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran
dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kepiatan yang dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran SKPD

C. PIHAK TERKAIT
Fihak yang lerkait dengan proses penetapan uang persediman adalah
scbagai berikut:
1. Pengguna Anggaran
a. Melakukan perhitungan besaran rencana belanja dengan LS
menggunakan UP
b, Mengusulkan rencana UP ke BUD
2. Bendahara Umum Daerah (BUD)
a Menghitung besaran UP berdasarkan usulan  rencana
perhtitungan belanja dari PA dan ketersediaan kas di RKEUD
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3. Bupat
a. Menctapkan besaran Uang Persedisan (UF

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

Pengguna Anggaran Mengusulkan Uang Persediaan

o  Melakukan perhitungan besaran rencana belanjs dengan LS
dan menentukan kescluruhan rencana belanja yang akan
menggunaknn Usang Persediaan

*  Mengusulkan Uang Persediaan kepada BUD

2. BUD Menghitung Besaran UP

* Besaran UP dihitung dengan membag total belanja UP dengan

frebuensi penigguan LPJ UP, dengan rnumus scbagsn benkut:

Desaran UP =
Proyeksi frekusns pengajuan LP) UP dolewn e tafurn

Keterangan:

a Menentukan bessran rencana belanm dengan LS, yang
merupakan penjuminhan antara besaran L8 dar belanja
operisi, belanja modal. belanja tak terdugs, dan belanja
transfer.

b.  Menentukan kescluruhan rencana belunjs vang akan
menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan
total belanja berdasarkan DPA SKPD dengan  jumiah
besaran belanji LS yang sudah dihitung,

c. Meclakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara
melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikas
dan/atau pengaluman whun-tahun schelumnya.

e  Besaran UP dihitung dengan menetapkan batas maksimal nilai

UP yang dilentukan berdasarkan pagu anggaran SKPD,
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schagaimana digambarkan dalam contoh di bawah ini ([angka
hanya sebagat ilustras)
.  maksimal Rp.50.000.000 untuk Pagu DPA SKPD sampai

dengan Rp.500.000.000.

makeimal Rp. 75.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas
Rp.500.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000.
maksimal Rp.100.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas
Rp. 1.000.000.000,

J. Bupati menctapkan besaran UP
* HBesaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan
KEeputusan Bupati tentang besaran UP  berdasarkan
perhitungan besaran UP yang dilskukan olch BUD,
berdasarkan pertimbangan:
a. Ketersediaon kas i RKUD.

b.

Rencana pembayaran belanjn dengan menggunakan
mekanisme LS.

Besaran UP merupakan besarmn belanja yang
Dengan demikian, penghitungan besaran UP didahului
belanja vang akan menggunakan LS.

Besarmn anggaran SKPD

Besaran UP dapal juga dihitung berdasarkan proporsi
tertentu dan  keseluruhan  anggaran  belanja  yang
ditetapkan pada DPA-SKPD
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BAB IV.14
SISTEM DAN PROSEDUR
FELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (FF) Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal |

T———— i a————— SN N

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tcntang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Decrah (Lampiran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 lenang Pengelolasn Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Pelimpahan Uang Persediasn (untuk selanjutnya disingkal Pelimpahan
UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengelusran ontuk
Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpabhan UP inl bertujuan
untuk memperlancar proses  pelaksanaan kegiitan pada  SKPD,
khususnya vang dikelola oleh Kuasa Pengguna Angearan,

Proses pelimpahan UP didasarkan pads perencanasan intcrnal SKPD
dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA),
Aass persctujuan PA terscbut, Bendaharn Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan scbagian UP yung dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit
SKPD, vang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Pengeluaran ke rehening Bendahars Peogeluaran
Pembaniu.

Pelimpuban UP digunakan untuk membianvai belanja-belanja yang
dilakukan olch Bendahara Pengeluaran Pembantu di Tuar LS maupun
TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentzan yang
mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang
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untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan S8PP-LS dan

SPP-TU.

PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pelimpahan uang persedman adalah
scbagai berilout:
1. Pengguna Anggaran

Menetapkan besaran Pelimpahan Uang Persediaan [UP)

2. Bendahara Pengeluarn
a. mengajukan permohonan pelimpahan UP kepada Pengguna

b.

EI

Anggaran

melimpahkan UP ke rekening Bendahars Pengeluaran
Pembaniu

mencatal pelimpahan UP

3. Bendohara Pengeluaran Pembaniu

mencatal pelmpahan UP

b mengajukan permintaan pelmpahan UP

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Pengguns Anggaran menclapksn besaran pelimpahan UP

Brndahara Pengeluoman Pembantu mengajulean  permohonan
pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa
Pengguna Anggaran.

Bendahara Pengehunran mengusulkan besaran pelimpahan UP
kepada Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP,
yung dituangkan dalam surat keputusan PA tentang besaran
pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembaniu
dengan mempertimbangkan usul Bendahara Pengeluaran.
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Besarnya jumlah wuwang yang dilimpahkan tersebut
memperhitungkan besamya kegiatan yang dikelols oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelaksanann kegiatan,

2. Bemdahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu

Bendahara Peageluamn  melimpahkan UP ke rekening
Bendahara Pengeluaran Pembaniu, berdasarkan besaran
pehmpahan UP yang ditctapkan olch Pengguna Anggaran
Bendashara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab alas
penggunaan UP  yvang diimpahkan oleh  Bendahara
Pengeluaran. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang
bersangkutan telah sclesal dilaksanakan

Bendaharn Pengeluarnn  dan Bendahara  Pengeluamn
Pembaniu melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebui
pada buku-buku terkmi.

Bendahara Pengeluaran Pembantu menvetorkan secara non
tunal melalui pemmdabbukuan dan  rekenng  Bendahara
Pengeluaran Pembaniu ke rekening Bendahara Pengeluaran
apabila terdapat siss cang persedisan yang dilimpahkan.
Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permintaan
pelimpabhan UP berikutnya kepadas Bendahara Pengeluran
sebesar pelimpahan UP yang terpakal disertai bukt-bukti
rransaks

1.ith
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BAB IV.15
SISTEM DAN PROSEDUR
PERMINTAAN PEMBAYARAN

A

B.

KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemermtah (PP Nomor 12 Tabun 2019 wniang
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 142 sampai dengan Pasal 146

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Decrah [Lampuran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

I Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

DESKRIPSI PROSEDUR

Permintaan Pembavaran dilakukan aleh Bendahara

Pengeluarsn/ Bendaharm Prngeluaran Pembantu sehagm proses awal

pembayuran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus

schagni proses pembehanan rekening Belanja.

Bendaham Pengelusran/Bendahara Pengeluaran Pembantu:

1. Mengajukan 3PP kepada PA melahn PPK SKPD) berdasarkan SPD
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

2. Mengajukan SPP kepads KPA berdasarkan pertimbangan besaran
SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pemnmbantu
melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

3. Mengajukan SPP kepods KPA berdasarkan pertimbangan besaran
angegaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran
pembaniu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen Liin
yang dipersamakan dengan SPD,

SPP yang diajukan olch Bendahara Pengeluaran terdin atas SPP UP,

SPP GU, 8PP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan

olch Bendahara Pengeluaran Pembantu terdin awss SPP TU dan SPP LS
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Proses permintaan pembayaran memual informasi, aliran data, sera
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

C. PIHAK TERKAIT
Pihak yang terkait dengan proses permintasn pembayaran adalah
sehagni berilout:
1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembsantu
a. menyiapkan SPP-UP/GU/TU/LS
b. mengajukun SPP-UP/GU/TUJLS kepada Pengguna Anpggaran
melalui PPK-SKPD
c. memverifikasi rencana belanja gaji dan turgangan
2. PPIXK
a. menylapkan rncian rencana penggunaan dana TU
b. menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PA
c. menympkan rekapitulasi deftar gaji dan tunjangan

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

Bendahara Pengeluaran Mengajukan Permintaan Pembayaran UP {

* Bendeshara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan
besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati dan
discrtai dengan pernyataan pengguna anggaran bahwa uang
persediaan akan digunakan sesual dengan peruntukannya




Bendahara Penpeluaran mengajukan permintaan pembayaran
UP tersebut kepada Pengguna Anggaman melahn PPK-SKPD
dengan melampirkan keputusan Bupati tentang besaran UP.

MK SKPD melakukan mekonsihas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran Sebelumnya di Subbid Akuntansi dan pelaporan
minimal sampa LRA [elah menginpul SPJ Gu-nihil, UYHD
dan Kontra Pos) yang di buktikan dengan berita acara

\ TR

Bendahara Pengeluaran Mengajukan Permintaan Pembayaran GU

Hendahara Pengelusmran menerbitkan SPP-GU dalam rangka
mengganti UP, besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang
dipertanggungjawabkan olch Bendahara Pengeluaran dan
dinjukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 60%
lenam puluh persen).

Besaran SPP-GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang
telah diverifikasi olch bendahars pengeluaran dan  tidak
melebihi besaran UP.

Bendahara Pengeluarsn mengajukan SPP-GU  kepada PA
melalui PPK-SKPD, Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

a. Ringkasan SPP-(GU;

b. Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai
. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP
Untuk pengajuan Ganti Uang Pertama (GU 1), PPK SKPD
melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan [LRA, LO, Neraca,
LPE dan Calk) Tahunm Anggaran sebelummya di | Subbed
Akuntansi dan pelaporan, yang dibuktikan dengan berita
acara rekonsiliasi.

Untuk pengajuan Ganti Uang selanjutnva, PPK SKPD
pengembalian Belanja dan saldo akhir Per periode penarikan
GU, di Subbid Akunians:i dan pelaporan, yang dibuktikan
dengan berita acara rekonailiasi.
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e Berdasarkan buku-buku transaksi belanja penggunaan UP
yang disampaikan oleh PPTK, Bendasharm Pengeluammn
menyiapkan:

a.  LPJ Penggunaan UP disertail dengan bukti-bukt transaksi
yang lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan
terkait.

b.  Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam
SPP-GU.

3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Mengajukan Permintaan Pembayaran TU

* Pengajuan Permintagn Belanja TU:

a. PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja vang akan
didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-
SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana
terscbut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan
belanga TU, yaitu:

1) Kegiatan yang bersifat mendesak;
2] Tiudak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-
UP/GU.

L. PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU
scbagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang
TU.

c.  PPTK menyampaikan Dafiar Rincian Rencana Belanja TU
kepada PA untuk mendapatkan persetujuan.

d. PA memberikan persctujuan Dafiar Rincian Rencans
Belanja TU kepoda PPEKD.

€. PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian
permintaan belanja TU berdasarkan nincian kebutuhan
dan wakiu penggunaan dengan keieniusn  rencana
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nncian belanja TU diatas 200 juta rupiah diketahui aleh
knordinator pengelolaan kuangan dacrah
* Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

a.  Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU
dari PPTK atau pihak terkait lainmya scbagai dasar
pengajuan permintaan pembayaran TU.

b. Bendahara Pengelunrun / Bendaharn Pengehuaran
Pembantu meneliti rencana belanja TU denpgan langkah
scbagal berikut:

1] Menchtt dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran,

2} Menehiti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanja terkait (clah disediakan;

d] Meneliti  perhitungan  pengajuan TU  dan/atau
dokumen yang mendasannya;

c. Bendahara Pengelunran / Bendahars Pengeluaran
Pembantu  menylapkan permintaan TU  yang
didokumentasikan dalam SPP-TU yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-TU.
2} Rincian belanja vang diajukan TU-nya sampai
dengan sub nnaan olbyek

d. Bendahara Pengehuaran f Bendahara Pengeluaran
Pembanitu mengajukan | porsetujuan | permintaan
pembaysrun TU tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-
SKPD.

. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu)
bulan, Bendahara Pengeluaran/Bendahars  Pengeluaran
Pembantu menyetorkan sisa TU ke Rekening Kas Umum
Daerah. Ketentuan batas wakiu penyriorsn sisa TU
dikecualikan unuk:

) Kegiaian yang pelaksanaannya melebiln 1 (satu)
bulan; dan/atau
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2]

Kegiatan vang mengalami perubahan jadwal darn
yang telah ditetapkan sebelumnya alabat penstiwa di
luar kendali PA/ KPA.

4. Bendahara Pengeluaran Mengajukan Permintaan Pembayaran LS
Gaji dan Tunjangan
= PPTK menyiapkan rekapitulasi dafltar gaj dan tunjangan
sehagal dokumen Pengajuan permintaan pembayaran LS Gaj
dan Tunjangan.
» Rekapliulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:
Dafiar perubahan data pegawin yang ditandatangam oleh
pejabal sesual kewenangan;
Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai
yang telah dilegalisesi oleh pejbat yang berwenang
meliputi;

b.

LeEJgyeuly

104
11)
12)
13)
14
15

16)
17}

REJT leTUSEn;

SK CPNS;

SK PNS,

SK kenaikan panghkat;

SK jabatan;

kenaikan gajl berkala;

sural pernyataan pelantikan;

surat pernyatann melaksanakan tugas;
daftar keluargs (KP4),

fotokom surat nikah;

fotokops akic kelahiran;

surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)
gAli;

surat keterangan masih sckolah /kuliah;
sural pindah: dan

133




18) surat kematian; Kelengkapan dokumen di atas
disesumkan dengan peruntukannya.

Berdasarkan rekapitulasi daftar gajl dan ftunjangan dan
dokumen pendukung, Bendahars Pengeluaran memverifikas)

Limira

a.

c

Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
gaji dan tunjangan yang akan disjukan tidak melebihi
Sisd anggara,

Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan
telah disediakan,

Mencliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

menyiapkan pengajuan permintaan pembavaran LS Gaji dan

Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan

Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA

melalm PPK-SKPL.

5. Bendahara Pengeluaran Mengajukan Permintaan Pembayaran LS
Pengadusn Barang dan Jasa

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

berita acara kemajuan pekerjaan;

berita acara serah terima barang dan jasa;

berita acara pembayaran;

Kwitansi bermaterai, Nota/Faktur yang telah di
tandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh
PA/KEPA;
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.

Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesalan
pekerjaan:

surat jaminan bank;

sural referensi/ keterangan banks;

jaminan pembavaran dari bank yang sama dengan bank
REUTY,

surat pernyataan kKesanggupan dari pihak lain/rekanan
untuk menyclesmikan pelkerjaan semius persen  sumpad
dengan berakhir masa kontrak;

dokumen lain vang dipersymratkan untuk  kontrak-
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya
bersumber dori penerusan pinjaman fhibah luar negeri.
Kelengkapan dokumen pengadaan df atas disesuaikan
dengan kebutuhan berdasarkan  jeris  atau sifo
pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa
dengan langkah antara lain:

il

Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja pengadaan barang dan jasa vang akan
diajukan telah disediakan;

Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
pengadaan barang dan jasa yang akan dmjukan tidak
melebihi sisa anggaran;

Meneliti  kelenghapan dan validilas perhilungan  atas
tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST),

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran/Bendabara Pengelusran Pembaniu  menymapkan
pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan
Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS  Pengadaan
Barang dan .lasa.
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Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan  persctujuan  permintagn  pembayarmn LS
Pengadaan Barang dan Jasa wvang dilampirn dengan
kelengkapan persyaralan yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PAJKPA
mclalui PPEK-SKPD/ PPK-unit SKPD, paling lambal 3 (tiga) han
sejak diterimanya tagihan dan pihak ketipa melahn PPTK.
Pihak ketiga berkewnjiban untuk menyampaikan kode o billing
untuk pembayaran atau penyeloran pajak secara eclektronik
kepads PPTK

6. Bendahara Pengeluaran Mengajukan Permintaan Pembayaran LS
Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan SPP-LS Kepada Pihak Ketigs Lainnya dengan

mengacu kepada Keputusan Bupat dan dokumen pendukung

lainnyu, antarn lam untuk pembayaran:

hibah berupa uang

hantuan sosial berupa wang

bantuan keuangan;

submsidi;

bagi hasil

penerimaan  vang  terjadi  pada  tahun  anggaran

sebelumnya;

®  pembayarun kewajiban pemda atas putusan pengadilan,
dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendas: BPK.

Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketign lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung

berdasarkan  keputusan Bupati dan/atau  dokumen

pendukung lainnys yang tclah diverifikasi oleh bendahara

pengeluaran.

Hendahara Pengeluarun /Bendaham  Pengeluaran  Pembanitu

memverifikasi rencana pembayaran kepada pmhak ketiga
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lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan

perundangundangan dengan langkah antama lamn:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
pembayaran kepada Pihak Ketipa lainnva sesuai dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan yang akan

b. Menecliti dokumen SPD terkail untuk memastkan dana
untuk pembaysran kepada Pihak Ketign lminnya sesuas
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yvang
akan diajukan telah disediakan;

¢.  Meneliti kelengkapan dan wvaliditas  perhitungan
berdasarkan  keputusan Bupati  danfstou  dokumen
pendukung lainnya.

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan

Permintann LS  kepadan Pihak Ketigs lsinnya  yang

didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnyns.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran  Pembaniu

mengnjukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak

ketign lainnya kepada PASKPA melalui PPEKSKPD/ PPK-Unit

SKPD, disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai dengan

peraturan  perundang-undangan. Pengajuan Permintaan

Pembayaran LS i didokumentasikan dalam SPP-LS yang

terdiri atas:

a. HRingkasan SPP-LS.

b. Rincian belanja yang disjukan pembayarannya sampai
dengan sub nnoaan obyek

¢. Lampiran lain sesuai dengan kentuan peraturan
perundang-undangan
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BAB IV.16
SISTEM DAN PROSEDUR
PFERINTAH MEMBAYAR

A, KERANGKA REGULASI

. Peraturan Pemcrintah (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 147 dan Pasal 148

2, Peraturan Menteri Dalam Hl.'r:n eri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Decrah (Lampian), Bab WV -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

| 3. Permturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah

B. DESKRIFS] PROSEDUR
Perintah membayvar adalah kewenangan wyvang dimiliki Pengguna
Angparan/Kuasa Pengeuna Anggaman uniuk belanja yang elab
dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan
pengakuan belanja tersebut,
didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPE-SKPD/PPK-
Unit SKPD, selckah sebelumnya melakukan verifikasi kelengiapan dan
kenbsahan pengajuan pembayaran. Jenis SPM terdin atas:

SPM-UP

SPM-GLU

SPM-TU

SPM-LS Gajl dan Tunjangan

SPM-LS Pengadaan Rarang dan Jasa

SPM-LS Pihak ketiga lainnya

PA/KPA dilarang mencrbitkan SPM yang membebani tahun angpgaran

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir dan dalam setiap

S

o
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penerbitan SPM, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD melakukan pencatatan
pada register SPM.
Proses perintah membayar memuat informasi, aliren data, serta
penggunasan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
PIHAK TERKAIT
Pihak yang terkait denpgan proses perintnh membayar adalah schagni
berikut:
1. PPK SEPD/PPK Unn SKPD

a. melakukan verifikasi SPP-UP/GU/TU/LS

b. menmyapkan mncangan Perntah Membayar UP/GU
2.  Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

a. menandatangaini dan menerbitkan SPM-UP/GU/TU

1. Pengguna Anggaran Menerbitkan SPM-UP

*  PPR-SKPD melakukan venikas SPP-UP yang disjukan olch
Bendahara Pengeluaran, dengan cara meneliti kesesuaian
besaran UP dengan SK Bupati

* Dalam hal hasil verifikasi dinyotakan sesusi, PPK-SKPD
menyiapkan mncangan  Perintah Membayar UP yang
didolkumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani L
olch Pengguna Anggaran.

* PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2
(dun) har sepk proses verifikasi dinyatakan kengkap dan sah,
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilenghkaps:

a.  Burat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

b, Sural Permyataan Venfikas PPK-SKPD.
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2.

3.

Pengguna Anggaran Menerbitkan SPM-GU

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LR
Penggunaan UP besertn bukti-bukti transaksinya vang
diterima dan Bendahara Pengeluaran dengan Engkah berikut:
a.  Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanga terkant 1welah diwedinkan;
c. Meneliti kelengkapan dan keabsahan  bukti-bulkti
d. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU,
LPJ Penggunaan UP, dan bulti-bukti transaksinya,
PPR-5KPD meminta perbailkan dan/atau penyempumann
kepuda Bendahara Pengeluaran paling lambat | [satu) hari
srjak diterimanya SPP-GU, apabila didapatkan
ketidaklengkapan dan/atau  ketidokabsahan  dan/atau
ketidaksesuaian.
Dalam hal hasil venfikasi dinyatakan kengkap dan sah, PPK
SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang
didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangsni
oleh Pengpuna Anggaran,
Pengguna Angganran menandatangani don menerbithkan SPM-
GU paling lama 2 (dua) hari scjak proses verifikasi dinyatakan
lenghkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa
BUD, dengan dilengkapa:
& Sural Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;
b. Surat Permyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri
checklist kelengkapan dokumen; dan
c.  Surat pernyataan kelengkapan dokumen GL.

Pengguna Anggaran Menerbitknn SPM-TU

Berdasarkan pengijuEn SPP-TU aleh Bendahara

Pengelusran / Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diserta
dengan Daftar Rincion Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-
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Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai

berikut:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkail tidak melebihi sisa anggaran;

b.  Menelin dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

c. Meneliti  kelengkapan dan keabsahan persyaratan

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau

penvempurnaan kepada HBendahara Pengeluaman/Bendaham

Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 {satu) hari sejak

diterimanya SPP-TU, apabila didapatkan ketidaklengkapan

dan /atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian,

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan  sah,

PPEKSKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah

Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU

untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling

lama 2 [dua) har sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap

dan sah untuk kemudisan disampaikan kepads Kuasa BUD,

dengan dilengkapi:

n.  Surat Pernyataan Tanggung Jaowab Mutlak PA/KPA;

b. Surat Permyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
yvang dilampin checkhst kelengkapan dokumen; dan

c. Burat permyataan kelengkapan dokumen LS

4. Pengpuna Anggaran Menerbitkan SPM-LS

Berdasarkan  pengajuan SPP-LS  olch Bendshara

Pengeluaran /Bendahara Penpeluaran  Pembantu - yang

dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-

SKPD/PPK-Unit SKPD melakubkan verifikasi dengan langkah

berupa:

a  Mencliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;
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b.  Mencliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanga terkait telah disediakan;

c.  Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan  jenis
pengnjuannys  berdasarkan ketentuan | peraturan
perundangundangan sebagaimana yang tersimpan dalam
dokumentasi di sistem.

d.  Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung,

e.  Menchti kesemmunn pumlah perhilungan pengajuan L8
dengan dokumen pendukungnva

* PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan  dan/atau
penyempurnann kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (saty) hari scjak
diterimanya SPP-LS, apabila didapatkan ketidaklengkapan
dan /alsu ketdakabsahan dan/atau ketidaksesuninn.

« Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,
PPKSKPD/PPK-Unit SKPD menyinpkan pengasjuan Perintah
Membayar L8 yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS
untuk ditandatangani oleh PA/KPA

* PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling
lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinystakan lengkap
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD,
dengan dilenghapi:

a  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

b. Surst Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD
yang dilampin checklist kelengkapan dokumen.

s Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan mencrapkan ETP
yang dicetnk dan dikirim secarm online dalam h!ﬂmkﬁki\
kepada Kuasa BUD.

E. KONDIS] KHUSUS
1. Dealam hal PA/KPA berhalangan sementara, vang bersangkutan
dapat menunjuk pejabst yang  diberi wewenang  untuk
menandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.
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2, Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat vang
diberi wewenang untuk menandatangam SPM ditetapkan dengan \
Keputusan Bupati.
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BAB IV.17
SISTEM DAK PROSEDUR
PERINTAH PENCAIRAN DANA

A

KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah, Pasal 149

Pedoman Teknis Pengelolaon Keuangan Dacrah (Lampiran), Bab W -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

——= o

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
| Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah

DESKRIPSI PROSEDUR

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan
scjumish uang dari REUD bermdasarkan SPM yang diternma  dan
PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank
operasional mitra kerjanya untuk mencairken dang di RKUD dengan
tujuan pembayaran kepada pihak-pthak terkail sesuai jeris SPM yang
Proses perintah pencairan dana memual informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyvajian dokumen yang dilakukan secarn elektronik.

PIHAK TERKAIT
sebagai berileut:
1. Ruasa BUD
a. Melakukan verifikas: SPM-UP/GU/TU/LS
b. Menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumeniasikan
dalam 3P2D
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D. LANGEAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Kuasa BUD melakukan verifikasi SPM
* Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang diseriai Surat
Pernyntann Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat
Pernyvaiaan Tangeung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikoat:
a.  Menchiti dokumen DPA untuk memastikan baklwa belanga
terkait tidak melebihl sisa anggaran;

b, Mencliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

c.  Mencliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang
menjadi persyamtan pengajuan SPM;

d. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban
APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran,

e  Dalam hal tegudi ketidaksesunian donfatau ketidaklengkapan
dalam proses verifikasi terscbul, Kuasa BUD mengembalikan
dokumen SPM pualing lambat | (satu) han terhitung scjak
diterimanya SPM.

2. Kuisa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana (SP2D)

* HKuasa BUD menerbitkan Perintah Pencaimn Dana yang
didokumentasikan dalam SP2D, dalam hal proses verifikasi
dinyatakan lengkap.

* HKRuasa BUD tudak menerbitkan SP2D yang dinjukan PA
dan /atau KPA apabila:

a. Tdak dilengkapi Surst Pormyaiaan Tanggung Jawab
Mutlak PA/KPA:

b. Tdak dilengkapi Swrat Pernyataan  Verifikasi | PPK-
SKPD/PPK Unit SKPD wyang dilampiri checklist
kelenghapan dokoumen;
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d.

.

Tidak dilengkapl surat pernyataan kelengkapan dokumen
1S yang di tandatangani oleh PA/KPA:

Belanjn tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana
tidak tersedia; dan

Dokumen pendukung lainnya tidak lengkap.

Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan

memuat informasi tentang

a
b

L

Bak: Rekening vang akan dicairkan

Jumlah total dana REUD vang dicairkan

Tujusen pembayaran dan jumiah (otal tersebut yvang

terine menjadi:

I} PFihak peneruna non-pihak ketiga atau pthak ketigs
penyedia barang, jasa

2} Potongan yang bersifnl transitoris

Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD
dengan Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan
dalam Perintah Pencairan Dana tersampailan antara kedua
belah pihak dengan tetap memperhatikan keamanan digital
pada sistem masing-masing,
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BAB IV.18
SISTEM DAK PROSEDUR
PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

A, KERANGKA REGULASI
l. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 19

2. Peraturan Menteri Dalam _'Hngr:n'_ eri Nomor 77 Tnh:.m_:tﬂin"“__tmt.ng
Pedoman Teknis Pengoiolaon Keuangan Dacrah [Lampiran), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIFSI FROSEDUR
Dalam rangkas pengendalian ates pelaksanaan belanja daerah,
Bendahara Pengeluaran / Bendahars Prongeluaran Pemlwniu
menggunakan buku-buku sebags berikout:
1. Buku Kas Umum
2. Buku Pembantu Bank
4. Buku Pembantu Kas Tunm
4. Buku Pembantu Pajak
5.  Buku Pembantu Panjar
6. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja
Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antars lain: k
I, Bukt transaksi yang sah dan lengkap
2. SPPUP/GUMMUJLS
3. 8PM UP/OGU/TU/LS
4. SP2D
5. Dokumen pendukung lamnya sesomi peraturan  perundang-
undangan
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C.

Pembukuan vang dilakukan oleh Bendahiara Pengelusran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu  memuat  informasi, alman  data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proscas pembukuan bendahara pengrlusran
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembanitu

i. membukukan atas berbagai transalosi

b

menutup BEKU setiap bulan

c. membuat beriia acara pemeriksaan kas

LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1.

Bendahara Pengelusran/Bendahara Pengeluasran Pembaniu
melakukan pembukuan atas berbags transaks dilakukan

Penerimaan Unng Persediaan Bendaharu
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu membulkouk:an
penenmaan UP/GU/TU berdasarkan SP2DUP/SP2D.
GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas
Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank
i misl penernimaan sesual dengan jumlah yvang teriera pada
SP2D-UP/SP2D-GU /SPZD-TU.

Pehmpahan Uang Persedisan Pelimpahan schagian UP kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat pada BKU di sisi
pengeluaran, seris pads Buku Pembuniu Bank & sisi
pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan.
Pergeseran Uang  Persediaan Dalam  hal Bendahara
Pengeluaran/ Bendaharn Pengeluaran Pembaniu melakukan
pergeseran UP/GU/TU yang terdapal di bank ke kas tunm,
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dilakukan pencatatan pada BELU sisi pengeluaran dan

penenmaan, pada Huku Pembanty Bank di sisi pengeluaran,

dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai
dengan jumlsh UP/GU /TU vang dipeser,

Pembavaran belanja oleh Bendahara Atas pembayaran yang

dilakukan Bendahara Pengeluaran/Bendahsra Pengeluaran

Pembantu berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan

PPTK secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan

mencalal pade BEU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu

Kas Tuna/Buku Prmbantu Bank di sisi pengeluaran, dan

pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom

UP/GU/TU sejumlah nilsi belanja bruto.

Pemberian Unng Panjar Berdasarkan Nota Pencairan Dana

PA/KEPA, scrta bukti pengcluamn uang/bukti lainnya yang

sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu mencatat pemberian uang panjar schesar uang

yang dibenkan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran,

pada Buku Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku

Pembantu Panjar di sisi pengeluaran,

Perangpungjawalban Uang Panjar Berdasarkan

pertanggungiawaban yang diberikan PPTK atas penggunasan

uang panar, Bendahara Pengeluaran/Bendabhara Pengeluaran

Pembantu mencatat di BEU pada sisi pengeluaran dan di

buku pembaniu Sub Rincian Objek Belanjn pada s

pengeluaran.

.  Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar
dari PPTK, Bendahara Pengeluaran / Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatst di Buku Pembantu
Bank atau Buku Pembantu Kas Tunal pada sisi
penerimann scbesar yang dikembalikan.

b. Dalam hal terdapat kekurangan uang panjer, Bendahara
Pengeluamn/  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
membayar kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya
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mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembaniu
Kas Tunmi pada sisi pengeluaman  sehesar  yang
dibayarkan.

Belanga melalul LS Bendahara Pengeluamn/Bendahars

Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembukuan

pembayaran belanjs meialui LS dengan melakukan pencatstan

pada BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pacda
tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku Pembantu Sub

Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah

betanja brutn.

Pemungutan dan Penyetoran Pajak

a  Pada saal pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatal
pada BEU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu
Pajek di sisi penenimaan,

b Poda sant pomyciomn ke Rekening Kas  Negom,
Bendahara  Penpgeluaran/ Bendahara  Pengeluaran
Pembanm mencatat pada BKU di sisa pengeluaran, dan
Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.

2. Bendaharm Pengeluaman/Bendahara Penpeluaran Pembantu
Menutup BEKU

-

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran  Pembantu
menutup Buku Kas Umum pada setiap akhir bulan, dengan
ditandatangani  olch  Bendaharm  Pengeluaran / Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BEU

|24
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BAB IV.19

SISTEM DAN PROSEDUR

PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  BENDAHARA
PENGELUARAN

A. EKERANGEKA REGULAS]

Pengelolaan Keuangan Dacrab, Pasal 153

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Telkmis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lampuan), Bab V -
Pelaksanaan dan Penatausahaan

3. Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah

B. DESKRIFSI PROSEDUR

Bendahara Pengeluaran SeCAra administratil wajih
memperanggungjawablkan penggunann UP/OU/TU/LS kepada PA
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Brndaharm Pengeluamn Benddahorn  Pengelunmn Pembantu pads
SKPD wajlb memperiangeungoawabkan sccara [ungsional atas
pengololaan  uang yang menjadi  tanggung  jawabnya  dengan
menyampailkan LPJ pengeluaran kepada PPED paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya,

Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal

31 Desember.

Penyampaian pertanggunggaEwaban Bendahaira
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  secara fungsional
dilaksarusken sctelah diterbitkan sural pengesahan

pertanggungjawaban pengeluaran oleh PAJKPA,
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Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran
dan sank=si keterfambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban
ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Penyusunan dan penyampaian LP) Bendahara memust informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyvajian dokumen vang dilakukan
sccara cickironik.

C. PIHAK TERKAIT
Pihak yang terkait dengan proscs penyompaion  laporan
pertanggungawaban bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut:
1. Hendaham Pengeluamn Pembantu
a. menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
b. menyampaikan LR kepada Bendahara Pengeluaman
2. Bendahara Pengeluaran
a. menyiapkan L) penggunaan UP/TU
b. menyampaikan LP.) penggunaan UP/TU kepada PA melalui
PPK SKPD
c. melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu
d. menyampaikan LPJ admmstratf UP/TU kepada PA melabui
PPK SKPD
c. menyampaikan pertanggungiawaban fungsonal kepada PPRD
aelaku Kuasa BUD
3. PPK S8KFD
a. melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU
b. melakukan verifikasi terhadap LPJ administrative
c. mengajukan penandstanganan dan  persetujuan LPJ
4. PPED selaka BUD
a melakukan proses verifikasi dan  menandatangani LR
Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk persetujuan.
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. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu  Menyusun  Laporan
Pertanggungjawiban
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:

b. Penanggungjawaban — penggunaan  limpshan  UP
disampaikan kepada KPA melalui PPE-Unit SKPD berupa
LPJ limpahan UP yang dilampini bukti-bukti belanja yang
lengkap dan sah.

¢ LPJ)hmpahan UP disampmkan kepada Bendahams
Pengeluaran schbagai dasar penyusunan LPJ Bendahara
Pengeluaran.

* Pertanggungawahan penggunaan TU

6 Perianggungawsban pengpunaan TU dilskukan olch
Bendahara Pengeluaran Pembantu  setelah TU  vang
dikelolanyn  telah  habes/selesai  digunakan untuk
mendanai suatu sub kegiatan atsu telah sampai pada

b. Pertanggung@waban penggunaan TU  disampaikan
kepada KPA melabu FPR-SKFD/PPR-Unit SKPFD berupa
LPJ-TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap
dan sah.
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PE-SKPD/PPE-Unit SKPD melakukan verifiknsi terhadap
LP) penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

Lapaoran Pertanggungjawaban (LPJ)

Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada
Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya, dilampir:

a

b.

BKU; dan

Lapomn penutupan kas.

PPE-S8KPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap
L) sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan

persetujuan.

2. Bendahara Pengeluaran Menyusun Laporan Pertanggungjawaban
Peranggungjawaban bendahara pengeluaran meliputi:

A

Bendahara Pengeluaran menyviapkan LPJ pengprunasn UP
Bendahara  Pengeluaran —menyampaikan — Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan UP kepada Pengguna
Anggaran melahn PPEK-SKPD sebagai lampiran pengajuan
SPF GU dengan dilampini bukti-bukti yang lengkap dan
sah.

Pada akhir tahun LPJ Penggunean UP disampaikan
socara khusus (lidek menjadi lampiran pengajuan GU),
sckalipus scbaga laporan sisa dama UP yang tidak
diperfukan lag. Penyampaian LPJ ini dilkuti dengan
penyeloran sisa dana UP ke REUD

Pertanggungiawaban Penggunaan TU

Bendahara Pongeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU
sciclah TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk
mendanal suatu sub kegiatan dan/atau telah sampai
pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
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b. Bendihara Pengelunran menyampaikan LPJ Penggunaan
TU kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampin bukts-
bukti belanja yang lengkap dan sah.

. PPK-SKPDD meclakukan verifikasi (erhadap LPJ

penggunaan TU sebelum ditandatangam oleh PA dengan

Tangkah langkah scbagni berikut:

1) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belang terkait telah disediakan.

2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanga terkain tidak melebih sisa anggaran.

3) Meneliti keabsahan bukti belanja.

3. Bendahara Menyampaikan LPJ Administratil

Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara
sertn - melnkukan  konsolidass  dengan LPJ Benduharm
Pembantu. LPJ Bendashara memberikan gambaran jumlah
anggaran, realmas, dan sisa pagu anggaran sccara kamolanf
dan /atan per kegiatan yang dilsmpiri:

a BKU;

b Laporan Penutupan Kas;

.  LPJ Bendahara Pengelusran Pembantu

Bendahara Pengeluaran menyampalkan LPJ  Bendahara
kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambal tanggal 10 bulan
berikuinya dan pada bulan terakhir tahun angparan
dssunpaikan paling amismi tanggal 10 bulan Januan dan
wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

4. PPR-SKPD mclakukan venfikasi atias LPYJ Bendiahars Pengelusran

PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkan

b. Meneliti penernmann SP2ZD yang terdokumentasikan
dalam buku atau laporan terkmii
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€. Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses belanga dan pengelunran kas

= PPK SKPD akan pengajuan penandatangunan dan persetujuan
LP) Bendahara sccara admomstratf kepada Pengguna
Anggaran, dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan
lengkap. Apabila dalaum proses verifikasi, PPK SKPD
menemukan ketidaksesuaian dan/atau  ketidaklenghapan,
makn PPK SKEPD meminta perbaikan dan/atau
penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran.

» FPengguna Anggaran menandatangani LP) Bendaham yang
sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

= Sotelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani olch
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengelusran menyampesikan
pertanggungiawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa
BUD untuk ditandatangnm sctelah mendapat persetujuan PA,

+ Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan
konsolidasi dengan LP) Bendahams Pengeluaman  Pembantu,
dilampiri:

* Laporan penutupan kas; dan

* LPJ Bendahara Pengeluaran Pembaniu,

s Bendahara Pengelusran menvampaikan pertanggungawaban
fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnyva dan
lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti
setoran sisa UP.

= PPKD sclaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LP.J) Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk

persctujuan.
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BAB IV.20
SISTEM DAN PROSEDUR
PEMBIAYAAN DAERAH

A. KERANGKA REGULASI

I. Peraturan  Pemerintah (PP} Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangnn Daerah, Pasal 154 sampa dengan Pasal 158
2. Peraturan Menteri Dulam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengrlolaan Keuangan Dacrah {Lampiran), Bab V -
Pelalmanaan dan Penatausahoan
3. Peraturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomaor
I Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIFSI PROSEDUR
Pembiayaan daermh melipunn semua  transaks:  keuangan  untuk
menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiavaan
afdalah sctiap penerimaan vang perfu dibayar kembabh dangatao
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenann maupun pada tahun-tshun anggaran berikutnys.
Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan  dan
pengroiuaran pembayann. Peminayaan dacrmh dirtnag menurut uwrusan
pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek pembiaynan deerah. Pembiayaan dacrah
dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan
BLUD.
Proses penatausahaan pembiayaan memuat informasi, alimn data,
serin penggunann doan penyajian  dokumen yvang dilukukoan mk
elektronik.

C. PIHAK TERKAIT
Pihak yang tcrkail dengan proses permintaan pembayaran adalah
scbagai berikut:
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1. PPED
a. Mempapkan/menginput data nncian penerimaan pembiayann
dan pengeluaran pernbiayvaan
b. Menyiapkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2)
c. Mengotorisasi SPM LS Pihak Ketiga Lainnya
2. Bendahara Pengeluaran SKPKD
a. menyigpkan SPP LS Pihak Ketiga Lainnya
3.  Kuasa BUD
a. Menerima dana penerimaan pembiayvaan
b, Menyiapikan bukli penenmaan peminayasan
c. Menerbitican SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya
4. Bupati
Aa. Mengotorisasi rencana pencairan aset keuangan

D. LANOEAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
. Pencairnn Dana Cadangan
= PPRD melakukan snalisa pencairan asct  kcuangan
berupa dana cadangan. Kemudian PPKD menyiapkan
rencana pencainan dan mengajukan kepada Bupati untuk
mendapatian persetujuan.
= Bupath meclakukan olorisasi atas rencans  pencairan
tersebut
*  PPKD menyiapkan Surst Perintah Pemindahbukuan [SP2)
untuk memindahbukukan dana dari rekening Dana
Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah pads tahun
anggaran berkensan. Jumlah Dana Cadangan sesum
dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daersh tentang pembentukan Dana Cadangan
bersangkutan.
= Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai
dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan
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dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan
risiko rendah.

Penerimann hasil bunga/jasa giro/ imbal
hasal [ dividen / keunlungan  (capital pmin) atas rekening
dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio
dicuntumkan scbagai lain-lain pendapatan asli dacrah
yang sah.

PPKD melakukan mput data rencana pencrimaan
pembiayaan dar hasl penjuatan kekayaan dacrah yang
dipisahkan.

Kuasa BUD mencatal penerimaan pembinyaan tersebui
berdasarkan bukti  penerimaan yang sah, Bukt
penerimann antars lain sepert: dokumen lelang, akia jual
beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnyva.

Kuasa BUD menyusun tonda bukti penermann,

. Penerimaan Pinjaman Daerah

PPRD} mclakukan mput data rencana  penerimaan
pinjaman daerah. Penerimaan pinjaman  dacrah
didazarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima
dalam tahun anggaran berkenaan sesuni dengan yang
ditctapkan dalam perjanjian  pinjaman  bersanghkutan.
Peneérimaan pinjaman daerah bersumber dan pemerintah
pusal, pemerintah dacrah lain, lembaga keuangan bank,
lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat,
Termasuk dalam penerimaan pinjaman dacrah adalah
penenmaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan
Kuasa BUD mencatat penenmaan pembiayaan tersebut
berdasarkan bukt pencrimaan yang sah.

Kuass BUD menyusun tanda bukti penerimaan.

d. Penenmaan kembali Pembenan Pinjaman Daerah
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PPKD melakukan input data rencana penerimaan kembali
pemberian pigaman  dacrah  pada tahun anggaran
berkenaan.

Kupsa BUD mencatal penerunaan pembiayaan tersebuot
berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

2. FPeonpgcluaran Pembiayasan
a, Pembavaran cicilan poliok utang yang jamih tempo

Pengalokasian ungguran untuk pembayaran pokok utang
yang fatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan
scsua dengan jumlah yvang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjign
utang,/ obligas) daerah.

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan
pembebanan melalui REUD

Permbukuan pengeluaran kas atas pembavaran pokok
ulnng yang jaiuh lempo menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat
aolch Kuasa BUD pada sisi pengeluaran

b. Penyertaan modal daerah

Penyeraan modal dacrah dalam bentuk wang merapaksn
bentuk investas: pemeriniah daerah pada Badan Usaha
dengan mendapst hak kepemililan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik
daerah yang semula merupakan kekayaan vang tidak
dipisahkan mengdi kekaynan yang dipmahkan untuk
diperhitungkan schagai modal /saham dacrah pada badan
usaha milik negara, badan usaha milik dacrah, atau
badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
Pemindahbukusan ates penyertaan modal dacrah dalam
bentuk uwang dilakukan oleh Kuasa BUD  dengan
berdasarkan dokumen antara kain:

1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan
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2] Bukti transfer atas penveriaan modal dari REUD.

- Pembukuan atas pemndahbukisn dan
pemindahtanganan atas penyertaan modal daerah
menggunakan  Buku  Penerimaan dan  Pengeluamn
Pembiaynan

¢. Pembentukan dana cadangan

o« [Dana cadangan uniuk setmp tahun ditempatkan pada
rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank
Umum yvang ditetapkan Bupatl dalam bentuk deposito
dan/atau investas: jangkn pendek lainoya vang bersiko
rendah.

» Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas
pemanfaaatan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
mengakui dan mencatal Bunga Dana Cadangan sclagai
Lain-lain PAD Yang Sah.

e  Bunga Duna Cadangan dapat digunakan untuk mendanai
kebutuhan Pemerintah Dserah melaksanakan Sub
telah ditetapkan.

=  Penggunaan Dana Cadangan hanys uniuk melaksanakan
satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target
capalan sasaran yang lclah ditetapkan. Penyortaan modal
pemerintah daerah pada badan usaha milik.
ncgar /dacrah dan/aten badan usaha lainnya ditctapkan
dengan peraturan daerah tentang penyertann modal

d. Pemberian pingaman dacrah

= Pemberian Pinjaman Daecrah dapat dilakukan apabila
APBD diperkirakan surplus

s Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman
Daerah dalam tahun anggaran berkenasn sesual dengan
jumiah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
APBD dengan mengacu pada  perjanjian  pembern
pinjaman / pemberian utang
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BAB V.1
SISTEM DAN PROSEDUR
LAPORAN REALISAS] SEMESTER PERTAMA APBD

A. KERANGEKA REGULASI
1. Perutwran Pemerintah PR I'-l;::lnr IE_THhLm Eﬂlﬂ- tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 160

2. Peraturan Menten Dalam Negern Nomor 77 Tahun -i:ﬂ‘iﬁd'ﬁ;ﬁtiﬁf
Podoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacmh (Lamporan), Bab VI
- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tabhun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Pemenintah Daerah menyusun laporan realisasi semesler pertama
APBD dan prognosis umiuk & (enam) bulan berikuinya dan
disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
anggarnn berkenaan,
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan
kegatan keuangan pemenniah decmab yang menunjulkdkan ikhtisar
sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ckonomi serta
ketaatannya terhadap APBD sclama periode Januan-Juni  tahun
anggaran berkenaan.
Laporan Reahsasi  Semesicr  Pertama APBD  menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan realisasinys dalam periode
Januar-Juni pada tahun snggarun berkenson serin menyojikan
unsur-unsur scbagai berikul:

Pendapatan- LRA;

Belanja;

PIHHI—I
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6. Sisa lebih/kurang pembiavaan anggaran

PIHAK TERKAIT
Pihak yang terkail dengan proses laporan realisasi semester periamea
APBD adalah sebagai berikut:
1. PPK SKPD
a. menyiapkan laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis SKPD.
b, menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis SKPD kepada Kepala SKPD.
2. Kepala SKPD
n.  memverifikasi dan menandatangani lsporan reabisass semcster
pertama APBD dan prognosis SKPD.
b. menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis SKPD ke BUD,
3. BUD
a. memverifikasi dan menggabungkan laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis scluruh SKPD.
b. menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis pemerininh dacrnh ke Sckretaris Dacmb,
4, Sekretaris Dacrah
a. menyctujuil laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis pemerintah deerah dan menyerahkan ke Bupati (
5. Bupatb
a. menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis  pemernntah  daerah dan menvampaikan kepads
DPRD
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D.

LANGEKAH TEENIS PELAKSANAAN

1.  PPK SKPD Menyviapkan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
dan Prognosis SKPD

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD

disusun dengan cora:

i

d.

Menggabungkan nilal realisasi penerimaan  dan
pengeluaran dalam  laporan  perianggungawaban
penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawnban
pengeluaran bulansan per rekening dan jems penerimaan
belanja dan bulan Januan s.d. Juni.

Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis
belarga hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke
dalam format laporan reabsasi semesier pertama APBID
dan prognosis SKPD pada kolom realisasi semester
periamsa.

Mengisi kolom sisa anggaran dengan sclisth antara
angearan Jan peocrrEan

Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah
dengan mulai rencana perubahan anggaran.

Setelah selesal disusun laporan realisasi semester periama
APRD dan prognosis SKPD diserahkan kepada Kepala SKPD
selaku PA untuk ditandatangani.
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4.

Kepala SKPD selasku PA Menandatangani Laporan Realisasi
Semester Pertama APHD Dan Prognoms SKPD

Kepala SKPD selaku PA mclakukan verifikasi untuk meneliti
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam
penvajian data dan informasi yang tercanium pada laporan
realisasi semester pertama APBD dan prognosi SKPD vang
disernhkan oleh PPK SKPD.

selaku PA menandatangani laporan realisasi semesier pertama
APHD don prognoss SKPD,

Laporan realisasi semester pertama APBD dan proghosis SKPD
yang iclah ditandatangani disampaikan kepada PPKD selaku
BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama berakhir,

BUD Menyusun Laporan Realisasi Scmesier Poriama APBD dan
Prognosis Pemerintah Daerah

BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langknh menelit

kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognoms SKPD dengan.

a. pencatatan dan penveloran penerimaan; dan

b. pencatatan scria pencaiman dana untuk belanja SKPD
yang ada di BUD.

Dalam hal  verifikasi  dinyaiskan  lelah sesoal, BUD

mengeabungkan laporan realizsasi semester pertama APBD dan

APBD dan prognosis Pemerintah Dacrah paling lambal minggu

kedua bulan Jub.

Dral laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis

Pemenntah Dacrah hasil penggabungan tersebut disampaikan

kepada Sckretaris Dacrah selaku Koordinator Pengelolann

Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Sekretanis Daerah Menyampaikan Laporan Realizsasi Semester
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Sekretaris  Dacrah  menyetujul  dralt  Laporan Realisasi
Semesier Pertama APBD dan Prognosas Pemenmtah Daerah
Setelih disetujui draft Laporan Realisasi Semester Pertams
Bupati untuk ditandatangan.

3. Bupati Menandatungani Laporan Realisasi Scemesicr Pertama
APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah

Bupati menandatangani drafi Laporan Realisasi Semester
Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Dserah  paling t
lambal mmpgu ketygn bulan Jali,

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
Pemerintah Dacrah yang (elah ditandatangam disampaikan ke
DPRD oleh Bupati paling lambat akhir bulan Juli.
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BAB V.2
SISTEM DAN PROSEDUR
PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

A. KERANGKA REGULASI
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tabun 2019 lentang |
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 162

o s g = = e SR e TEm—

2. Peraturan Menten Dalam ﬁupﬁwﬂaur 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Penpelolaan Keuvangan Daerah (Lampiran), Bal V1
- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Pernturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Penpelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Bupati memformulasikan perkembangan yvang tidak sesual dengan

asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubaban

PPAB berdasarkan perubahan RKPD.

Perkbembangan yvang tdak sesual dengan asumsi KUA dapat berupa

terjadinya:

1. pelampauan atau tidak ercapamyan proyeksi pendapatan dacmh;

2. pelampauan atsu tidak terealisasinva alokssi belanja daerah;
dan/atau

Dalsm mncangan perulmhan KUA diseral penpelssan  mengenai

perbedaan asumsi dengan KUA vang ditetapkan sebelumnya.

Dalam mncangan perubahan PPAS disertal penjelasan:

l. program, kegiatan dan sub kegatan vang dapat diusulkan untuk
ditampung dalam perubahan APBD dengan memperumbangkan
sisa waktu pelaksanasn APBD tahun anggaran berjalan;

2. capaian sasaran kincrja program, keglatan dan sub keglatan yang
harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA
ticlak tercapai; dan
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3. capaian sasaran kinerfa program, kegiatan dan sub keglatan vang
hars ditnglatkan dalam perubahan APBD apabila melampaw
asumsi KUA

C. PIHAK TERKAIT
Pihak yang terknit dengan proses porubahan KUA dan perubshan
PPAS adalah sebagal berikut:
1. TAPD
a. menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA dan
perubahan PPAS
b. menyusun dan membahas rancangan perubahan KUA dan
perubahan PPAS
2. Bupau
a. menyusun  muncangan  perubshan KUA dan  mncangan

perubshan PPAS bersama TAPD dan menyampaikan kepada
DPRD

b. melakukan pembahasan mnoangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS bersama DPRD
. melakukan penyepakatan bersama  berdasarkan  hasil

pembahasan mmncangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bupati menyusun mancangan perubahan KUA dan mancangan
perubahan PPAS

* Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS

disusun bordassrkan perubahan REPD dengan ictap mengacu

pada pedoman penyusunan APBD diuraikan sebagai berikoul:
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i TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
mengpuniakan data dan nformasi  terkait  kebijakan
anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD.

b,  TAPD menyiapkan scluruh isi rancangan perubahan PPAS
menggunakan data dan miormasi  terkait  program
pendanaan yang bersumber dari perubahan REKPD.

= Rancangan perubahan KUA dan mnoangan perubahon PPAS
yang telah disusun dissmpaikan Bupati kepada DPRD.

2.  Bupati dan DPRD membahas Rancangan Perubahan KUA & PPAS

*» Bupati don DPRD melakukan pembahasan rancangan
porulsshan KUA dan rancangan perubahan PPAS,

s« Berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA
dan rmancangan perubsmhan PPAS Bupati dan DPRD melakukan
penyepakatan bersama yang dituangkan dalam nota
kescpakatan  porubahan KUA dan nola kesepakatan
perubahan PPAS vang ditandatangani bersama antara Bupali
dengan pimpinan DPRD.
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BAB V.3
SISTEM DAN PROSEDUR
PERGESERAN ANGOARAN

A, KERANGKA REGULASI
l. Peraturan Pemerintah  [(PP) Nomor 12 Tahun 2019  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 163 dan Pasal 164

3 Peraturan Mante Dalam Negert Nomor 77 Tahun 3030 wenteng

Pedoman Teknis Penpelolaan Keuangan Daerah [Lampiran), Bab Vi
- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

I e ———————— Y T —

1 Tahun 2022 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Perpescran anggaran adalah perubahan dan /atau pergeseran
anggaran belanja daerah vang teiah ditetapkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggnran Satuan kerga Perangkat Daernh [(DPA SKPD),
baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.

Pergeseran anggaran melalui DPA SKPD disiapkan oleh PA/KPA untuk
mendapat persetyjuan darn Seloretans Dacrah dan disahkan oleh
PPED.

C. PIHAK TEREAIT

Pihak yang terkait dengan proses pergeseran anggaran adalah sebagai
berlaur:

1. PAKPA

a Menyiapkan perubahan DPA SKPD
2. Sekda

g Menyetujui perubshan DPA SKPD
3. PPKD

a. Mensahkan perubahan DPA SKPD
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D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

3,

Ketentuan Umum Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran
ANEEATAL
Pergescran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan,
dan antar kelompok, antar jends; antar objek, antar rincian objek
dan fatau sub rincian objek.
TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD
« TAPD mengidentifikasi perubabhan @ perda APBD yang
diperiukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD,
* Pergesernn anggaran terdo atas;
a. perpeseran anggaran vang menyvebabkan perubahan
APHIY; dan
b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD.
Sekda/PPKD /Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika
pergescran anggaran tidak merubah perda APBD
* Pergeseran anggeran vang menyebabkan perubahan APBD
it
pergeseran antar organisasi;
PEFRESETan antar unit organisasi;
PEergoscran antar program;
porpeseran antar kegintan,
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. pergescran antar sub kegiatan;

{. pergeseran antar kelompok;

£  PCrgeseran antar jomis.

Pergeseran anggaran yvang tidak menyebabkan perubahan

APBD yaitu:

a. Pergeseran antar  objek  dalam  jenis yvang sama
Pergeseran  ini dapat  dilakukan atas persetujuan
sekretans dacrah.

b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek vang sama.
Perpeseran im dapal dilakukan atas persciujuan PPKD.
©. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek
yang sama. Pergescran inl dapal dilakukan atas

persetujuan PPED.

d. Perubshan atau pergescran atas urmign dari sub rincian
objek dapat diskukan alas persetujuan Pengguna
Anggaran,

4, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan
perubahan DPA SKPD

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan
perubahan DPA SKPD schagai dasar pelaksanssn pergesecran
ANEEATAN

Semua  pergescran dapat | dilaksanakan | berdasarkan
perubahan DPA SKPD.

Prergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapal
dilakukan tanpa melakubkan perubahan Perkads penjabaran
APBD terlebih dahulu, Ketika perubahan APBD dilakukan,
pergescran anggarin  lerscbul  dilctapkan dalam  Perkasda
perubahan penjabaran APBD.

Pergeserun anggaran yang  tidak menyebabkan perubahan
APBD vang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung
dalam laporan realisas anggarmn
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Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran  yang
menyebabian  perubahan APBD dapat  dilskukan sebelum
perubahan APBD melalui  ketetapan Bupati dengan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi  tertentu
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan
prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau doacrah.

s Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,
pergeseran/perubahan  anggaran  ditnmpung dalam Pernda
perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah
perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi
Anggaran,

* Pergescran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan
DPA SKPD.

e Pergrseran anggarun yang menycbabkan perubshan &FBD{
mengikuti keientuan mekanisme perubahan APBD.

s Perpescran anggammn dilkutl dengan pergescran anggaran ks,

PPKD mensahkan Perubahan DPA SKPD

Perubahan DPA SKPD disahkan olch PPKD setelah sebelummya

disetujui oleh Sekretaris Dacrah.
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BAB V.4
SISTEM DAN PROSEDUR
PENDANAAN KEADAAN DARURAT

A.

H.

KERANGKA REGULASI
1. Peratwran  Pemerintah  (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang |
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 166

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VI
- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Pernturan Dacrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah

DESKRIPSI PROSEDUR

Pemerintah  daerah mengusulkan pengeluaran  untuk  mendanai
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarannya dalam mncangan perubahan APED.

Dalam hal pengelunmn untuk mendanni keadaan darural termasuk
keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran
APBD.

PIHAK TERKAIT
Pihak yang terkail dengan proses pendanaan keadaan darurat adatah
sebagai berikut:
1. Kepala SKPD
a. mengajukan rencans kebutuhan belanja darurat
2. PPKD selaku BUD

a. menyetujui rencana kebutuhan belanja dararat

173




D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

- i

1. Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja darurat

Tata cara pelaksanann penggunaan belanja tidak terdugs
untuk mendansi keadsan darurat, keperluan mendesak dan
memerihi  kebutuhan  lainnya sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan diluar keadasn darurat dan

Keadaan darural sckurang kurangnya memenuhl  kriteria
sebagai berikut:

T

pemeriritah  daerah dan tidak dapat diprediksikan
scbelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

dan

emilili dampak yang signifikan wrhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadsan
darurat.

Selain kendsan darurat termasuk pula belanja untuk
keperfuan mendesak vang kriterianya mencakup:

program dan kegintan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum  lersedia dalam  whun  anggaran
berjalan; dan

keperhuan mendesak lunnya yang apubila ditunda akan
menimbulkan Kerugian vang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.
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2. PPED selaku BUD mensahkan rencana kebutuhan belanja
darurat
s Pendanaan kendaan darurat yvang belum lersedia anggarmnnva
dapat mengpunakan belanga tidak terduga.
e Daolam hal belanja tidak terduga bdak mencukupi dapat
dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dar hasil penjadwalan ulang capaian
target kinerja program dan kegintan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedin

* Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan

kegiatan lainoya dalam @mhun  anggaran  berjalan
diformulasikan terlebih dahuhlu dalam DPPA SKPD.

e Pendansoan keadaan darurat untuk kegiatan diformulasikan
teriebth dahulu dalam REA SKPD, kecuali untuk kebutuhan
tnggnp dorummt bencana.
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BAB V.5
SISTEM DAN PROSEDUR
PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

A. KERANGKA REGULASI
1. Peraturan Pemerintah (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 167 dan Pasal 168

Pedoman Teknis Pengelolsan Keuangan Dacrah (Lampiran), Bab V1
- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Peraturan Daernh Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPSI PROSEDUR
Keadaan luar binss adalah keadasan yang menyebabkan estimasi
pencrimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan
atnu penurunan lebih besar dan 50% (lima puluh persen). Persantase
ini merupakan selisih kenaikan athu penurunen antars pendapstan
dan belanja dalam APBD.

C. PIHAK TERKAIT
Pihak yang terkail dengan proses pendanaan keadaan luar biasa {
adalah sebagai berikut:
I. Kepals SKPD
a. menyusun perubahan RKA-SKPD
b. memyusun ulang capaiun Larget kinerja dan program kegintan

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

—— T
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Kepala SKEPD menyusun perubahan REA-SKPD

Penambahan sub lkegmtan baru  diformulasikan  terdebib
dahulu dalam RKA-SKPD.

Penjadwalan ulang dan/atau  peningkatan capamn  largel
kinerja program, kegatan dan sub kegatan diformulasikan
terdebih dahulu dalam perubshan DPA-SKPD.

REA-SKPD dsn perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai
dasar penyusunan mncangan Perda tentang perubwhan kedua
APBD.

penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari
W% (ma puluh persen) dapat dilakukan penjadwakan ulang
dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatsn lainnya dalam tshun anggaran
berkenaan.

Penjadwalan ulang dan/stay pengurangan capaian sasarun
teriebih dabulu daliam perubahan DPA-SKPD.

Perubahan DPA-SKPD digunakan scbagai dasar penyusunan
rancangan Perda termang perubahan kedua APHID.

Dalam hal keadasn luar biasa yang menyebabkan estimasi
[lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub
kegiatan baru donfatau peningkatan capaian sasaran kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran
berkenaan

Perubahan APBD hanva dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anpggarun, kecuah dalam keadasn luar biasa.
Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar
biasa diatur dalam Peraiuran Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

1re



BAB V.6
SISTEM DAN PROSEDUR
PENYLUISUNAN PERUBAHAN APBRD

A. KERANGKA REGULASI
|. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 169 sampal Pasal 176

== a

‘2. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Kevangan Daerah (Lampiran), Bab Vi
= Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

b - e x s —— e ——

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
| Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Deerah

B. DESKRIFS] PROSEDUR
Penysunan perubahan APBD dilakukan dengan beberapa tahapan,
vailu sehagal berikut:
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Penyusunan Perubalan RKA SKPD
Penyusunan Rancangan Perda lentang perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Prrkada tentang Penjabamn Perubahan
APRD

R

C. PIHAK TERKAIT

Pihk vang tcrkait dengan proses penyusunan perutmhan APBD
adalah sebagai berikut:

1. TAPD
a_mmyh.phnnulmtmmmn:anganp:mhuhnnlmﬁdm{
perubahan PPAS
2. Bupat
a. menyusun perubshan rancangan perubahan KUA  dan
perubahan PPAB
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b. menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangasn
perubahan PPAS kepada DPRD

¢. melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS bersama DPRD

d. menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan
perubahan PPAS dengan pimpinan DPRD

e, menyusun rancangan Surat Edaran  tentang  Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

[ menerbitkan Surmt Edaran tentang Pedoman Penyusunan
Perubsihan RKA-SKPD

3. Kepala SKPD
a. menyusun perubahan REA-SKPD
b. menyampaikan perubahan RKEA-SKPD kepada PPED
4. PPKD

a. melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD

b. menyusun mancangen Perda tontang perubahan APBID dan
Perkada tentang pemabaran perubahan APBD

c. mermyampaikan mncangan Perda lentang perubahan APBD
dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD kepada
Buipeanti

D. LANGEAH TEENIS PELAKSANAAN

= 3=
E B =
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1. Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS

Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubshan PPAS  berdassrkan  perubahan REPD dengan
Innghah scbaga berikout:

i TAPD menyiapksn scluruh isi rmncangan perubabnn KUA
menggunakan datas dan informasi terkait kebijakan
anggamn yang terdupat dalam perubahan REKPT;

b. TAPD menyviapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS
menggunakan data dan  informass  terkait | program
pendanasan yang bersumber dari perubsban RRFD.

Bupati menyampaikan rmancangan perubshan KUA dan
rancangan perubaban PFPAS kepada DFRD paling lamibat
minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran
berkenaan untuk dibahas dan discpakati bersama antara
Bupati dan DPRD.
Bupati dan DPRD melakukan pembahasan mncangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan
terschul mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA
dan rancangan perubahan PPAS.
Bupati dan DPFRD melakukan kescpakatan bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA
Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA
dan mncangan perubshan PPAS dituangkan dalam nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahan PPAS yang dilandaiangani bersama antara Bupati
dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling
lnmbat minggu kedus bulen Agusius dalam whun angearan
berkenaan,
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Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang welah discpakati

Bupati bersama DPFRD menjadi podoman bagn  perangiat

daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada

perangkat daerah disertni dengan;

o program, kegiatan dan sub kegiatan baru;

b.  kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;

c. batas wakitu penmyompaisn REA-SKPD don Perubahan
DPA-SKPD kepada PPED; dan/atau

. dokumen secbagm lampiran meliputi kode rekening
perubahan APBD, format REKA-SKPD, format Perubahan
DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga
satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang dibutuhkan

Penyampaian dilakukan paling lambat mingeu ketiga bulan

Agustus lahun anggaran berkenaan.

Tata carm pembahasan mancangan perubahon KUA dan

rancangan perubahan PPAS dilakukan sesusal dengan

krtentuan peraiuran perundang undangan.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati

menyampaikan mncangan perulsibhan KUA dan mncangan

perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan

terhadap rancangan perubahan KUA dan  rancangan

perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati

mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk menyampsikan

rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS

kepada DPRD, menandstangani  kescpakatan  wrhadap

rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS

serta menandatangam nota kescpakaton perubahan KUA dan

nota kesepakatan perubihan PPAS.

Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau

sementara, pejabat  pengganti  Bupati menvampaikan
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rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
kepada DPRD, sedangkan penandatanganan kescpakatan
terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangsn
perubahan PPAS serta penandatanganan nola kesepakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS
dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang, selaku pelaksana
tugnas/ penjabat [ penjabat sementara Bupat: .

Dalam hal pimpinen DPRD berhalangan tetap alau sementara
dalam wakiu yang bersamaan, pelaksana tugas pmpinan
DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS  sera
menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota
kescpakatan perubmhan PPAS.

2, Bupat menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD

Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah

disepakati bersama Bupati dan pimpmnan DPRD, TAPD

menyusun mancangan Sumt Edaran  tentang Pedoman

Penvusunan Perubahan RKA-SKPD.

TAPD menyerahkan mancangan Surat Edaran tentang

Pedoman Pemyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Bupati untuk

diotorisasi.

Hupati mencrbitkan Sumt Edarman tentang Pedoman

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD secbagai acuan Kepala

SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPLD

Surat edaran Bupati paling sedikit memuat:

a.  priorites pembangunan dacrah dan program, kegiatan
dan sub kegatan yang terkair;

b,  Alokas: plafon snggeran scmontam untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD;

c.  batas wakitu penyvampaian perubahan RKA-SKPD dan

Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan
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d. dokumen sebagal lampiran meliputi perubahan KUA,
perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-
SKPD, format Perubshan DPA-SKPD, analisis standar
belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedomsan
penyusunan APBD.

« Surat edaran Bupat: peribal pedoman penyusunan RKA-SKPD
dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu

Kepala SKPD menyusun perubahan REA-SKPD

« Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKFL} berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan REKA-SKPD

e Perubshan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD seboagm
bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD
sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam
Peraturan Menten tentang pedoman penyasunan APBD yang
ditetapkan setiap tahun.

s Krtentuan mengenm tata carn penyusunan RKA-SKPD berlaku
stcara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKFD
peda perubahan APHLD.

= REA-SKPD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru
vang akan dianggurkan delam perubaban APBD vang tclih
disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melahn PPKD
untuk diverifikasi.

* Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian
antara perubshan RKA-SKPD dengan:

perubahan KUA dan perubahan PPAS;

prakirsan maju yang telah disetujui;

dokumen perencanaan [mnnya;

indikator Kinena;

analisis standar belanja

standar harga aatuan;

mofr N TR
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h.
i
}.
k.

standar kebutuhan BMD,
REBMI);
Standar Pelayanan Minimal, dan

program, kegiatan dan sub kegiatan antar REA-SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian,
kepala SKPD melakuban penyernpurnasn.

Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. PPKD menyusun mncangan Perda tentang perubahan APBD
PPEKD menyusun rancangan Perda tentang perubashan APBD
dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD
yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

Rancangan Perda tentang Porubahan APBD memual lampiran
sebagai berikut:

.

ringkasan Perubmhan APBD yang dikinsifikasi menunst

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan

pemayaan;

ringkasan Perubahan APBD yvang diklasifikasi menurut

rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan

akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan
pembuaynan

rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD

yang disajikan berdasarkan kebuluhan informasi antara

lain;

1) rekapitulasi perubahan  belanja dan  kesesusion
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, keguitan, dan sub kegatan besera wrget
dan indikator;

2) rekapitulasi perubahan  belanja  daerah  unuk
keselorasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
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dacrah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;
3) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;
4) smkromsasi Progmm pada RPRIMD  dengan
Rancangan Perubahan APBD,
5) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
padn RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan
APBD,
f) smkmmsas: Program  Prioritas  Nasional  dengan
Program Priormas Dacrah.
c. Informasi @innys yang menunjang kebutuhan informas
pada Perda Perubahan APBD antara lain:
1)  daftar jumiah pegawai per golongun dan per jabatan;
2) daftar plutang dacrah;
3) dafiar penyertaan modal daemhb dan investas: dacmhb
latnnya,
4) dafiar perkirsan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah dan aset lamn-lain;
5) dafiar sub kegiatan tahun jarnak |l gears),
6] daftar dana cadangan
7) daftar pinjaman daerah.
* Rancangan Perda ientang perubahan APBD yang telah
distmim oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
5. PPED menyusun rancangan Perkada tentang penjabaran
perubmhan APBD
* Rancangan Perkads tentang penjabaran perubahan APBD
memuat lampiran schagai berikut:
a. ringkasan perubshan plmjnhnranﬁmnynngdﬂtlnliﬂlmnik
sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. perubahan penjabaran  APBD menural  urusan
pemerintnhan dacrah, organisasi, program, kegiatan, sub
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kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan
sub nncan objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
rekapitulasi dan  sinkronisasi  perkada perubahan
penjabaran APBD vang disajikan berdasarkan kebutuhan
informasi antara lain:

1)

)

3

4

5)

daftar numa penerima, alaomat  penerima,  dan
besaran hibah;

duoftar nama penermma, alamat  penenima,  dan
besaran bantuan sosial;

daliar nama penerima, alamat  penenima,  dan
besaran bantuan keuangan bersifat umum dan
bersifal khusus;

daftar nama penenma, alamat penenima, dan
besuran belanja bags basil

rincian dana otonomi khusus menurut uruesan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegatan,
sub kegintan, kelompok, jenis, objek, dan rincian
objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiavaan;

nocian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kKegiatan,
kelompok, jenis, objck, dan rncian alyek, dan sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembinynan;

daerah perbatazan dalam rancangan Perda teniang
perubahan APBD dan rancangan Perkadn tentang
perubahan  penjabaran APBD  dengan program
prioritas pertsmtasan Negara.

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informas:
pada Perkada perubahan penjabaran APRD.

\




¢ Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
mncangan  Perkadn  tentang  perubahan  penmbarmn APHD
diseriai penjelasan.

* Penganggaran pendaspatan disertm penjelasan mengenai dasar
hukum pendapatan.

= Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenal  dasar
hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/otau sudah dinrshkan penggunaannya, dan sumber
pendanaan sub kegintan,

hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok

penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan

untuk kelompok pengeluaran pembioyaan.
= Rancangan Perkads lentang penjabaran perubahan APBD
yvang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD
* Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD, meliputi:

a.  DPA-SKPD yang dapat diubah berups peningkatan atau
pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan

b. Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan
dalam perubahan DPA-SKPD,

. Perubshan DPA-SKPD memual capatan sasaran kinerja,
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja,
dan pembiayaan bmk sebelum  dilakukan perubshan
maupun setclah perubahan.
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BAB V.7
SISTEM DAN PROSEDUR
PENETAPAN PERUBAHAN APBD

A. KERANGKA REGULASI
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 177 dan Pasal 178

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang |
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacruh (Lampiran), Bab V1
- Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

‘3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 wentang Pengelolann Keuangan Dacrab

B. DESKRIPSI PROSEDUR
Penetapan perubahan APBD dilakukan oleh Bupat: bersama dengan
DPRD, dengan schelummya melakukan pembahasan dan
menandatangani persetujuan bersama perubahan APBD.
Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD dapeat
mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dolkumen yang dilakukan secars elcktronik.

C. PIHAK TERKAIT

sebagai berikut

g \

a. menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD
kepada DPFRD

b. melakukan pembahasan rancangan Perda tentang perubahan
APBD bersama DPFRD

¢. menandatangani persetujuan bersama tentang perubahan
APED
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D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bupaii menyampaikan mncangan Perda tentang perubahan APBD
kepada DPRD

Bupati wajib mengajukan rancangan Perda teniang perubahan
APBDY kepads DPRD disertai penjelasan dan dokumen
pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh
persciujuan bersama paling lambat mingeu Kedua bulan
September tahun anggaran berkenaan.

Bupati menysmpaikan rancangan Perda tentang perubahan
AFBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepads
DPRD untuk dibahas dalam rangka memperolch persetujuan
bersama

2. Bupati melakukan pembahasan rancangan Perda (enlang
perubahan APBD bersama DPRD

-

Pembahasan mncangan Perda tentang perubahan APBD
dilaksanakan olch Bupati dan DPRD, seielah Bupan
menyampaikan mncangan Perda teniang perubahan APHID
ketenfuan peraturan perundang-undangan.

Bupati dan DPRD melakukan pembahasen rancangan Perda
ientang porubahan APBD  dengan  berpedoman kepada
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
Dalam pembahasan rancangan Perda tontang  perubaban
AFBD, DPRD dapat meminta RRA-SKPD sesuai kebutuhan
dalam pembahasan yang disajikan sccam clckironik melalun
Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah.

Hasil pembahasan encangan Perda tentang perubahan APRD
dituangkan dalam persetujuan bersama antara Bupati dan
DPRD yang ditandatangani olch Bupati dan pimpinan DPRD.
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BAB V.8
SISTEM DAN PROSEDUR
PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD

A. KERANGKA REGULASI
1. Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 179

s o2

2. Peraturan Menteri Dalam Hegr:n_ﬂmmr 77 Tahun 2020 lentang
Pedomun Teknis Pengelolsan Keuangan Dacrah (Lampiran), Bab V]
= Laporan Kealisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Peraturan Daerah | ﬁnhuplt:_n 'T"i.lijun; Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah

B. DESKRIPS| PROSEDUR
Berdasarkan hasil pembahasun rancangen Perda tentang perubahan
APBD, Bupati dan DPRD melakukan persctujuan bersama untuk
menctapkan Perda tentang perubahan APBD. Penetapan rancangan
Perda tentung perubshan APBD dilakukan setelah ditetapkannys Perda
tentang pertanggunglawaban pelaksanaan APBD tahun sebelummnya.

C. PIHAK TERKAIT
perubahan APBD adalah sebagai berikut:
1. Bupati
a. melakukan persetujuan bersama dengan DPRD berdasarkan
hasil pembahasan rancangun Perda tentang perubahan APBD
b. menetapkan Perda tentang perubahan APBD

D. LANGEAH TEKNIS PELAKSANAAN




1. Bupati melakukan persetujuan bersama dengan DPRD
e Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Borsama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang
perubshan APBLD.
« Dalam hal DPRD sampai batas waktu tdak mengambil
keputusan bersami dengan Bupat: terhadap rancangan Perda

tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran
berkenaan.

* Pengambilan keputusan mengenar rancangan Perda tentang
perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling
lambat 3 ftiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan
berakhir.

e Bupati menctapkan Perda tentang perubahan APBD setelah
ditetapkannya Perda tentang pertanggungawaban
pelaksanann APBD tahun sebelumnya.
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BAB V.9
SISTEM DAN PROSEDUR
EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN

PERKADA PENJABARAN FERUBAHAN APBD

A. KERANGEA REGULASI
l. Peraturan Pemenntah (PP Nomor 12 Tahun 2019  lenbtang
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 18] sampai dengan Pasal 184

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 teniang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab V1
= Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD

3. Peraturan Daerah Hnbupnl.en Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- = — —

B. DESKRIFS]I PROSEDUR

Rancangan Perda tentang perubashan APBD dan rancangan Perkada
antara Bupati dan DPRD, disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur,
untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati menjadi Perdn
tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan
APBD.

Proses evaluasi terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD
dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dapul
memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen
vang dilakukan secara elekimnik

C. PIHAK TERKAIT
Pihak yang terkait dengan proses evaluasi mocangan Perda perubahan
APBD dan rancangan Perkada penjabaran perubahan APBD adalah
sehagal benkout:
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1. Bupati
a mengrmkan rancangan Perda tontang APBI  beseria
rancangan Perkada tentang Penjabaran APHD kepada

1. Bupati mengirimkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD

* Hancangan Perda tentang perubaban APBD yang tclah
diseiujul bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran
perubahan APBD disampaikan kepada CGubernur  paling
lambat 3 (tigs) hari sejak tanggal persctujuan rancangan Perda
tenlang perubahan APBD uniuk dievaluasi scbelum
ditetapkan oleh Bupati

* Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disertai dengan
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang
disepakati antara Bupati dan DPRD. t

 Bupati menerima hasi evaluasi yang ditetapkan  dengan
keputusan Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak rancangan Perda tenlang perubmhan APBD
dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
diterima Gubernur.

1



2. Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi
= Hasil evaluasi yong dilakukan oleh Gubermnur dan ditetapkan
dengan keputusan Gubernur, selanjutnya ditindaklanjuti oleh
Bupati dengan ketentuan tindaklanjut sebaga berbout:

Dalam hal keputusan Gubernur menvatakan hasil

eviluasi scsuni, maka Bupati menctupkan rancangan

Perda tentang APBD menjadi Perda dan mancangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal Gubermur menvalakan hasil ecvaluas

rancangan Perda tentang perubahan APBD dan

rancangan Perkada tentang penjabaran perutsashan APBD
tidak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan  yang lebih  tinggl, kepentingun  umum,
perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan

RARIMD, HBupati bersama DPRD  melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sefak

hasil evaluasi ditcrima, dengan langkah-langkah sebagsd
berikut:

1} Bupah melalui TAPD bersama dengan DPRD meialui
badan anggaran melakukan penyvempurnaan hasil
evaluas.

2} Pimpinan DPRD menetapkan surat Kepulusan
Pimpinan DPRD mengenai hasil peoyempurnaan
untuk kemudian dilaporkan peda sidang paripurnas
berikutnye.

J} Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara  dalam wakiu yang bersamaan, yang
melaksanakan tugas schagai pumpinan sementara
DFRD menandatangam kcputusan pimpinan DPRD

4} Pimpinan DPRD menyampaikan  keputusan
mengenal  hasil penyempurnaan kepada Gubernur
paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.
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3) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai
hasgil penyempurnaan, Bupati melakukan penctapan
Perda tentang APBD.

6) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai
hasil penyempumaan tidak diterbitken sampai
dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi
dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda APBD

7) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor

E. KONDISI KHUSUS

1. Dalam hal hasil evaluas: tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan
DPRD, Bupati menctapkan rancangan Perda tentang Perubahan
APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran
Perubahan APBD menjadi Perkadn.

2. CGubcmur mengusulknn kepada menten yang melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum  sesumi
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V1.1
SISTEM DAN PROSEDUR
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A, KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keusngan Dacrah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188

2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 77 Tahun 2020 tentang |

Pedoman Teknis Pengelolann Keuangan Dacrah (Lampiran), Bab Vil
- Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

T S o m e w —— .1

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. DESKRIPS!I PROSEDUR
Akuntanst Pemeriniah Dacrah dilaksanakan berdasarkan:
1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
2. SAPD
3. Bagan Akun Standar (BAS) untuk Dserah
Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi
dan entitas pelapornn. Entitas Akuntansi adalih scluruh SKPD dan
SKPED, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten
Tanjung .Jabung Timur.
Proses Akuntansi Pemerintah Daersh mengandung informasi, aliran ,L
dats, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secars
Elektronik

C. PIHAK TEREKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi pemenntah dacrah adalah
schagm berikut:

Lo




1.

PPE-SEPD

. mencatat akuntansi berdasarkan data anggaran

mencatnt akuntansi berdasarkan datn yang dihasilkan dan
proscs pelaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan
data yang mempengaruhi asset, hutang dan ckuitas

2. Fungmi Akuntans Entitas Pelaporan
a. Menpdentifikas: jumal penyesuaian

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

PPK-S8KPD Mencatat Setiap Transaksi

PPK-SKPD mencatnl akuntansi anggaran berdaszarkan data
anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang
APBD, Peraturan Bupsti tentang Penjabaran APBD, dan DPA-
SKPD,

FPE-SKIMD mencatal  akuntansi  pendapatan-LRA — dan
pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dan proses
pelaksanaan pendapstan.

PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan  beban
belanja.

PPR-SKPD mencatal akuntansi pembiavaan berdasarkan data
yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.
FPK-SKPD mencatal akuntansi ascl, hutang, dan ckuitas
berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan
aset, hutang, dan ekuitas terkait.

PPR-SKPD melakukan klssiikas atas transaksi

i)




PPK-SKPD melakukan |klasifikasi atas transaksi yang
sebelumnya telah dintat. Dalam proses i, PPE-SKPD
memindahkan data trunsaksi ke buku besar berdasarkan
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai  ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

PPK-SKPD menghitung saldo di  sctiap buku besar
berdasarkan klasifikasi vang dilakukan,

Pencatatan ini  dapat dilakukan secars clektronik  dun
merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus
didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan
sccara clekironik.

3. Fungm Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurmnal

penyesuaian

Fungsi Akuntansi Entilas Pelaporan mengidentifikasi jurnal

: wing: dibwtilil soposth Joend eliiniond
dan /atau jurnal penyvesuaian lainnya yang dibutuhkan.
Fumgsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapksn kertas kerja
kerja konsolidasi scbagai proses awal penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasi

198




BAB V1.2
SISTEM DAN PROSEDUR
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A.

KERANGEKA REGULASI

=

1. Peruturen Pemerintah PP Nomor 12 Tehun 20019 ientang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 189 dan Pasal 193

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lampiran), Bab VI
— Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolann Keuangan Dacrah

B,

DESKRIPS!I PROSEDUR

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses
penyusunan dan penyajian laporan kevangan Pemenintah Dacrah oleh
entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan
SKPD sclaku entitas akuntamns.

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD
sclaku PA sebaga: entitna akuntanm, sedangkan Laporan keuangan
Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku
PPED sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati
dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanann APBD,
Proses penyusunan Laporan Keusngan mengandung informasi, aliran
data, penggunasn, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elekironik.

PIHAK TERKAIT

Fihak yang terkail dengan proses pelaporan keuangan pemeriniah
deerah adalah sebagai berikut:
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1. PPK-SKPD
a. menyusun lapomn keuangan SKPD
b. menyvampaikan laporan keuangan SKFD kepada Pengguna
Anggaran
2.  Pengguna Anggaran
a menyampaikan laporan keoangan SKPD kepada PPEKD dan
Bupati
3. Fungs Akuntanm PPED
0. menyusun laporan keuangen pemeriniah dacrah
b memyampsikan laporan keusngan pemeriniah dacrah kepads
Bupati

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

1. PPK-SKPD Menyusun Laporan Keuangan SKPD
* lLaporan keuangan SKPD paling sedikit meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca;
¢. laporan operasional;
d.
c

laporan perubshan ckuitas; dan
. catatan atas laporan keuangan
= Setmp akhir penode akuntansi yvang ditentukan atsu
berdasarkan  kebutuhan penyajian  informasi, PPK-SKPD
TRCTTV LIS
a. Neraca Saldo
b, Jurmnal penyesuaian akhir periode




. Neraca Saldo setelah penvesuaian
d. Jumal penutupan

* PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja vang terdiri atas
kolom-kolom wuntuk penyajian neraca saldo,  jurnal
penyesumian akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian,
Jumal penutup dan laporan keuangan terkait

* Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD
MY LS
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b. Laporan Operassonal (LO)
c. Neraca
d.  Laporan Perubahan Ekuilas (LPE).

*» Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang tclah dibuat,
PPR-SKPD menyusun Catalan atas Laporan Keuangan (Calk).

= PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan vang telah
disusun kepida Pengguna Anggarn.

Pengguna Anggaran membuat Surat Permmyataan Kepala SKPD

« Pengguna Anggaran membuat Surai Pernystasn Kepala SKPD
yang menyalakan bahwa pengelolaan APBD vang menjadi
langgung mwabnya ielah disclenggamakan berdasarkan sistem
pengendalian  intern yang memadai, standar akuntansi
pemerintahan, dan sesuai dengan peraturen  perundang
undangan.

* Pengguna Anggaran menyampaikon Laporan Keuangan SKPD
beserta Surat Pernyatsan kepada Bupati, Pada saat vang
bersamaan, Laporan Keusngan SKPD  discrahkan  kepada
PPED untuk proses konsclidasi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

* Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui
FPKD paling lambai 2 jdua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.



Dalam rangka memenuhl kewajiban penyampaian informasi
Keuangan daemh, PA menyusun dan menymjikan laporan
keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan
kepada Kepals Daersh melalui PPKD sesuai dengan Kelentuan

peraturan perundang-undangan

3. Bendahara Umum Dacrah menyusun Laporan Arus Kas dan
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lehih

Lebih disusun dan disajikan olch Bendahara Umum Daerah
sebagal bagman dan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas
Pelaporan.

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih dilampiri dengan sumal pernyataan BUD yang
menyatokan pengeldaan kas yang menjadi tinggung jawabnyva
lelah diselenggarakan berdasarkan sistermn pengendalian intern
yang memadal, stondar akuntans pemernntahan, dan sesu
dengan peraturan perundang-undangan

4. Pungsi Akuntanzi PPKD menyusun lLaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Laporan keuangan Pemerintah Doacrah paling sedikit meliputi:
Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Sakdo Anggaran Lebih

Neraca

Laporan Cperasmons|

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Ekunas

g Catatan atag Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan pemerintah dacrah untuk bulanan berups
Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Keuangan pemerniah deerah untuk semesieran
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca

a p gF e
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Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjuinya disebul
Fungsi Aluntansi) menyiapkan kertas kerna [worksheet)
dengan lajur sesuai banvaknya SKPD dan SKPKD schagai alat
untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.
Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Haldo
SKPD dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja
Fungsi Akuntans: membual jumal penyesusian konsolidas
berupa jurnal eliminasi uniuk menghapus akun transitoris
yaimu RK PPED dan RK SKPD. Jumal eclimmas: tersebul
merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak
mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.

Fungsi Akuntansi mengsi Neraca Saldo Pemerintah Daerah
{konsolideasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca
BSaldo SKPKD serta jurnal eliminasi.

Berdasarkun Neraca  Saldo  sciclah  Penyesusian, Fungsi
Akuntansi menvusun:

. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsohdas

Laporan Operasional (LO) Konsolidasi

Neraca Konsolidasi

o

scsual dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan
Akuntans: dan/atau Standar Akuntans: Pemermntah.

PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Dumhk
yang telah disusun kepada Bupati melalui Sckretaris Daerah
paling lambat 3 (tign) bulan setelah tahun anggaran berakhir
sesuml dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informas:
keuangan dacrah, PPKD menyusun dan menyojikan laporan
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan

ot



kepada Mentern Dalam Negern dan  Menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintaban di bdang keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

5. Bupati membuat Surat Pernyataan Bupati

Bupati membust Surst Pernyataan Bupatl yang menyvotakan
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya
telah disclenggarakan berdasarkan sistem pengendalinn intern
vang memadai, standar akuniansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraluran perundang-undangan.

Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemenntah Daernh
kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lamben 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir,
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BAB VII.1
SISTEM DAN PROSEDUR
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

A. KERANGEA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP Nomor 12 Tahun 2019  tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 194 dan Pasal 197

2. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerabh (Lampiran), Bab VI
= Penyusunan Rancangan Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD

3. Peraturan Daecrah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Nomor
1 Tahun 2022 tentang Penpgelolaan Keuangan Daerah

—_ 4

B. DESKRIPSI FROSEDUR

Rancangan Peraturan Daerah itentang  pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD disusun oleh Bupati uniuk disampaikan dan
dibahas bersama DPRD uniuk mendapal persetujuan bersama.
Berdasarkan keputusan bersama tersebut  Bupati | menyiapkan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungawaban
pelaksanasn APBD.

C. PIHAK TERKAIT
Pihak yung terkait dengan proses penyusunan dan  pembahasan
rancangan peraturan daerah pertanggungawaban pelaksanaan APBD
adalah scbagai berikut:
I. Bupati
a. menyampaitkan mmncangan Peraturan  Deerah  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
b. memcbahas Rancangan Peraturan Daerah  tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD bersama DPRD




¢, menyiapkan rancangan Peraturan Bupat tentang penjabiaran
peranggunggawaban pelalksanaan APRD

d. menyampaikan rancangan Pernturan Bupati  tentang
perianggungawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan
dan dokumen pendukung kepada gubernur

D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN

e

1. Bupat menyampaikan mncangan Peraturan Dacrah
» Rancangan Peraturan Deersh tenitang pertanggungjawaksan
pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen
pendukung disampaikan olch Bupati kepada DPFRD pabng
lambat 6 fenam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
o Rancangan Peraturan Daerah entang  pertanggunggawaban
pelaksanaan APBD yang disampaikan dilampiri dengan:

n. Laporan kcuangan yang lelah dipenksa olch Hadan
Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan
lnporan keuangan BUMD paling lambat & (enoam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir,

b. Laporan cvaloas efisiensi dan eicktviias  pelaksanaan
APBI.

2.  Bupali dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Peraturan
Daerah

+= Pembahasan rancangan Peraturan Daerah  tentang

perimnggungiawaban  pelaksanaan APBD  dilakukan oleh

Bupati dan DPRD \

= Hasil Pembahasan dituangkan dalam persetujuan bersama
yang ditandatangan oleh Bupati dan pimpman DPRD paling
lambat 7 {tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

* Berdasarkan hasil pembshasan rancangan Persturan Dacrah
tentang pertanggungawaban pelaksanaan APBD, Bupab

Ly




menyiapkan rancangan Peraturan Bupat tentang penjabaran
pertanggung@awaban pelaksanaan APBD.

E. KONDISI KHUSUS

Dalam hal dalam wakiu | (satu) bulan scmk ditenimanys mneangan

Peraturan Daerah tlentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD

dart Bupati , DPRD ixlak mengsmbil kepulusan beorsama dengan

Bupati terhadap wmancangan Peraturan  Daerah  tentang

perianggungjawaban pclaksanaan APBD, Bupati menyusun  dan

menetapkan Peraturan Bupati  tentang  pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD dengan lengkah sehagai berikout:

1. Bupati menvampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang
pertanggungggawaban pelaksanaan APBD besera penjelasan dan
dokumen pendukung kepada gubernur sebagan wakil pemenntah
pusul paling lambal 7 (tujuh) hari scjak DPFRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan
Daerah tentang perianggungaewnban peloksanaan APRD.

2. Bupati menctapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi
Permturan Bupab tentang pertanggungawaban  polaksanaan
APBD, setelnh Cubernur sebagai wakil pemerintah  pusat
mengesahkon TANCANEAN Peraturan Fhupeti lentang
pertanggungawaban pelaksanaan APBD.



BAB VIl.2

SISTEM DAN PROSEDUR

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERTANGGUNGIAWABAN  PELAKSANAAN  APBD &  RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEJABARAN PELAKSANAAN APBD

A

|, Peraturan Pemerintah  (PP] Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kevangan Dacrah, Pasal 196

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolann Keuangan Daerah [Lampiran), Bab VI
= Penyusunan Kancangan Pertanggungjawaban Pelaksansan AFBD

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor
1 Tahun 2022 tentang Pengelolnan Keuangan Daerah

DESKRIPSI PROSEDUR

Evaluasi rmancangan peraturan  daerah  pertanggungawaben
pelaksanaan APBD & rancangan peraturan Bupati  pejabaran
pelaksanaan APBD, dilaksanakan oleh Bupati dengan menvampaikan
& rancangan peraturan Bupati pejabaran pelaksanaan APBD kepada
Gubernur selaku wakil pemerintab pusat,

Proses penyampaian rancangan Peraturan Daersh  tentang
pertanggungiawaban pelaksanasn APBD dan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD
aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secarn elektrombe




C. PIHAK TERKAIT
Pihak yang terkait dengan proses cevaluasi mncangan peratuman dactah
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD & rancangan peraturan
Bupati pejabaran pelaksanaan APBD adalah scbagsn berikul:
1. Bupati
a menyampaikan rancangan Permtuan Decrah leolang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD serta rancangan
Permturan Bupati tentang penjabaran  pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD kepada Gubernur
b. menetapkan ancangan Peraturan Dacrah mengads Peraturan
Darrah dan mancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan
Bupati

LANGEAH TEKNIS PELAKSANAAN

Bupati mengirimkan rancangan Peraturan Dacrah

Hancangan Peraturan [lsemah tentang pertanggungawaban

peloksanaan APBD serta rancangon Peraturan Bupati tentang

penjabaran perianggun@awaban pelaksanaan APBID dikinmlcan

Bupati kepadn Gubemur selaku walkil Pemerintah Pusat untuk

dicvaluas, paling lambat 3 [tiga) han setelnh persctujuan bersama

dengan DFRD.

2. Bupat menetapkan rancangan Peraturan Daecrah

* Bupati menerima sural keputusan mengenal hasil evaluasi
dari Gubermnur, paling lambat 15 (hma belas) han terhitung
seink diterimanyva rancangan Peraturan Daernh ummng\
perianggungmwanban pelaksanaan APBD dan  mapcangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungawaban
polaksanann APBD.

* Bupati menclapkan mancangan Peraturan Daerah  menjadi

&



Peraturan Bupati, setelah hasil evaluasi dinyalaksan sudah
sesuai dan emuan laporan hasil pemeriksaan BPK sudah
ditindaklunjuti.

Dalam hal hasil evaluas: dinyastakan bertentangun dengan
Peraturan Daecrah tentang APBD, Peraturan Daemah tentang
perubahan APBD, Peraturan Bupali tentang pernjabarun APBD,
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubshan APBD,
danfatau tidak menindaldanjuti  temuan  laporan  hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama
DPRD melakukan penvempurnaan paling lama 7 (tajuh) har
terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

DPRD dan Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah
menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran prrisnggungiewaban pelaksanaan APBD
menjadi Peraturan Bupati , Dana Transfer Umum dapat
ditunda dan/atau  dipolong  oleh menleri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
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